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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena alih fungsi lahan
yang terjadi akibat adanya kebijakan pembangunan bandara baru di Kecamatan
Temon, Kabupaten Kulon Progo. Setidaknya ada lima desa terdampak dari
pembangunan bandara ini, yang menyebabkan lahan pertanian di masing-masing
desa tersebut beralih fungsi menjadi bandara baru. Selain tujuan dari penelitian
yang disebutkan tadi, peneliti bermaksud mengkaji masalah sosial yang muncul
berupa konflik sosial di dalam masyarakat sebagai dampak dari pembangunan
bandara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan tekhnik purposive
sampling. Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa
narasumber yaitu; masyarakat terdampak baik itu pro atau kontra bandara,
pemerintah daerah Kulon Progo, BPN, dan dari pihak Angkasa Pura I selaku
pemrakarsa bandara baru. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder
berupa dokumentasi dari pihak terkait, dan dari media cetak seperti koran dan
jurnal. Dalam validitas data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan
trianggulasi sumber data dan tekhnik analisis data menggunakan model analisis
data Miles dan Huberman.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa fenomena alih fungsi lahan
yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo akibat dari kebijakan
pembangunan bandara baru yang kemudian menimbulkan beberapa dampak
sosial.Adapun dampak tersebut yaitu bergesernya lahan pertanian menjadi
bandara, hilangnya lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat
sekitar, munculnya sikap pro dan kontra  di masyarakat,dan munculnya konflik
sosial. Adapun konflik sosial tersebut antara masyarakat yang pro dengan
masyarakat kontra (konflik horizontal), dan masyarakat kontra dengan pemerintah
daerah Kulon Progo (konflik vertikal). Masyarakat yang kontra tergabung dalam
kelompok Wahana Tri Tunggal. Sikap masyarakat yang menolak karena mereka
takut akan kehilangan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber utama
mata pencaharian mereka, baik sebagai petani (pemilik lahan) ataupun buruh tani
(penggarap). Sementara itu masyarakat yang pro bandara mereka sebagian besar
merupakan pemilik lahan sekaligus penggarap. Mereka yang pro bandara
mengajukan beberapa persyaratan di antaranya; ganti rugi lahan mereka dan
kompensasi lahan PAG, masalah ketenagakerjaan, dan relokasi gratis.
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Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh
manusia sebagai makhluk sosial di dalam berkehidupan bermasyarakat.
Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam
menjalin hubungan sosial dengan manusia lainya tidak lepas dari
kepentingan satu sama lainya. Selama manusia itu mempunyai
kepentingan yang berbeda maka konflik akan selalu menyertainya di
manapun mereka berada. Adapun konflik bersumber dari kebutuhan dasar
manusia (basic human needs) seperti yang diungkapkan oleh John Burton
dalam Conflict: Resolution and Provention, setiap kepentingan memiliki
tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (Susan, 2012, hal. 19-
20). Misalnya kebutuhan manusia secara materil berupa kekayaan bisa
berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, dan sebagainya. Seperti
yang kita ketahui bersama bahwa hampir semua orang itu mempunyai
kepentingan masing-masing baik untuk dirinya sendiri maupun untuk
kelompoknya.
Perbedaan kepentingan adalah salah satu faktor utama yang dapat
menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial berarti persepsi mengenai
perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu
kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak
dapat dicapai secara simultan (Dean G Pruitt, 2011, hal. 10). Artinya
2bahwa terjadinya suatu konflik sosial disebabkan oleh banyak faktor
sehingga konflik tersebut bersifat kompleks yang melibatkan berbagai
unsur masyarakat di dalamnya.
Konflik sosial yang muncul di masyarakat juga tidak lepas dari
perubahan sosial yang ada di dalamnya. Perubahan ini bisa berupa
perubahan yang dikehendaki atau perubahan sosial yang memang tidak
dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya suatu
pembangunan sosial yang direncanakan oleh pemerintah yang bertujuan
untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama tidak jarang mendapat
hambatan sosial.
Pembangunan bandara internasional yang sudah lama direncanakan
oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta khususnya pemerintah daerah Kulon Progo sampai sekarang
belum juga dapat direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan belum
selesainya pembebasan lahan milik masyarakat setempat dengan
pemerintah daerah Kulon Progo. Daerah pantai Glagah dan sekitarnya di
Kecamatan Temon merupakan yang merupakan tempat utama
pembangunan Bandara Internasional yang baru. Adapun luas tanah yang
diperlukan sekitar 650 hektar artinya dibutuhkan hampir satu kecamatan
untuk membangun bandara tersebut dengan anggaran dana sekitar Rp. 6
triliun (Auliani, 2013). Tidak heran apabila banyak masyarakat yang
terkena dampaknya. Proyek besar yang akan melibatkan banyak pihak dari
3mulai pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, investor asing, tenaga
kerja, dan masyarakat sekitar.
Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo
menjadi salah satu konflik sosial yang menarik untuk dikaji ulang. Karena
konflik tersebut sampai sekarang belum menemukan solusi yang tepat
sehingga Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo yang
ditargetkan akan mulai digarap pada awal tahun 2014 dan dioperasikan
awal tahun 2017 pada kenyataanya sampai sekarang belum juga
dilaksanakan untuk tahap pembangunanya (Auliani, 2013). Hal itu
dikarenakan masih terhambatnya mengenai pembebasan lahan pertanian
masyarakat. Sesuatu hal yang menarik ketika pembangunan bandara
tersebut menjadi pertentangan atau pro dan kontra baik itu masyarakat
dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah daerah.
Adapun yang menjadi faktor utama penyebab konflik antara
masyarakat dengan Pemerintah Daerah di Kulon Progo yaitu mengenai
pembebasan lahan dengan masyarakat yang sampai sekarang masih belum
terselesaikan, selain itu juga adanya kelompok atau paguyuban yang
bersikukuh menolak pembangunan bandara tersebut.Sehingga untuk
masalah pembebasan lahan masih terkendala oleh beberapa pemilik lahan
yang belum bisa menerima ganti rugi yang ditawarkan dari pemerintah,
dengan kata lain mereka yang menolak pembangunan bandara.
Selain dari masalah pembebasan lahan di atas yang membuat
terhambatnya pembangunan bandara di Kulon Progo yang lainya yaitu
4dikarenakan oleh masyarakat yang memang benar-benar tidak menyetujui
dalam artian menolak pembangunan bandara tersebut seperti yang di
ungkapkan oleh Martono selaku ketua WTT (Martono, 2015). Dengan
alasan pemerintah tidak benar-benar memperhatikan apa dampak positif
dan negatif jika pembangunan bandara itu nantinya benar-benar akan
dibangun. Misalnya pembangunan difokuskan di Desa Glagah, Palihan,
dan sekitarnya yang merupakan daerah subur atau lahan produktif, padahal
selama ini lahan tersebut sebagai hasil utama pertanian masyarakat
setempat. Kemudian sejauh mana keterlibatan masyarakat setempat dalam
pembanguan bandara itu, baik sesudah atau sebelum bandara di Kulon
Progo dibangun. Misalnya penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat
yang tadinya berprofesi sebagai petani, namun karena kehilangan lahannya
apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan lain sebagaigantinya, baik
nantinya mereka dipekerjakan di bandara tersebut atau yang lainya.
Masyarakat yang menolak pembangunan bandara tergabung dalam
paguyuban yang mereka namakan dengan WTT (Wahana Tri Tunggal).
Paguyuban ini mewadahi masyarakat yang menolak atau tidak setuju
dengan pembangunan bandara internasional baru di Kulon Progo. Adapun
desa yang terkena dampak dari pembangunan bandara di Kulon Progo ini
meliputi Desa Palihan, Desa Sindutan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, dan
Desa Kebonrejo, dengan warga yang akan terkena dampak sebanyak ±
2.465 orang (Wahyukinasih, 2015). Yang menjadi kajian peneliti
selanjutnya yaitu mengenai masyarakat yang menolak pembangunan
5bandara apakah mereka yang menolak adalah pemilik lahan, penggarap
lahan, ataukah hanya sebatas ikut-ikutan.
Terlepas dari penolakan masyarakat mengenai pembangunan
bandara, ada beberapa atau sebagian masyarakat yang setuju dengan
pembangunan bandara di Kulon Progo. Sehingga hal tersebut menjadi
permasalahan sendiri ketika di antara masyarakat ada yang pro dan kontra
sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal di antara mereka.
Masyarakat yang pro melihat pembangunan bandara ini akan lebih banyak
membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Sebaliknya bagi
masyarakat yang kontra pembangunan bandara ini dirasa akan
menyengsarakan mereka, dan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Ketika ada dua masyarakat yang berseberangan seperti halnya
masalah pembangunan bandara di Kulon Progo ini akhirnya menimbulkan
konflik dan menjadi pro-kontra di masyarakat. Seperti yang diketahui
bahwa lahan yang dijadikan sebagai tempat pembangunan bandara
merupakan lahan milik masyarakat dan lahan milik pakualaman ground
(PAG). Ketika izin pembangunan bandara disetujui oleh pemerintah pusat
melaui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan diterbitkannya IPL
(Izin Penetapan Lokasi) pada tanggal 11 November 2013 dengan No
1164/2013 dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah daerah. Memang
sekarang ini mengenai kebijakan pembangunan di suatu daerah diserahkan
langsung kepada masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola dan
memajukan daeranhnya sendiri. Era otonomi daerah memberikan
6justifikasi kepada daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (TAP
MPR III/MPR/2000 dan UU No.10 Tahun 2000). Secara umum konflik
terjadi karena adanya ‘permintaan’ dari beberapa pemerintah daerah agar
pihak perkebunan melepaskan sebagian areal HGU-nya (Hak Guna Usaha
untuk kepentingan umum maupun kepentingan sosial (Sembiring, 2009).
Ketika dikeluarkanya IPL pada tanggal 11 November 2013, maka pada
tahun 2015 dikeluarkanya SK Gubernur DIY nomor 68/KEP/2015 tentang
Izin Penetapan Lokasi, namun hal demikian tidak berjalan mulus pasalnya
ada penolakan dari masyarakat yang tergabung dalam paguyuban WTT
dengan dibantu oleh LBH (Lembaga Badan Hukum) mengajukan gugatan
kepada PTUN Yogyakarta dengan tergugat yaitu Sultan. LBH menilai Izin
Penetapan Lokasi tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah), karena dalam penetapannya Kulon Progo bukan termasuk
daerah pengembangan RTRW dari pemerintah (W, 2015). Dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembangunan bandara ini
sebenarnya sudah memenuhi beberapa kriteria dan sesuai RTRW yang
ada, hal itu ditegaskan oleh bapak Astungkoro selaku Sekda Kulon Pogo.
Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah mengenai pembebasan
lahan dari kelompok warga yang kontra bandara (WTT), sehingga
menghambat pembangunan bandara ini, selain itu juga mereka yang kontra
(WTT) sering kali melakukan penghadangan kepada petugas yang
melakukan pendataan tanah dan penilaian terhadap tanah mereka.
7Dari latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan penelitian
yang memfokuskan kepada latar belakang munculnya konflik lahan dalam
pembangunan bandara dan dampak yang ditimbulkanya.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo menimbulkan
masalah sosial yang begitu kompleks. Dari masalah sosial yang ada
peneliti membuat identifikasi masalah sosial sebagai berikut:
1. Perbedaan kepentingan menjadi faktor utama terjadinya konflik sosial.
2. Konflik sosial yang terjadi di Kulon Progo dengan adanya
pembangunan bandara internasional bersifat vertikal-horizontal.
3. Konflik sosial terjadi karena pembebasan lahan yang belum juga
disepakati oleh pemilik lahan dengan pemerintah setempat.
4. Terjadinya ketidak harmonisan hubungan sosial di dalam masyarakat
dengan adanya masyarakat yang pro dan kontra, dengan adanya
pembangunan bandara.
5. Pembangunan bandara yang direncanakan oleh pemerintah mendapat
hambatan sosial, dan kurangnya memperhatikan dampak yang
ditimbulkanya.
6. Alih fungsi lahan untuk pembangunan bandara di Kulon Progo
menyebabkan hilangnya mata pencaharian sebagai petani yang terkena
dampak langsung dan kehilangan tempat tinggal.
87. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di
Kulon Progo.
C. BATASAN MASALAH
Supaya penelitian ini lebih fokus, maka peneliti membatasi
masalah pada konflik lahan antara Pemerintah Daerah Kulon Progo
dengan masyarakat Desa Palihan dan Desa Glagah di Kabupaten Kulon
Progo dalam Pembangunan Bandara Internasional, dampak yang
ditimbulkan dari konflik tersebut, dan upaya penyelesaianya. Alasan
peneliti memilih dua desa di atas karena kedua desa tersebut merupakan
dua dari lima desa terdampak pembangunan bandara yang akan terkena
relokasi paling luas dan mengalami gejolak masyarakat paling tinggi.
D. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah, identififkasi masalah, dan
pembatasan masalah di atas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan pertanian antara
masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan Bandara
Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat adanya konflik lahan
tersebut?
93. Bagaimana upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pertanian
antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkena dampak
Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo?
E. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan
antara masyarakat Kulon Progo dengan Pemerintah Daerah Kulon
Progo.
2. Untuk mengetahui dampak konflik yang ditimbulkan dengan adanya
pembangunan bandara baru di Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat Kulon Progo dalam menyelesaikan sengketa lahan
tersebut.
F. MANFAAT PENELTIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Mengetahui dan memahami konflik yang terjadi di dalam
masyarakat khususnya mengenai konflik lahan.
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b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana cara
yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik sosial.
c. Dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian yang
sejenis pada masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat digunakan sebagai wujud implementasi ilmu
sosiologi oleh peneliti selama belajar di Universitas Negeri
Yogyakarta. Menerapkan ilmu sosiologi di kehidupan sehari-hari
khusunya untuk menjawab berbagai gejala sosial yang terjadi di
dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini merupakan sebagai tugas
akhir skripsi di jurusan Pendidikan Sosiologi, guna mendapatkan
gelar SI dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
b. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta dan Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah koleksi
bacaan ilmiah dan informasi, sehingga dapat digunakan sebagai
referensi atau rujukan penelitian yang akan datang, berkaitan dengan
penyelesaian sengketa lahan di masyarakat.
c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi maupun
saran kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah mengenai
sengketa lahan, khususnya pada masyarakat daerah Kulon Progo.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
A. KAJIAN PUSTAKA
1. Konflik Lahan Pertanian
Menurut Johara T Jayadinata mengartikan lahan sebagai
tanah yang sudah ada ketetapan fungsi atau kegunaan suatu lahan dan
umumnya sudah ada pemiliknya, baik perseorangan maupun badan-
badan tertentu (Jayadinata, 1999).
Lahan merupakan suatu ruang lingkup di permukaan bumi
yang secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan
tertentu (Noor, 2006, hal. 98). Suatu lahan biasanya dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan aktivitas manusia mulai dari
pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan infrastruktur dan
sebagainya.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lahan
merupakan suatu tempat dengan administrasi tertentu yang
dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitasnya demi
keberlangsungan hidupnya.
Proses alih fungsi lahan sudah dipandang sebagai
pemandangan yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Aktivitas penggunaan lahan adalah bentuk fisik dari aktivitas sosial-
ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Rustiadi, 2001). Penggunaan
lahan sering kali didasarkan pada jenis tanah, lokasi, dan faktor
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ekonomi tertentu. Alih fungsi lahan juga berkaitan dengan jumlah
pertumbuhan penduduk, apabila di dalam suatu daerah tingkat
pertumbuhan penduduknya tinggi maka secara otomatis membutuhkan
lahan untuk tempat tinggal mereka. Di sisi lain, untuk mendorong laju
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yaitu misalnya diperlukan
pembangunan berupa infrastruktur untuk kepentingan umum juga
membutuhkan lahan yang kadang-kadang tidak sedikit.
Masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan kebanyakan
berprofesi sebagai petani, meskipun dalam produksi pertaniannya
hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri artinya
tidak untuk dijual (Sugihen, 1997, hal. 105). Di mana para petani
menggantungkan sebagaian besar kehidupanya pada lahan garapan
yang mereka punya ataupun hanya sebatas penggarap lahan bukan
pemilik. Dalam bercocok tanam tentunya struktur tanah atau
kandungan yang tersimpan di dalam tanah (unsur hara) mempengaruhi
kesuburan tanah. Kesuburan tanah pastinya mempengaruhi tingkat
dari produksi suatu tanaman. Lahan atau tanah pertanian yang luas
masih sering dijumpai pada masyarakat pedesaan. Masyarakat
pedesaan dalam memanfaatkan lahan yang mereka miliki
menyesuaikan dengan musim. Misalnya ketika musim hujan petani
menanami ladangnya dengan padi, sementara ketika musim kering
datang petani lebih kepada menanam palawija seperti tanaman
kedelai, kacang panjang, singkong, jagung, dan jenis-jenis palawija
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lainya. Ketika lahan dialihfungsikan maka masalah sosial akan
muncul di dalam masyarakat itu.
Alih fungsi lahan akan menyebabkan beberapa masalah,
yaitu akan hilang mata pencaharian mereka sebagai petani, hilangnya
pendapatan dari penjualan hasil produksi mereka, menyebabkan
mereka menjadi pengangguran, dan masih banyak lagi masalah sosial
lainya. Dalam sistem usaha tani, tanah (lahan) pertanian merupakan
faktor produksi (komoditi) yang penting dan mempunyai nilai
ekonomi tinggi (Sugihen, 1997, hal. 123-127). Kebijakan pemerintah
di dalam suatu daerah untuk suatu pembangunan, misalnya
mengalihfungsikan lahan pertanian tanpa mempertimbangkan
berbagai dampak sosial yang akan ditimbulkan, dapat berujung
konflik di dalam masyarakat. Konflik berupa sengketa lahan akan
muncul ketika dari masyarakat tidak mau membebaskan lahanya
untuk suatu pembangunan.
Sengketa lahan pertanian di Indonesia mengalami pasang
surut. Pasalnya lahan pertanian yang harusnya dikelola sebagai ladang
pertanian beralih fungsi menjadi tempat pembangunan dari suatu
kebijakan pemerintah ataupun dari penanam modal. Lahan pertanian
mulai bergeser menjadi tempat-tempat mewah seperti hotel,
apartemen, swalayan dan bangunan publik lainya, baik itu dari tangan
investor maupun kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam
menetapkan kebijakan pembangunan suatu bangunan publik, biasanya
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tidak lepas dari campur tangan investor atau penanam modal.
Misalnya kita bisa melihat tragedi Mesuji, wilayah Provinsi Lampung
yang melibatkan petani dengan P.T Silva Inhutani pada tahun 2003,
yang mana dalam tragedi itu terjadi pelanggaran HAM oleh oknum
aparat negara yang tidak bertanggungjawab (Susan, 2012, hal. 77).
Sengketa lahan menjadi cermin bahwa kelompok atau kalangan bawah
dalam hal ini petani kadang tidak berdaya ketika dihadapkan dalam
peradilan atau hukum positif. Mereka seringkali mendapat perlakuan
hukum yang kurang adil, berbeda dengan perusahaan atau badan
negara yang mempunyai kekuatan, kadang kala mereka yang lebih
diuntungkan.
Masih di daerah Lampung, konflik tanah juga terjadi antara
warga kampung Gunung-katunmalay dan Gunung-katuntanjungan
luas tanah 1.900 hektar dikuasai dari Tahun 1997-2010, Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan PT.
Umas Jaya Agrotama (UJA), tanah seluas 1.100 hektar yang belum
dilaksanakan ganti rugi warga kampung tersebut. Tanah yang dikuasai
PT. Umas Jaya Agrotama (UJA) merupakan pelimpahan dari PT. Aria
Pelangi seluas 1.100 hektar, sedangkan tanah 800 hektar itu milik PT.
Umas Jaya Agrotama (UJA) telah memiliki izin lokasi dan belum
memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha terhitung sejak Tahun 1997-
2010. Tanah seluas 1.100 hektar dan tanah 800 hektar masih tumpang
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tindih karena belum diadakan pengukuran dari Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Mesuji (Intan, 2011, hal. 190).
Dari dua sengketa lahan di atas menunjukan bahwa pemilik
modal atau investor dari pihak swasta ataupun dari pemerintah selaku
yang membuat kebijakan seringkali merugikan pemilik lahan.
Misalnya dari segi ganti rugi yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa
yang menjadi kesepakatan di awal, ganti rugi yang dibayarkan
membutuhkan waktu yang cukup lama, dan kadangkala ganti rugi
tidak dibayarkan.
Masalah penolakan pembebasan lahan yang terjadi di
masyarakat Desa Palihan dan Desa Glagah terhadap pembangunan
bandara di Kulon Progo menimbulkan konflik kepanjangan bahkan
sampai saat ini belum juga terselesaikan. Masyarakat yang menolak
lahanya untuk dijadikan bandara bersikeras tidak mau merelakan
tanahnya diukur oleh Badan Pertanahan Negara Kulon Progo, hal ini
jelas membuat terhambatnya pembangunan bandara di Kulon Progo.
Masyarakat yang menolak lahanya untuk dijadikan bandara ini
tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT).
2. Sengketa Lahan Sebagai Penyebab Konflik di Masyarakat
Usmadi Murad (1991) menjelaskan bahwa kasus
pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan.
Masalah pertanahan adalah lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya
cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan
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kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan
sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak
atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang
diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan. Adapun sengketa
merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang
menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah
menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinanya. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik,
atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak
dapat diselesaikan (Sembiring, 2009).
Konflik lahan atau sengketa lahan yang terjadi dalam
masyarakat seringkali menyebabkan retaknya hubungan antara lapisan
masyarakat yang membuat mereka tidak harmonis. Adapun konflik
tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, idividu dengan
kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Namun berbeda dengan
Coser (dalam bukunya Poloma: 2004), bahwa konflik itu mempunyai
nilai positif yang dapat meningkatkan solidaritas in-groupnya atau
ikatan anggota kelompoknya di dalam masyarakat. Selain itu konflik
juga dapat memperkuat dan mempertegas kembali identitas para
anggota kelompok dengan tujuan melindunginya dari ancaman luar
(Poloma, 2004, hal. 107-108).  Ketika terjadi konflik maka akan
adanya kewaspadaan-kewaspadaan yang muncul akibat kecurigaan
atau prasangka dari masing-masing yang berkonflik.
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Ketika terjadi konflik maka antara pihak-pihak yang
berkonflik mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Sehingga antara
anggota kelompok saling menguatkan satu sama lainya. Adapun dapat
lebih diperinci lagi seperti berikut: (1) semakin besar solidaritas di
antara pihak-pihak yang berkonflik, semakin besar pula tingkat
keterlibatan emosional, dan (2) semakin besar tingkat keharmonisan di
kalangan anggota-anggota pihak yang berkonflik, semakin besar
pulaketerlibatan emosionalnya (Lumintang, 2012). Hal tersebut yang
menjadi perhatian Coser ketika menganalisis konflik sosial yang
terjadi di dalam masyarakat, bahwa kedekatan hubungan sosial
berkaitan erat dengan emosional setiap anggota kelompoknya.
Integritas sosial dan stabilitas sosial di dalam masyarakat
tercipta bukan hanya terjadi karena adanya konsensus dan kerjasama
di dalam masyarakat, akan tetapi justru Coser melihat bahwa konflik
sosialah yang menciptakan keadaan masyarakat dalam kestabilan di
dalam struktur sosial. Dalam hal ini Coser memperlihatkan bagaimana
konflik memiliki fungsi terhadap sistem sosial, yang pertama yaitu
bagaimana konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain
daripada perlawanan kelompok kepentingan; yang kedua konflik
memperlihatkan atau mempunyai konsekuensi dalam stabilitas dan
perubahan sosial. Coser melihat konflik sebagai mekanisme
perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau
fungsi positif di dalam masyarakat (Susan, 2010, hal. 59-60). Dengan
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kata lain bahwa konflik sosial yang muncul di dalam masyarakat
sebagai bentuk atau upaya menciptakan dan menemukan aturan-
aturan, nilai baru yang nantinya menghasilkan konsensus bersama di
dalam masyarakat yang berkonflik. Sehingga kita perlu melihat ketika
terjadi konflik tidak selamanya membawa dampak negatif akan tetapi
juga dampak positif di dalam struktur masyarakat.
Sementara itu Coser membedakan konflik yang ada dalam
masyarakat menjadi dua. Pertama konflik realistis berkaitan dengan
konflik yang muncul dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap
tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan
kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukan pada
obyek yang dianggap mengecewakan. Kedua konflik non-realistis
yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang
antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan
biasanya dari salah satu pihak yang berkonflik mengkambinghitamkan
orang lain (Poloma, 2004, hal. 110). Ketika Coser membedakan
konflik menjadi dua seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam
masyarakat bisa saja konflik realistis dan non-realistis terjadi secara
bersamaan, sehingga hal tersebut menjadi semakin kompleks konflik
yang ditimbulkanya.
Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh
manusia sebagai makhluk sosial di dalam berkehidupan
bermasyarakat. Selain itu, perbedaan kepentingan setiap individu juga
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merupakan hal dasar yang menyebabkan timbulnya konflik di dalam
masyarakat. Perbedaan kepentingan adalah salah satu faktor utama
yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kepentingan setiap individu
didasarkan pada kebutuhan dan keinginan yang melekat dalam diri
individu tersebut. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
konflik berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan di dalam
masyarakat yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau keinginan
yang saling bertentangan untuk saling menguasai dan mempengaruhi
orang lain.
Di dalam bukunya Dean G. Pruit, (2011: 10)
mendefinisikan  konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan
kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu
kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik
tidak dapat dicapai secara simultan. Artinya bahwa terjadinya suatu
konflik sosial disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik tersebut
bersifat kompleks yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di
dalamnya.
Karl Marx (dalam Raditya, 2002) seorang Sosiolog, yang
mengenalkan teori konflik antar kelas menjelaskan bahwa latar
belakang munculnya konflik sosial di dalam masyarakat adalah
adanya kesenjangan sosial pada masyarakat. Pernyataan Karl Marx
mengenai kenyataan sosial antara lain; adanya struktur kelas dalam
masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara
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orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi
kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran,
dan pelbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan
perubahan struktur sosial, yang kiranya sangatlah penting. Terbalik
dengan Karl Marx, menurut Dahrendorf (dalam Raditya, 2002)
konflik terjadi bukan karena adanya pertentangan antara mereka yang
memiliki modal produksi dan yang memiliki tenaga kerjanya,
melainkan karena derajat otoritas dan dominasi di dalam asosiasi
(Raditya, 2002, hal. 25). Dominasi kelompok yang mempunyai
otoritas atau kedudukan tertinggi dalam masyarakat memunculkan
ketimpangan berupa hak dan kewajiban dalam memainkan peran dan
status sosialnya. Biasanya kelompok lemahlah yang menjadi sasaran
pemegang otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan misalnya
penggusuran rumah di dekat sungai yang akan didirikan kanal banjir,
dan sebgaianya. Selain itu Dahrendorf juga menyatakan bahwa
sebenarnya masyarakat tidak lagi terbagi ke dalam kelas atas dan kelas
bawah namun sekarang ini terdapat adanya kelas menengah yang
dikategorikan berdasarkan spesialisasi masyarakat. Spesialisasi
merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan pada kemampuan dan
keahlianya.
George Simmel, salah satu tokoh dari aliran fungsionalisme
menganalisis dari sisi fungsinya. Dia mengatakan bahwa struktur
sosial adalah gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan
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disosiatif yang tidak mungkin dipisahkan, tetapi bisa dibedakan dalam
analisis (Raditya, 2002, hal. 18). Proses asosiatif lebih menekankan
pada aspek saling hubungan satu sama lain di dalam masyarakat
dalam bentuk kerja sama. Masyarakat yang merupakan satu kesatuan
tentunya saling berinteraksi sehingga terbentuklah hubungan di antara
mereka. Sedangakan proses disosiatif melihat masyarakat mengalami
retaknya hubungan sosial atau perpecahan. Hal itu bisa disebabkan
oleh beberapa faktor di antaranya yaitu; perbedaan ideologi,
perbedaan tujuan atau pandangan hidup, perbedaan pendapat, dan
masih banyak lagi faktor yang menyebabakan perpecahan di dalam
masyarakat.  Lewis Coser (dalam Raditya, 2001), Coser mempertegas
argumen Simmel bahwa konflik dapat menjadi media integratif,
persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, serta
penguatan identitas kelompoknya (Raditya, 2002, hal. 19).
Konflik di dalam masyarakat baik itu konflik horizontal
maupun vertikal tidak selamanya membawa dampak buruk bagi
masyarakat yang berkonflik. Ketika adanya ancaman dari luar maka
kelompok tersebut hubunganya akan semakin kuat. Emosianal antar
anggota kelompok yang terlibat konflik akan meningkat, begitu juga
rasa solidaritas diantara mereka.
Mereka merasa senasib dan sepenanggungan dalam
mengahadapi ancaman dari luar. Namun hal itu tidak menjamin bahwa
luapan emosi antar anggota kelompok itu dapat meminimalisir
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terjadinya kekerasan. Luapan emosional yang berlebihan kadangkala
diluapkan dengan menggunakan kekerasan fisik.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Pertanian
Rusmadi Murad (dalam Sembiring, 2009) menjelaskan
bahwa kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa
pertanahan. Masalah pertanahan adalah lebih bersifat teknis yang
penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat
pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan
yang berlaku,  sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan
yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak
dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau
pengadilan. Sengketa lahan sebagai salah satu bentuk konflik sosial
perlu adanya upaya-upaya yang mengatur dan upaya penyelesaianya,
berdasarkan Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang tata cara
penanganan sengketa pertanahan; yang dimaksud dengan sengketa
adalah perbedaan pendapat mengenai: a) keabsahan suatu hak; b).
Pemberian hak atas tanah; c). Pendaftaran hak atas tanah termasuk
peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang
berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan
dengan instansi Badan Pertanahan Nasional (Sembiring, 2009).
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Dalam masalah sengketa lahan yang terjadi di Sumatera
antara perusahaan dengan masyarakat setempat ada beberapa upaya
yang dapat ditempuh di antaranya sebagai berikut (Wahyono, 2003):
a) Mengenai kepemilikan lahan harus diselesaikan secara
hukum atau musyawarah.
b) Adanya persuasif dari pemerintah dan investor, bahwa
terjaminya kelangsungan perusahaan sangat penting untuk
menghasilkan pendapatan negara dalam rangka menunjang
pembangunan berbagai bidang.
c) Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat
untuk terlibat dalam manajemen perusahaan secara
proporsional.
d) Pemberian usul kepada pemerintah (pengambil keputusan)
agar negaralah yang memberikan jaminan keamanan baik
pada masyarakat maupun perusahaan.
e) Perbaikan komunikasi, khususnya dari pejabat kepada
masyarakat sehingga tidak terjadi salah paham.
f) Perbaikan sistem atau tatanan yang menjamin keadilan bagi
semua pihak.
g) Kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan.
Dari beberapa poin di atas yang terkait dengan upaya atau
solusi dalam memecahkan sengketa lahan yang terjadi di dalam
masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan keadaan masyarakat yang
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dihadapi pada waktu itu. Penyelesaian konflik khususnya mengenai
sengketa lahan harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan,
kepastian hukum di antara pihak-pihak yang berkonflik, jaminan
keamanan bagi semua pihak, komunikasi yang baik, kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah harus menguntungkan masyarakat bukan
untuk golongan tertentu maupun kepentingan pribadi, dan mencari
win-win solution.
B. PENELITIAN YANG RELEVAN
Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian mengenai rencana Pembangunan Bandara Internasional di
Kabupaten Kulon Progo sudah pernah dilakukan oleh Esti
Wahyukinasih, mahasiswa dari jurusan Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial, UNY dengan judul “Sikap Masyarakat Desa Palihan
Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten
Kulon Progo 2015”.
Dari hasil penelitaian yang dilakukan sikap antar
masyarakat atau hubungan antara masyarakat mengalami ketidak
harmonisan, hal tersebut dikarenakan ada yang masyarakat pro dan
kontra. Hubungan antara masyarakat yang pro dan kontra menjadi
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permasalahan sendiri dalam rencana pembangunan bandara di Kulon
Progo yaitu munculnya sangsi sosial di dalam masyarakat. Memang
sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi, karena pada hakekatnya
masyarakat Desa Palihan yang tadinya saling berkomunikasi dengan
baik sekarang mengalami retaknya hubungan sosial mereka.
Dalam hasil penelitian itu menunjukan bahwa kurangnya
sikap peduli dan tolong menolong. Misalnya dari warga yang pro jika
sedang ada hajatan atau ada yang meninggal, warga yang kontra
kadangkala kurang peduli atau tidak hadir dalam acara tersebut
(Wahyukinasih, 2015).
Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada konflik yang
terjadi antara masyarakat yang pro dan kontra. Adapun perbedaan
penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada hubungan
pemerintah dengan masyarakat, baik yang menolak ataupun setuju
terhadap pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo.
2. Penelitian Kardina Ari Setiarsih (Skripsi, 2012), dari pendidikan
sosiologi UNY dengan judul “Konflik Perebutan Lahan Antara
Masayarakat Dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di
Desa Serojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen).
26
Hal yang diteliti yaitu berkaitan dengan apa yang
melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut. Dari hasil penelitian
yang dilakukan konflik tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu
mengenai status kepemilikan tanah dan batas lahan, Antara TNI dan
Warga Desa Setrojenar saling mengklaim tanah tersebut. Warga
setempat mengklaim tanah itu milik mereka, dan mereka mempunyai
surat kepemilkan lahan yang berada di sepanjang pantai wilayah
Kecamatan Mirit. Sedangkan di pihak TNI mengkalim bahwa tanah
yang selama ini menjadi lahan pertanian oleh warga setempat
merupakan milik negara yang diperuntukan bagi TNI guna keperluan
latihan.
Selain yang disebut di atas warga setempat juga dirugikan
dengan kegiatan latihan TNI di Desa Setrojenar karena seringkali
tanaman para petani mengalami kerusakan dan menghambat kegiatan
para petani dalam bercocok tanam.
Sementara itu untuk faktor eksternal penyebab terjadinya
lahan antara masayarakat Desa Setrojenar dengan TNI yaitu adanya
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kebumen. Sebelumnya juga terjadi penolakan
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oleh Warga setempat  dengan akan dibangunya proyek pembangunan
JLSS (Jalan Lintas Selatan-Selatan).
Persamaan penelitian ini adalah dilihat dari segi faktor
penyebab konflik lahan. Selain itu persamaan yang lainya adalah
konflik yang terjadi di daerah Kebumen antara TNI dan masyarakat
sipil merupakan termasuk konflik vertikal. Di mana posisi TNI
sebagai petugas yang menjaga keamanan dan kedaulatan NKRIdengan
dipersenjatai oleh negara.
Adapun perbedaanya yaitu konflik lahan di Kulon Progo
melibatkan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang kontra, dan
juga terjadi konflik horizontal antara masyarakat yang kontra dengan
masyarakat yang pro terhadap pembangunan bandara internasional di
Kulon Progo.
3. Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rita Rosnani
(Skripsi, 2009), dari Fakultas Ilmu Sosial, program studi Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hukum. Penelitian yang dilakukanya berjudul
“Penyelesaian Kasus Sutet di Dusun Kresen Kecamatan Bantul
Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.
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Dalam penelitian tersebut terjadi pertentangan antara
masyarakat setempat dengan pihak pengelola listrik di mana yang
bertindak di sini adalah PT. PLN (Persero) UPT Yogyakarta.  PT PLN
(Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang dalam
fungsi dan tugasnya untuk kepentingan umum. Meskipun demikian
dalam pelaksanaan pembangunan Sutet terkendala dengan masyarakat
setempat dikerenakan oleh beberapa warga tidak setuju apabila di
tempatnya akan didirikan Sutet. Penolakan ini dilakukan oleh warga
setempat karena: (1). Ganti rugi lahan dari PLN yang belum terpenuhi
seutuhnya; (2). Pembebasan lahan hanya pada harga fisik ekonomis
tanah saat itu, padahal nilai hak atas tanah jauh lebih luas dari nilai
fisik ekonomis. Adapun hambatan pendirian sutet tersebut yaitu; tidak
adanya kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan oleh PLN dan
Warga Kresen, sehingga konfliknya berlarut-larut, mengakibatkan
PLN dan Warga Kresen mengalami kerugian materi maupun inmateri,
hambatan berikutnya yaitu adanya pihak-pihak yang mencari
keuntungan.
Adapun kesamaanya antara penelitian di atas dengan
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah upaya penyelesaian
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yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo. Adapun yang
menjadi perbedaanya yaitu peneliti mencoba mencari apa yang
menjadi kendala penyelesaian konflik lahan tersebut, sehingga sampai
saat ini, hingga 2016 Bandara Internasional di Kulon Progo belum
juga dapat direalisasikan. Selain itu berkaitan dengan upaya dari
masyarakat sendiri antara yang pro dan kontra dalam mengurangi
sangsi sosial yang ditimbulkan akibat dari rencana pembangunan
bandara di Kulon Progo.
C. KERANGKA PIKIR
Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah bertujuan
untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel atau konsep
mengenai konflik sosial yang terjadi, berkaitan dengan Pembangunan
Bandara Internasional di Kulon Progo. Konflik antara masyarakat dengan
pemerintah termasuk ke dalam konflik vertikal, sehingga menjadi kajian
menarik ketika kebijakan yang diterapkan mendapat pertentangan karena
dianggap tidak memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat. Selain
konflik vertikal antara pemerintah Daerah Kulon Progo dengan
masyarakat, juga ditemukan konflik horizontal di mana beberapa
masyarakat ada yang pro terhadap pembangunan bandara tersebut dan
kontra. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan perpecahan atau retaknya
hubungan sosial di dalam masyarakat Kulon Progo. Konflik horizontal
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antar masyarakat tidak menutup kemungkinan akan sangat berbahaya
dalam keberlangsungan hidup bersama.
Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo yang
sampai saat ini masih terkendala oleh pembebasan lahan dari masyarakat
yang kontra (WTT) belum juga dapat diselesaikan. Hal itu dikarenakan
masyarakat yang kontra tidak mau lahanya diukur dan didata, sementara
itu mereka yang menolak berprofesi sebagai petani yang memang
menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Lahan yang selama ini
menjadi tumpuan hidup dan tempat tinggal masyarakat Desa Palihan, Desa
Glagah, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebonrejo akan
direlokasi ke tempat lain. Adapun yang akan terkena dampak langsung
atau luas wilayah yang paling luas terkena dampaknya yaitu Desa Palihan
dan Desa Glagah.
Munculnya berbagai tanggapan baik dari yang mulai mendukung
dan menolak pembangunan bandara di Kulon Progo menimbulkan dampak
berupa sangsi sosial di masyarakat setempat. Mulai dari hubungan antar
masyarakat yang tidak harmonis, kegiatan-kegitan atau program dari desa
yang tidak jalan, dan munculnya saling curiga di dalam masyarakat.
Terkhusus lagi masyarakat yang kontra atau tidak setuju pembangunan
bandara tidak lagi menaruh simpati kepada pemerintah baik tingkat
Dukuh, RT, RW, Pemerintah Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat. Hal itu










Peneliti mendeskripsikan pola pikir dalam bentuk bagan dengan
tujuan mudah dimengerti dan dipahami, seperti di bawah ini:









Peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian ini, berada di Desa
Palihan dan Desa Glagah. Kedua desa tersebut merupakan dua dari lima
desa yang terkena dampak paling luas danterkena relokasi pembangunan
bandara internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan kenapa peneliti memfokuskan Desa
Palihan dan Glagah yaitu dengan alasan sebagian besar masyarakat yang
berkonflik (kontra pembangunan bandara) berpusat di Desa Palihan,
sementara jarak antara Desa Palihan dan Desa Glagah secara langsung
berdekatan dan kedua desa tersebut terelokasi cukup luas dibanding tiga
desa lainya yaitu; Desa Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.
B. WAKTU PENELITIAN
Peneliti melakukan penelitian ini dari mulai observasi sampai
pengambilan data tidak membutuhkan waktu singkat, kurang lebih selama
tiga bulan lebih yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan
pertengahan bulan April 2016. Hal tersebut dikarenakan kajian penelitian
ini menggali informasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung
pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Mengingat juga isu-isu yang
berkembang sifatnya sangat sensitif di dalam masyarakat yang terdampak,
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sehingga pengambilan data juga tergantung dari perkembangan
masyarakat.
Tidak dipungkiri bahwa adanya masyarakat yang pro dan kontra
menjadikan tantangan tersendiri bagi peneliti dalam menggali informasi
ketika melakukan wawancara ataupun observasi langsung di masyarakat
terdampak. Ketika terjun di lapangan langsung, peneliti merasakan betapa
isu mengenai pembangunan bandara baru di Kulon Progo ini begitu
sensitif di masyarakat terdampak, hal itu terlihat dari masyarakatnya yang
menutup diri bahkan menolak ketika dimintai keterangan atau informasi
mengenani bandara itu. Bahkan seringkali peneliti dicurigai oleh warga
sekitar ketika melakukan pengambilan data.
Adapun waktu penelitian ini dirasa kurang karena mengingat
pembangunan bandara tersebut masih terus berkembang, namun demikian
batasan penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti sudah terjawab
ataupun sudah cukup menjawab rumusan maupun batasan masalah
penelitian ini.
C. SUBYEK PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa subyek penelitian
untuk dimintai keterangan atau dijadikan narasumber. Sehingga rumusan
masalah yang sudah ditentukan dapat terjawab. Adapun subyek penelitian
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Masyarakat
Masyarakat Kecamatan Temon Kulon Progo, khususnya Desa Palihan
dan Desa Glagah, baik yang pro ataupun kontra terhadap
pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon.
2. Pemerintah Daerah Kulon Progo
Pemerintah daerah Kulon Progo bekerja sama dengan pemerintah
pusat, serta PT. Angkasa Pura I selaku eksekutor atau pelaksana yang
akan membangun Bandara Internasional di Kulon Progo.
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo
Berikutnya yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo
selaku lembaga yang mengurusi pertanahan, meliputi pendataan tanah,
dan inventarisasi tanah bagi calon bandara baru di Kulon Progo ini.
4. PT. Angkasa Pura I
PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang mengelola atau memanajemen
kebandarudaraan secara komersil di Indonesia. PT., Angkasa Pura I
juga bertanggungjawab atas pelayanan keselamatan, kenyamanan, dan
keamanan konsumen. PT Angkasa Pura I kantor pusatnya di Kantor
Pusat di Jakarta Pusat Graha Angkasa Pura I Kota Baru Bandar
Kemayoran Blok B.12 Kav.2, (angkasapura1.co.id/03/10/2015). PT.
Angkasa Pura I sebagai pengelola perbandarudaraan di Indonesia
khususnya untuk cabang di DIY akan melaksanakan pembangunan
Bandara Internasional di Kulon Progo dan juga menyelesaikan
35
mengenai ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak dari
pembangunan bandara tersebut.
D. BENTUK PENELITIAN
Berdasarkan fokus penelitian dan pengumpulan data-data yang
telah diambil, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara wawancara atau
tanya jawab antara peneliti dan informan sebagai narasumber (subyek
penelitian), sehingga mampu memperoleh informasi secara langsung dan
mendalam. Adapun pendekatan kualitatif-deskriptif merupakan kegiatan
pengumpulan data berdasarkan pemaparan atau informasi yang diperoleh
dari informan. Dalam penelitian ini berupaya membahas apa saja yang
dialami oleh subjek penelitian dengan cara menyampaikan pendapat atau
informasi, data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa secara deskriptif
atau apa adanya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-
deskriptif ini didasarkan pada temuan di lapangan yang sifatnya jamak,
sehingga oleh peneliti dirasa lebih flexibel dengan menggunakan metode
penelitian tersebut. Selain itu data-data yang sudah terkumpul dapat
menjadi kunci jawaban yang sudah ada diteliti (Moleong, 2006, hal. 9-11).
Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui penyebab dan latar
belakang terjadinya sengketa atau konflik lahan antara pemerintah dan
masyarakat yang kontra, yang diakibatkan oleh adanya pembangunan
bandara baru di Kulon Progo ini.Kemudian selain masalah atau konflik
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antara pemerintah dengan masyarakat yang kontra (WTT), permasalahan
berikutnya adalah adanya perbedaan pandangan mengenai pembangunan
bandara baru di Kulon Progo sehingga di dalam masyarakat terbagi
menjadi dua kubu atau kelompok yaitu masyarakat pro dan kontra.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti
juga mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ataupun
tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik lahan dalam
pembangunan bandara ini.
E. SUMBER DATA
Sumber data terdiri dari beberapa data yang diperoleh berdasarkan
teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai
berikut:
1. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari tempat penelitian. Menurut Lofland dan Lofland sumber
data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain
(Moleong, 2013, hal. 157).
Adapun data primer ini peneliti memperolehnya dengan
cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber-narasumber
terkait seperti dengan Pemda Kulon Progo, BPN, PT., Angkasa Pura I,
dan tentunya masyarakat terdampak pembangunan bandara. Selain itu
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peneliti juga berhasil mendokumentasikan hasil penelitian secara
langsung yang diperoleh saat berada di lokasi penelitian yang berupa;
foto-foto, dan rekaman.
2. Sumber Data Skunder
Sumber data berikutnya yaitu peneliti menggunakan data
skunder berupa dokumentasi dalam mengumpulkan data-data atau
informasi untuk menunjang hasil penelitian ini.Peneliti
mengumpulkan beberapa informasi yang bersumber dari media cetak
dan online, seperti artikel dari koran. Peneliti mengumpulkan
beberapa artikel dari koran yang memang khusus region atau wilayah
Jogja yang memuat berita tentang masalah pembangunan bandara baru
di Kulon Progo.
Selain itu peneliti menggunakan sumber data skunder
berupa studi pustaka, yaitu mengumpulkan data-data atau hasil
tulisan-tulisan ilmiah yang sebelumnya sudah pernah dilakukan
mengenai penelitian yang serupa.
F. Jenis Data
Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam mengambil dan
mengumpulkan informasi di lapangan. Sesuai tujuan penelitian untuk
mengetahui latar belakang konflik lahan pertanian dalam pembangunan
Bandara Internasional di Kulon Progo, apa saja faktor-faktornya, dan
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upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam
menyelesaikan konflik tersebut.
G. Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan beberapa cara yang diperoleh secara lisan dan tertulis,
sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti melibatkan
beberapa narasumber seperti dari pihak Pemda Kulon Progo, Badan
Pertanahan Nasional (BPN), PT. Angkasa Pura I, pemerintahan desa,
dan masyarakat terdampak baik itu yang pro bandara ataupun kontra
bandara (WTT). Ketika wawancara dengan masyarakat terdampak
sedikit terkendala dengan masyarakatnya yang tertutup dalam
memberikan informasi, malah kadang kala dalam wawancara ini
peneliti ditolak oleh mereka.
Terlepas dari masyarakat yang tertutup dengan orang asing,
peneliti dalam mendapatkan informan atau narasumber memang sudah
direkomendasikan dari informan atau narasumber sebelumnya, dan
juga dibantu dari perangkat desa setempat.
Adapun alasan dan tujuan peneliti menggunakan teknik
wawancara yaitu berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai oleh
peneliti dalam menjawab latar belakang dan rumusan masalah dalam
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penelitian ini. Selain itu juga peneliti mempertimbangkan kesesuaian
dalam metode penelitian kualitatif yang dirasa cukup pas dan tepat.
2. Observasi (pemeranserta sebagai pengamat)
Dalam hal ini peneliti mencoba mengamati secara langsung
di dalam masayarakat yang dijadikan sebagai subyek penelitian.
Peniliti mengamati proses perkembangan isu yang terjadi dalam
masyarakat, namun demikian tidak berarti peneliti sebagai observer
partisipan yang artinya ikut berpartisipasi atau menjadi anggota dari
kelompok atau masyarakat yang dijadikan subyek penelitian.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun
langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Tidak jarang memang
peneliti dicurigai oleh beberapa warga setempat, misalnya ketika
peneliti berada di lokasi penelitian dan bertemu dengan warga sekitar,
mereka menanyakan kepentingan peneliti di sini untuk apa, dari mana,
dan siapa?.
Adapun peneliti dalam melakukan observai yaitu dengan
mengamati hal-hal yang ada di masyarakat terdampak langsung
pembangunan bandara. Misalnya ketika peneliti melihat dan ikut
menyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh WTT, sebagian
mereka yang ikut dalam demo adalah masyarakat yang usianya sudah
tidak muda lagi, artinya mereka sebagian besar sudah berkeluarga.
Seperti yang diterangkan oleh Moleong, pemeranserta
sebagai pengamat merupakan peranan peneliti sebagai pengamat
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dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi
melakukan fungsi pengamatan, yang artinya tidak melebur dalam arti
yang sesungguhnya sehingga peranan demikian masih membatasi para
subjek menyerahkan dan memberikan informasi yang bersifat
sementara (Moleong, 2013, hal. 177).
Hal di atas oleh peneliti dirasa memang cukup tepat
dikarenakan isu yang berkembang di dalam masyarakat Kulon Progo
begitu sensitif dan sekiranya agak sukar mendapatkan informan yang
benar-benar terbuka.
3. Dokumentasi
Data penelitian diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat
dalam pembangunan bandara di Kulon Progo. Beberapa dokumentasi
diambil dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kulon Progo, P.T Angkasa Pura I, dan beberapa instansi terkait lainya.
selain itu juga hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.
Beberapa dokumentasi yang sudah terkumpul juga
merupakan hasil dari dokumentasi pribadi, yaitu berupa foto dan hasil
rekaman peneliti di lokasi penelitian.
H. Teknik Sampling
Dalam penelitian kualitatif-deskriptif ini peneliti menggunakan
teknik pengambilan sampelyaitu dengan teknik purpose sampling. Tujuan
dari penggunaan teknik purpose sampling adalah supaya mempermudah
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peneliti ketika menentukan, mencari atau memilih informan sehingga
dalam penelitian ini sifatnya adalah mencari dan memperoleh informasi
yang menjawab apa yang menjadi rumusan atau latar belakang penelitian
ini dilakukan.
Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 21 orang dengan
rincian sebagai berikut; 6 warga kontra (2 di antaranya merupakan bukan
warga yang tergabung dalam WTT), 7 warga pro bandara, 5 narasumber
dari pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai Pemda
Kulon Progo, 1 narasumber dari BPN, dan 2 narasumber dari PT.,
Angkasa Pura I.
I. Validitas Data
Hasil penelitian ini selanjutnya oleh peneliti dilakukan dengan uji
validitas data. Adapun peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji
kredibilitas data dengan cara mengecek data atau informasi yang telah
diperoleh dari berbagai sumber, baik itu sumber primer maupun skunder.
Sumber primer ini diperoleh peneliti langsung dari narasumber
yang bersangkutan yaitu dengan wawancara, dan observasi langsung di
lokasi penelitian. Sementara untuk sumber skunder peneliti berhasil
mengumpulkanya dari beberapa sumber yaitu dari media cetak ataupun
online, dan beberapa hasil penelitian sebelumnya.
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J. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan analisis model Miles dan Huberman yaitu analisis data
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman,
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013).
Dalam analisis ini peneliti mengumpulkan data-data dan informasi,
kemudian dianalisis yang meliputi:
1. Data Reduction (reduksi data)
Peneliti melakukan reduksi data dengan cara mencatat dan
melakukan pengkodingan guna menyederhanakan data berupa hasil
observasi dan wawancara yang diperoleh di lokasi penelitian,
sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.
Reduksi data dilalukan apabila data yang diperoleh cukup banyak
sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Biasanya semakin
lama dan banyak informasi dari informan maka semakin komplek
sehingga perlu dianalisis dan dicatat mengenai hal-hal yang pokok
saja. Jadi peneliti merangkum dan memfokuskan apa yang menjadi
fokus utama penelitian ini.
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2. Data Display (penyajian data)
Selanjutnya peneliti menyajikan data-data yang diperoleh di lokasi
penelitian. Penyajian data ini berupa kalimat-kalimat deskriptif
yang menjelaskan bagaimana proses penelitian berlangsung,
bagaimana peneliti memperoleh data, dan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti mengenai konflik lahan dalam
pembangunan bandara baru di Kulon Progo.
3. Conclusion Drawing (verifikasi)
Berikutnya adalah conclusion drawing yaitu penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat
menyimpulkan bahwa konflik lahan dalam pembangunan bandara
baru di Kulon Progo, yang melibatkan konflik antara pemerintah
dengan warga penolak bandara (WTT), disebabkan oleh tidak
setujunya masyarakat kontra (WTT) apabila bandara dibangun di
wilayah meraka dengan alasan mereka akan kehilangan lahan
pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
Selain konflik lahan di atas masalah yang muncul adalah konflik
antara masyarakat itu sendiri yaitu antara masyarakat pro bandara
dengan masyarakat kontra bandara, sehingga terjadi gap-gap di
dalam masyarakat. Setidaknya dari kesimpulan-kesimpulan tadi
rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelum
melakukan penelitian ini, sekiranya sudah terjawab.
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Adapun model interaktif analisis data dalam penelitian ini
ditunjukan pada bagan di bawah ini:









PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. GAMBARAN UMUM LOKASI
1. Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang berada
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bersama
bahwa DIY sebagai tujuan para pariwisatawan lokal maupun
mancanegara menjadikanya sebagai tempat pilihan untuk mengisi
liburan maupun hanya sekedar jalan-jalan. Kulon Progo mepunyai
beberapa tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Adapun
tempat pariwisatanya meliputi pantai, pegunugan, sungai dan masih
banyak lagi.
Secara garis besar letak geografis Kabupaten Kulon
Progosebagai berikut (http://www.kulonprogokab.go.id/2014):
a. Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
b. Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Provinsi DIY.
c. Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
d. Selatan : Samudra Hindia.
Adapun kalau dilihat secara batas topografi adalah sebagai berikut:
a. Barat : 110 derajat Bujur Timur 1’ 37”.
b. Timur : 110 derajat Bujur Timur 16’ 26”.
c. Utara : 7 derajat Lintang Selatan 38’ 42”
d. Selatan: 7 derajat Lintang Selatan 59’ 3”.
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Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi
dengan ketinggian antara 0-1000 mdpl, yang terbagi menjadi 3
wilayah meliputi:
a. Bagian Utara
Bagian ini merupakan dataran tinggi atau perbukitan
menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 mdpl, yang meliputi
Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh.
Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukan sebagai kawasan
budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah
longsor.
b. Bagian Tengah
Pada bagian tengah ini daerahnya hampir sama dengan
bagian utara yaitu berupa perbukitan dengan ketinggian antara 100-
500 mdpl, meliputi kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan
sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 15% tergolong
berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah
dan perbukitan.
c. Bagian Selatan
Bagian selatan ini merupakan dataran rendah dengan
ketinggian antara 0-100 mdpl, yang meliputi Kecamatan Temon,
Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah.
Berdasarkan kemiringan lahan memiliki lereng 0,2% merupakan
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wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan
merupakan kawasan rawan banjir.
Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit
Menoreh dan Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur,
Sungai Bogowonto, dan Sungai Glagah di bagian barat dan tengah.
Keberadaan sungai yang mengalir sepanjang tahun di wilayah
Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga kondisi
permukaan air tanah.
Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung
dengan keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh
kecamatan, menunjukan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan di
wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Secara umum luas wilayah Kabupaten Kulon Progo di
mana Kota Wates sebagai ibu kotanya memiliki luas wilayah
58.627,512 ha (586,28 km2), yang terdiri dari:
a) 12 kecamatan.
b) 87 desa dan 1 kelurahan.
c) 918 pedukuhan.
d) 1.885 rukun warga.
e) 4.469 rukun tetangga.
Luas wilayah yang terdapat Kabupaten Kulon Progo
didukung oleh sarana dan prasarana. Setidaknya ada dua prasarana
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penghubung yang merupakan perlintasan nasional atau yang mampu
menghubungkan antar provinsi yaitu jalan nasional sepanjang 28,57
km, dan jalur kereta api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir
sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau
dengan menggunakan transportasi darat
(http://www.kulonprogokab.go.id/2014).
Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo apabila
dilihat dari proyeksi peta, adalah sebagai berikut:
Gambar 1.3 Peta Kulon Progo, dan lokasi pembangunan bandara
baru di Kecamatan Temon (sumber: di Kantor BPN Kulon Progo
diambil lewat foto pribadi).
Jika dilihat dari hasil proyeksi PT. Angkasa Pura I terlihat
bahwa lokasi pembangunan bandara baru tempatnya berada di
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Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ditunjukan dengan
warna merah, seperti yang terlihat pada gambar 1.1.
2. Deskripsi Kecamatan Temon
Kecamatan Temon merupakan 1 dari 12 kecamatan yang
berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo DIY, yaitu Kecamatan
Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan,
Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, dan Wates. Berikut ini adalah
peta Kecamatan Temon:
Gambar 1.4 Peta Kecamatan Temon (sumber:Kecamatan Temon)
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
tahun 2013 luas wilayah Kecamatan Temon adalah 3.629,890 hektar,
dengan 15 desa yang meliputi:
Tabel 1. Desa-desa yang berada di Kecamatan Temon, Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2010

















































Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Temon
Dalam Angka 2010).
Dari penjelasan sebelumnya mengenai gambaran umum
geografis Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon berada di
bagian sebelah selatan, yanag mana merupakan dataran rendah dengan
ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.
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Kecamatan Temon memiliki tanah yang subur
dibandingkan beberapa kecamatan yang ada di Kulon Progo, tidak
heran apabila masyarakatnya kebanyakan menggantungkan hidupnya
dari sektor pertanian. Adapun lahan pertanianya terdiri atas lahan
basah dan lahan kering. Lahan basah difungsikan sebagai lahan
pertanian dengan komoditas berupa padi, dan perikanan, sedangkan
lahan kering difungsikan sebagai penghasil komoditas berupa sayuran,
palawija, dan buah-buahan.
Adapun kalau dilihat dari peta Kecamatan Temon, lokasi
yang menjadi tempat pembangunan bandara adalah sebagai berikut:
Gambar 1.5 Luasan lahan yang dijadikan bandara di 5 desa








Dari gambar di atas maka bisa kita lihat lokasi atau
pemetaan lahan yang dijadikan lokasi bandara adalah sebagai berikut:
a. Gambar lokasi yang ditunjukan no 1 merupakan lahan PAG.
b. Gambar lokasi yang ditunjukan no 2 adalah Desa Jangkaran
(453.993 m2).
c. Gambar lokasi yang ditunjukan no 3 adalah Desa Sindutan
(551.219 m2).
d. Gambar lokasi yang ditunjukan no 4 adalah Desa Palihan
(1.891.577 m2).
e. Gambar lokasi yang ditunjukan oleh no 5 adalah Desa Glagah
(2.836.389 m2).
f. Gambar lokasi yang ditunjukan oleh no 6 adalah Desa
Kebonrejo (323.705 m2).
Keterangan:
(     ) garis biru = batas desa terdampak.
(     ) garis putus-putus merah = batas/luasan lahan PAG.
Luas lahan masing-masing desa yang terdampak di atas
merupakan luas lahan PAG dan lahan milik masyarakat terdampak
bandara (proyeksi PT. Angkasa Pura I /2015). Dalam proyeksi peta
tersebut ada 5 desa terdampak langsung yaitu Desa Jangkaran,
Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Desa Glagah. Dari 5 desa tersebut
ada dua desa yang terkena dampak paling luas yaitu Desa Palihan dan
Desa Glagah.
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3. Deskripsi Desa Palihan dan Desa Glagah sebagai Lokasi
Penelitian
Sesuai dengan Ijin Penetapan Lokasi (IPL) 3 Maret 2015
mengenai penetapan lokasi pembangunan bandara, yang dikeluarkan
oleh Gubernur DIY, menetapkan bahwa pembangunan bandara baru
di DIY dipilihnya wilayah Kulon Progo tepatnya di Kecamatan
Temon.
Dari beberapa desa di Kecamatan Temon (berdasarkan
tabel 1., hal 50) yang mana mempunyai lima belas desa, ada 5 desa
yang terdampak dari Pembangunan Bandara Internasional di Kulon
Progo yang meliputi; Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, dan
Kebonrejo.
Adapun yang menjadi fokus tempat penelitian oleh peneliti
di sini adalah Desa Palihan dan Glagah. Dengan alasan dua desa ini
yang merupakan wilayahnya paling luas terdampak pembangunan
bandara, dan mengalami gejolak paling tinggi di dalam
masyarakatnya.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari PT., Angkasa Pura I,
luas lahan atau tanah yang terkena dampak pembangunan bandara
ataupun yang dibutuhkan oleh PT., Angkasa Pura I sebagai berikut:
Tabel 2., Lima Desa Terdampak Pembangunan Baru di
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo






Sumber;PT., Angkasa Pura I (15 April 2015).
Secara administrasi antara Desa Glagah dan Palihan letak
keduanya bersebelahan, sehingga dalam proyeksi IPL pembangunan
bandara kedua desa tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak
paling luas dibandingkan dengan Desa Sindutan, Jangkaran, dan
Kebonrejo.
Jika dilihat di peta IPL (ijin penetapan lokasi ) deskripsi
mengenai letak pembangunan bandara di Kecamatan Temon sebagai
berikut:
a) Desa Glagah berada di sebelah barat Desa Palihan.
b) Di sebelah utara Desa Glagah adalah Desa Kebonrejo.
c) Sebelah barat Desa Palihan adalah Desa Sindutan dan
Jangkaran.
Dalam pembangunan bandara ini lahan yang digunakan
sebagian besar adalah lahan pertanian yang meliputi tanah PAG
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(Pakualaman Ground) yang statusnya sebagai hak pakai atau hak
guna, dan lahan milik warga (hak milik) statusnya bersertifikat, dan
beberapa lahan yang statusnya  masih bersertifikat letter C.
Dari lima desa yang terdampak, masyarakatnya sebagian
besar mereka adalah sebagai petani yang menggantungkan hidupnya
dari hasil pertanian. Tanahnya yang subur dan perairanya yang
mencukupi membuat tanahnya produktif, dari mulai bisa ditanami
palawija dan buah-buahan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan
tempat penelitianya yaitu Desa Palihan dan Glagah. Deskripsi desa
yang terdampak (Desa Palihan dan Glagah) sebagai berikut:
a. Profil Desa Palihan
Desa Palihan memiliki luas wilayah 354.7070 m2, dengan
jumlah penduduk pada tahun 2016 ini tercatat 3.049 jiwa. Adapun
luas lahan yang akan dialihfungsikan menjadi bandara baru yaitu
seluas 1.891.577 m2. Batas wilayah Desa Palihan yaitu; sebelah
utara Desa Karangwuluh atau Janten, sebelah selatan Samudra
Hindia, dan sebelah timur Desa Glagah.
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Desa Palihan terdiri dari 9 pedukuhan, dengan jumlah jiwa
sebagai berikut:
Tabel 3., Jumlah Penduduk Desa Palihan
Tahun 2016
Pedukuhan KK JiwaL P Jumlah L P Jumlah
Palihan I 111 24 135 233 238 471
Palihan II 105 34 139 190 245 435
Selong 90 20 110 187 202 389
Kragon I 51 7 58 107 106 213
Kragon II 99 14 113 197 186 383
Munggangan 43 11 54 102 81 183
Ngringgit 71 18 89 168 167 335
Tanggalan 73 18 91 149 161 310
Mlangsen 86 24 109 168 161 161
Jumlah 728 170 898 1501 1547 3048
(Sumber data: Desa Palihan/ 2016)
Dari 9 pedukuhan yang ada di Desa Palihan ada masyarakat
yang tidak terdampak secara langsung, adapun dukuh tidak terkena
dampak pembangunan bandara seperti Dukuh Mlangsen, Palihan I,
dan Palihan II. Sementara dukuh yang terdampak langsung dari
pembangunan bandara yaitu Dukuh Ngringgit (73 KK),
Munggangan (44 KK), Kragon I (17 KK), Kragon II (72 KK),
Tanggalan (39), dan Selong (3 KK), jadi jumlah keseluruhan warga
yang terdampak di Desa Palihan ada sekitar 248 KK (kepala
keluarga).
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Kondisi sosial dan budaya berupa sarana dan prasarana
masyarakat desa Palihan secara umum meliputi:
a) Pendidikan
Pendidikan di desa Palihan meliputi tingkat taman kanak-
kanak atau taman bermain, dan Sekolah Dasar. Setidaknya ada 2
taman kanak-kanak, dan 2 Sekolah Dasar di desa
Palihan.Sementara itu apabila ingin melanjutkan ke jenjang
lebih tinggi lagi, mereka perlu ke wilayah kota wates dan
sekitarnya maupun ke luar kota.
Untuk remaja-remaja dan orang tua di desa Palihan
sekarang ini sudah mulai sadar akan pentingnya sebuah
pendidikan bagi putra-putrinya, hal itu ditunjukan peningkatan
setiap tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
b) Kesehatan
Pelayanan kesehatan masyarakat desa Palihan terdekat
adalah ke Poliklinik, Pos Yandu, dan Puskesmas yang berada di
sekitar desa. Dengan sarana dan prasarana yang terbatas apabila
ada yang sakit kronis maka akan berobat ke rumah sakit yang
lebih memadai untuk sarana dan prasarananya.
c) Kesenian
Bentuk kesenian yang ada di Desa Palihan yaitu ada
Ketoprak atau Wayang Orang, Qosidah atau Sholawatan, Tari
Gambyong, dan tembang Macopat.
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d) Keagamaan
Mayoritas masyarakat beragama Islam, namun juga
beberapa ada yang beragama Kristen. Di Desa Palihan terdapat
8 tempat ibadah; masjid berjumlah 3, mushola ada 3, dan gereja
kristen ada 2. Dalam kehidupan beragama masyarakat setempat
cukup harmonis dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Hal itu
ditunjukan dari jarak antara masjid dan gereja yang jaraknya
tidak terlalu jauh, adapun sikap warga baik yang muslim atau
non muslim ketika ada hajatan atau undangan keagamaan
mereka datang ke acara tersebut. Akan tetapi setelah munculnya
isu pembangunan bandara di Kulon Progo yang mana tokoh dari
salah satu agama tersebut sikapnya pro bandara, hubungan
sosialnya di antara masyarakat menjadi kurang harmonis.
e) Mata Pencaharian
Sebagian besar masyarakat Desa Palihan berprofesi sebagai
petani, baik petani penggarap maupun buruh petani. Sebagian
ada yang bertenak, perikanan, industri kecil atau kerajinan, dan
sektor jasa atau perdagangan.
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Berdasarkan data desa tahun 2006 rincian struktur mata
pencaharian penduduk sebagai berikut:
Tabel 4., Profesi Masyarakat Desa Palihan Tahun 2006


















Sumber data; Desa Palihan 2006
Berdasarkan data dari pemerintah Desa Palihan, jumlah KK
yang terdampak pembangunan baru ada 248 KK. Dengan
rincian jumlah KK yang terdampak bandara dari masing-masing
pedukuhan adalah; Dukuh Ngringgit (73 KK), Munggangan (44
KK), Kragon I (17 KK), Kragon II (72 KK), Tanggalan (39),
dan Selong (3 KK). Yang sebagaian besar mereka adalah
berprofesi atau pekerjaanya sebagai petani.
b. Desa Glagah
Desa Glagah merupakan desa yang langsung bersebelahan
dengan Desa Palihan. Seperti halnya Desa Palihan, desa ini juga
terdampak langsung dari Pembangunan Bandara Internasional di
Kulon Progo. Adapun luas wilayah Desa Glagah adalah 603.94
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hektar, sementara luas wilayah yang terdampak seluas 2.836.389
m2. Dengan jumlah 9 pedukuhan dan jumlah jiwa sebagai berikut:
Tabel 5., Jumlah Penduduk Desa Glagah
Tahun 2013
Pedukuhan KK JiwaL P Jumlah L P Jumlah
Kepek - - - 110 105 215
Bapangan - - - 93 101 194
Sidorejo - - - 124 124 248
Kretek - - - 120 155 275
Macanan - - - 215 205 420
Bepekan - - - 167 177 144
Logede - - - 110 107 217
Sangkretan - - - 140 157 297
Glagah - - - 285 249 534
Jumlah - - - 1364 1380 2744
Sumber data; Desa Glagah 2013
Dari sembilan pedukuhan yang ada di Desa Glagah,
berdasarkan data yang diperoleh dari balai Desa Glagah ada dua
pedukuhan yang memang benar-benar habis direlokasi untuk
pembangunan bandara. Adapun dua pedukuhan tersebut yaitu Dukuh
Kepek dengan jumlah 75 KK, dan Dukuh Bapangan berjumlah 57
KK. Masyarakat di kedua dukuh ini harus merelakan lahan PAG yang
selama ini digarap oleh mereka, dan lahan mereka sendiri yang
meliputi lahan tegalan, serta lahan pekarangan, yang nantinya akan
direlokasi untuk pembangunan bandara.
Selain dari dua pedukuhan yang ada di atas, ada Dukuh
Sidorejo yang juga sebagian masyarakatnya kehilangan rumah, lahan
pertanian, lahan tegalan, dan pekarangan sejumlah 31 KK. Sementara
itu untuk pedukuhan yang lain seperti Dukuh Glagah, Sangkretan,
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Logede, Bebekan, Macanan, dan Kretek tidak terdampak secara
keseluruhan atau masyarakatnya tidak kehilangan seluruhnya. Di Desa
Glagah total warga yang terdampak secara langsung (rumah, lahan
pertanian, tegalan, pekarangan, dan PAG yang digarap mereka selama
ini) berjumlah 163 KK.
Kondisi sosial dan budaya berupa sarana dan prasarana
masyarakat Desa Glagah berdasarkan data desa tahun 2013 secara
umum meliputi:
a) Pendidikan
Desa Glagah memiliki beberapa Sekolah Dasar, setidaknya
ada 3 sekolahan yaitu; SD I Glagah, SD II Glagah, dan SD III
Glagah. Selain itu ada pendidikan untuk anak-anak usia dini
(PAUD) ada dua yaitu; pertama adalah yang dikelola oleh PKK
desa dengan jumlah 24 anak, dan berikutnya adalah PAUD yang
dikelola oleh perseorangan dengan jumlah 20 anak.
Berkaitan dengan SDM kurang lebih 60% penduduk Desa
Glagah berpendidikan SLTP, yang merupakan usia produktif dan
sudah bekerja sebagai petani maupun buruh tani. Sementara
sisanya adalah usianya non produktif.
b) Kesehatan
Terdapat beberapa tempat untuk berobat apabila
masyarakat Desa Glagah ada yang sakit, di antaranya yaitu
Puskesmas Pembantu 1 unit, Pos Yandu dengan jumlah kader
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kesehatan sebanyak 45 kader. Sementara itu untuk warga yang
mendapat Jamkesmas, Jamkesos, dan Jamkesda ada 230 KK.
c) Kesenian
Tidak jauh berbeda dengan Desa Palihan, pada masyarakat
Desa Glagah juga memiliki jenis kesenian yang hampir sama.
Kesenian yang ada di Desa Glagah yaitu ada ketoprak atau
wayang orang, qosidah atau sholawatan, tari gambyong, dan
tembang macopat.
d) Keagamaan
Masyarakat Desa Glagah mayoritas beragama Islam,
namun ada juga beberapa yang tidak beragama Islam. Kehidupan
dalam beragama seperti halnya Desa Palihan yang secara
langsung berdekatan tidak jauh berbeda. Mereka menjunjung
tinggi sikap toleransi sehingga terjalinya harmonisasi di antara
mereka. Adapun tempat peribadatanya yaitu: ada 3 masjid, 10
buah mushola, dan 1 buah gereja jawa.
e) Mata Pencaharian
Tidak jauh berbeda untuk mata pencaharian masyarakat
Desa Palihan, mayoritas mereka menggantungkan hidupnya pada
sektor pertanian.
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Mata pencaharian masyarakat Desa Glagah seperti yang
bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6., Profesi Masyarakat Desa Glagah


















Seumber Desa Glagah 2013
4. Wahana Tri Tunggal (WTT)
Masyarakat yang menolak pembangunan bandara
internasional tergabung dalam paguyuban yang diberi nama dengan
Wahana Tri Tunggal (WTT). Kelompok WTT merupakan suatu
paguyuban masyarakat yang terdiri dari enam desa yaitu Desa Glagah,
Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon.
Mayoritas keanggotaan WTT terdiri dari petani, baik pemilik lahan,
petani penggarap, maupun buruh tani.
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Adapun pemetaan terkait pihak-pihak yang pro bandara
atau kontra bandara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dan data dari PT. Angkasa Pura adalah sebagai berikut:
Tabel 7., Pihak-pihak yang terlibat dalam pembagunan bandara
baru di Kulon Progo
No Pihak yang terlibat Keterangan
1 Masyarakat terdampak
a. Masyarakat kontra
b. Masyarakat pro bersyarat
a. Masyarakat kontra (WTT)
ataupun yang tidak tergabung
WTT, mereka yang menolak
pembangunan bandara karena
mereka akan kehilangan lahan
pertanian sebagai sumber mata
pencaharian, tempat bercocok
tanam, kehilangan pekerjaan (
pemilik sekaligus penggarap
lahan dan buruh tani).
Kehilangan tempat tinggal,
merasa sudah nyaman dengan
tempat tinggal sekarang ini.






mereka ajukan kepada Pemda
Kulon Progo dan PT. AP I
selaku pemrakarsa bandara.
Adapun persyaratan yang
mereka ajukan yaitu: ganti
rugi dan kompensasi lahan








pembangunan bandara baru di
Kulon Progo.





baru di Kulon Progo.
4 PT. Angkasa Pura I Selaku pihak pemrakarsa
pembangunan bandara, yang
bertugas; 1. Menyediakan
lahan untuk bandara baru di
KP; 2. Menyusun rancangan
teknik terinci bandara udara;
3.  Menyusun AMDAL; 4.
Mengusulkan ijin penetapan
lokasi bandara paling lambat 4
tahun; 5. Melakukan ganti rugi
5 Menteri Perhubungan a. Selaku pihak yang membuat
dan mengeluarkan surat
keputusan, No KP 1164 Tahun
2013 tentang Penetapan









1164 Tahun 2013 tentang
Penetapan Lokasi Bandar
Udara Baru di Kabupaten





Bandar Udara Baru di
Kabupaten Kulon Progo.
66
6 Badan Pertanahan Nasional
Kulon Progo (BPN)





7 Tim Appraisal (penilaian/
assessment)
Tim Appraisal dalam hal ini
yaitu pihak yang melakukan
penilaian terhadap suatu
objek. Tim ini sifatnya
independen. Tim Appraisal ini
di bawah menteri keuangan.
8 LSM/ Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Kulon Progo
Lembaga yang membantu
masyarakat yang kontra
bandara dalam ranah hukum.
(sumber: PT. Angkasa Pura I dan hasil observasi di lapangan,
2015/2016)
Dari tabel di atas bisa dilihat pihak-pihak yang terlibat
dalam permasalahan pembangunan bandara, mulai dari pemerintahan
pusat dalam hal ini menteri perhubungan, kemudian Pemerintah
Provinsi DIY, sampai pemerintah daerah Kulon Progo selaku
pemangku kebijakan dalam menetapkan dan membuat kebijakan
pembangunan bandara baru di Kulon Progo.Sementara itu PT
Angkasa Pura I selaku pemrakarsa dan pelaksana dalam proses
pembangunan bandara baru di Kulon Progo mengajukan lead out
berupa konsep, lahan untuk bandara, dan juga berkaitan dengan
AMDAL baik sebelum dan sesudah bandara dibangun. Instansi terkait
lainya yaitu Badan Peratanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon
Progo selaku pihak yang berperan dan bertugas melakukan pendataan,
pengukuran, dan inventarisasi lahan milik masyarakat yang
terdampak.
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Kemudian instansi atau pihak terkait lainya yaitu tim
Appraisal yaitu suatu tim yang bertugas dalam proses pekerjaan atau
kegiatan seseorang penilai dalam memberikan estimasi atau opini atas
nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud
yang berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan
relevan dengan menggunakan metode, parameter, dan prinsip-prinsip
yang berlaku (http//:www.kjpp-akr.co.id. diakses pada 19 juni 2016).
Dalam masalah pembangunan bandara di Kulon Progo tim Appraisal
ini bertugas menilai lahan milik masyarakat Kulon Progo yang
terdampak pembangunan bandara baru tersebut. Namun proses
penilaian tersebut tidak berjalan lancar karena mendapat halangan dari
masyarakat yang kontra (WTT).
Wahana Tri Tunggal (WTT) ini dibentuk pada tanggal 9
September 2012. Waktu itu yang membentuk WTT adalah beberapa
warga yang menolak pembangunan bandara seperti Pak Hermanto,
dan Pak Sumartono yang sekarang menjadi ketuanya.
Kelompok yang mengatasnamakan paguyuban Wahana Tri
Tunggal ini adalah mereka yang menolak pembangunan bandara
apapun alasanya. Masyarakat yang ikut WTT ini pada dasarnya
mereka sadar akan pentingnya suatu wadah yang mewadahi aspirasi
mereka dalam melakukan penolakan pemabangunan bandara di
tempat mereka. Selain itu mereka ikut WTT juga karena memang
mereka merasa senasib sepenanggungan sebagai petani. Pada
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kenyataanya bahwa mereka menolak bandara karena lahan yang
selama ini sebagai sumber mata pencaharian mereka akan beralih
fungsi menjadi bandara. Sehingga mereka menolak pembangunan
bandara. Meskipun pada akhirnya sampai Ijin Penetapan Lokasi (IPL)
turun, setelah di PTUN Wates mereka berhasil memenangkan gugatan
bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo tidak sesuai (RTRW),
namun setelah diajukan kembali ke tingkat MA akhirnya Ijin
Penetapan Lokasi yang diajukan oleh Gubernur akhirnya keluar pada
tanggal 3 Maret 2015, dan tahap-tahap pembangunan bandara terus
berlanjut sampai saat ini. Merekapun yang tergabung dalam
paguyuban WTT tidak bisa berbuat banyak. Meskipun mereka tetap
menggugat dan menolak pembangunan bandara di Kecamatan Temon,
Kabupaten Kulon Progo.
5. Data Informan
Ada beberapa yang dijadikan sebagai narasumber atau
informan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang
diperlukan, di antaranya:
a. Sumartono (Ketua Wahana Tri Tunggal)
Pak Sumartono atau yang biasa disapa dengan Kelik
Martono (47), merupakan selaku ketua Wahana Tri Tunggal, dari
Desa Palihan, Dukuh Kragon II. Luas lahan yang dimiliki 715 m2.
Wawancara dilakukan di rumahnya, Beliau mata pencaharianya
sebagai petani. Beliau menjadi ketua WTT kurang lebih sudah 3
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tahun atau semenjak bergejolaknya isu pembangunan bandara,
yang sebelumnya ketuanya adalah Pak Suprihatmo. Pak Martono
sebagai ketua WTT mewakili rekan-rekanya berperan sebagai
penampung aspirasi dan sebagai sarana penjemabatani dengan
pemerintah. Selain itu Pak Martono bertindak berdasarkan apa
kemauan dan keinginan dari masyarakat yang kontra (WTT).
b. Agus Widodo (warga kontra/WTT)
Informan berikutnya adalah mas Agus (30) pekerjaan
petani, alamat Palihan, Kragon II. Mas Agus memiliki luas lahan
1999 m2 (hak milik dan tanah PAG), yang meliputi lahan sawah,
tegalan, dan pekarangan yang terkena dampak dari pembangunan
bandara. Wawancara dilakukan di balai Desa Palihan ketika mas
Agus dan rekan-rekanya yang tergabung dalam WTT sedang
mengadakan demo atau tuntutan kepada kelapa Desa Palihan.
c. Fajar Ahmadi (warga kontra/WTT)
Pak Fajar Ahmadi (43), biasa dipanggil dengan Fajar
adalah masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal, dan
peran beliau sebagai Pelaksana Lapangan (PAL). Berprofesi
sebagai petani. Dalam pembangunan bandara ini pak Fajar terkena
dampak langsung adapun yang terkena dampaknya adalah lahan
pertanian, pekarangan, dan rumah (atas nama Hermanto). Adapun
luas lahan secara keseluruhan  2207 m2, dan lahan PAG yang
digarap seluas 1944 m2. Pak Fajar Ahmadi menolak tanpa syarat
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apapun alasanya, terhadap pembangunan bandara di desanya. Salah
satu yang menjadi alasan utamanya adalah karena beliau
menggantungkan kehidupanya dari hasil pertanian. Adapun
wawancara ini dilakukan di halaman pekarangan, belakang rumah
ketika beliau sedang membuat geribik (pagar dari bambu) untuk
tanaman cabai.
d. Hermanto (warga kontra/ WTT)
Pak Hermanto (53) Kragon II Palihan, sering di sapa
dengan pak Her merupakan kakak dari Fajar Ahmadi. Beliau
berprofesi sebagai guru, selain itu juga petani sebagai sampingan.
Luas lahan yang dimiliki adalah seluas 2906 m2. Pak Hermanto
menolak pembangunan bandara dengan alasan apapun, dan tidak
setuju kalau pembangunan bandara ini dilakukan. Wawancara
dengan pak Hermanto ini dilakukan di rumahnya.
e. Yuyun Krisna W. (warga Kontra)
Informan berikut ini adalah warga yang kontra namun tidak
ikut dalam paguyuban WTT, beliau berprofesi sebagai petani dan
juga sebagai kepala dusun Munggangan, Desa Palihan. Sering
disapa dengan pak Yuyun (33). Luas lahan yang terdampak seluas
1350 m2 (PAG), adapun rumah juga ikut terdampak. Wawancara
dengan pak Yuyun ini, dilakukan di rumah beliau.
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f. Yadi (warga kontra)
Pak Yadi (53), profesi petani, salah satu warga yang
keberatan dengan pembangunan bandara ini, namun dia tidak ikut
pada kelompok yang kontra (WTT). Penolakanya dilakukanya
selama ini lebih dalam bentuk kurang peduli dengan apa yang
sedang perkembang dalam pembangunan bandara ini. Ketika
dilakukan pengkuran dia lebih memilih diam. Alasan kenapa
menolak karena tidak ingin lahan dan rumahnya direlokasi, dan
juga kehilangan mata pencaharianya sebagai petani, karena setahu
dia lahan yang akan dibangun bandara adalah lahan kosong bukan
milik warga. Meskipun begitu dia lebih tertutup dalam memberikan
informasi ke peneliti, sehingga data yang diperoleh peneliti sangat
terbatas
Sayangnya untuk luas tanah beliau tidak menyampaikan
berapa luas tanah yang dimiiki.
g. Sarjono (Pro)
Pak Sarjono (39) warga Desa Glagah, dengan dua anak,
keseharianya berjualan mie ayam, di dekat balai Desa Glagah.
Dulunya berprofesi sebagai petani namun, karena dirasa kurang
menguntungkan akhirnya beliau mencoba usaha membuka warung
mie ayam. Adapun lahan pertanian yang dimiliki ±950 m2. Untuk
sekarang ini sementara lahanya hanya ditanami beberapa pohon
cabai tidak banyak. Lahan tersebut ikut terdampak pembangunan
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bandara. Wawancara dengan pak Sarjono dilakukan di warung
makanya.
h. Suroto (Pro)
Pak Suroto (56) warga dari Dukuh Ngringgit, RT. 25, RW.
2, Desa Palihan, beliau berprofesi sebagai petani. Beliau ini
mengaku bahwa dengan pembangunan bandara ini mau tidak mau
karena sudah menjadi kebijakan pemerintah maka harus ditaati.
Sehingga hal tersebut membuatnya terpaksa menerimanya, adapun
lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber pengahsilan utama
dengan luas sekitar 2 hektar akan habis terkena dampak
pembangunan bandara. Adapun wawancara ini dilakukan di rumah
beliau.
i. Ngatinah (Pro)
Bu Ngatinah (50), dari Dukuh Munggangan, Desa Palihan,
berprofesi sebagai petani, yang memiliki lahan luas 597 m2. Bu
Ngatinah mendukung pembangunan bandara ini dengan harapan,
masa depan atau setelah dibangunya bandara keluarganya dapat
bekerja di bandara tersebut serta terjaminya kelangsungan
hidupnya. Meskipun sebenarnya beliau menolak pembangunan itu,
namun apa boleh buat karena sudah menjadi kebijakan pemerintah
mau tidak mau harus taat pada aturan yang ada. Peneliti melakukan
wawancara dengan bu Ngatinah dilakukan di rumahnya.
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j. Bandoko (Pro)
Pak Bandoko (39), profesi petani, dari dukuh Tanggalan,
Palihan, Temon. Adapun luas lahan yang di miliki yaitu 1959 m2.
Informan berikutnya ini merupakan masyarakat yang pro terhadap
pembangunan bandara. Dalam hal ini pak Bandoko selaku
mayarakat yang terdampak langsung, menyebutkan bahwa dirinya
pro dengan syarat, adapun syarat yang diajukan yaitu berkaitan
dengan ketenagakerjaan atau lapangan pekerjaan, kompensasi atau
ganti rugi untuk lahanya, dan terakhir yaitu relokasi gratis.
k. Nanang (Pro)
Informan berikutnya yang juga pro bersyarat adalah pak
Nanang (33) berprofesi sebagai petani dan peternak, dari Ngringgit,
Palihan, Temon. Lahan yang ia miliki seluas 5.594 m2 (status tanah
sewa/ PAG) sebagai tempat kandang ayam, sementara tanah yang
lainya atas nama itrinya. Seperti halnya pak Bandoko, permintaan
yang diinginkan mulai dari ganti rugi atau kompensasi, lapangan
pekerjaan, dan relokasi gratis. Meskipun dia mengaku pada
dasarnya dia menolak, namun karena pembangunan bandara ini
merupakan program pemerintah makan dia harus patuh dan
menerimanya, dengan persyaratan itu tadi.
l. Nartiwi (Pro)
Bu Nartiwi (40), dari Ngringgit, Palihan, Temon, beliau ini
berporfesi sebagai patani. Sebagai masyarakat yang terdampak,
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beliau mengaku bahwa untuk alasan kenapa dia menerima
pembangunan bandara ini karena ini merupakan kebijakan dari
pemerintah. Dengan harapan pembagunan bandara ini lebih
membawa kesejahteraan pada masyarakat sekitar, dan
menyediakan lapangan pekerjaan. Meskipun memang dia mengaku
kurang setuju, karena merasa sudah nyaman selama ini untuk
kebutuhan sehari-hari sudah dapat tercukupi meskipun hanya
sebagai petani.
Terlepas dari alasan bu Nartiwi menerima pembangunan
bandara, dia mengaku kawatir dan masih bingung apabila lahan
yang di milikinya besok dijadikan bandara, karena selama ini
beliau mengaku menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.
m. Sugeng (Pro bandara)
Informan berikutnya adalah pak Sugeng (33) dari Kretek,
Glagah, Temon. Beliau mengaku bahwa di wilayah yang kena
pembangunan bandara tidak memiliki lahan, namun lahanya adalah
hak milik istrinya dan terdampak. Karena dia mengaku di Desa
Glagah ini beliauhanya menumpang pada istrinya. Beliau
berprofesi sebagai penjaga toko besi dan driver toko itu, beliau
awalnya memang mengaku menolak pembangunan bandara namun
karena merasa ada pihak-pihak yang mengintimidasi beliau
sekarang lebih memilih diam tidak mau ambil pusing dan ikut
mendukung pembangunan bandara ini.
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n. Agus Bintoro (Pemerintah Desa Palihan)
Pak Agus Bintoro (50), selaku pemerintahan desa Palihan,
di bagian Kasi Pembangunan. Beliau tidak terdampak langsung.
Apa yang dijelaskan beliau ketika berbincang-bincang di balai
desa, bahwa dalam pembangunan bandara ini terjadi gejolak dan
adanya pro dan kontra di masyarakat. Adapun yang kontra
sebenarnya hanya beberapa warga yang memang dia hanya menjadi
buruh tani atau penggarap, dan ada yang memiliki lahan namun
tidak begitu luas. Adapun yang pro sebagaian besar mereka adalah
yang mempunyai lahan, dan beberapa lahanya cukup luas.
o. Ngatijan (Pemerintah Desa Palihan)
Pak Ngatijan (53), selaku pemerintahan desa Palihan, di
bagian Kasi Pemerintahan. Beliau tidak terdampak langsung. Apa
yang dijelaskan beliau ketika berbincang-bincang di balai desa
hampir sama seperti yang dijelaskan oleh pak Agus Bintoro, bahwa
dalam pembangunan bandara ini terjadi gejolak dan adanya pro dan
kontra di masyarakat. Adapun yang kontra sebenarnya hanya
beberapa warga yang memang beliau hanya menjadi buruh tani
atau penggarap, dan ada yang memiliki lahan namun tidak begitu
luas. Adapun yang pro sebagaian besar mereka adalah yang
mempunyai lahan cukup luas.
Menurut beliau dari pemerintah dalam menyelesaikan
konflik yang terjadi antar masyarakat pro dan kontra, sudah
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dilakukan upaya-upaya penyelesaian konflik di antaranya
mengundang mereka untuk berdiskusi, melakukan mediasi, dan
mengadakan kerjabakti. Akan tetapi upaya-upaya tersebut dirasa
kurang efektif dan belum dapat menyelesaikan masalah yang ada.
p. Agus Parmono (Kepala Desa Glagah)
Pak Agus Parnomo (49), selaku Kepala Desa Glagah yang
tentunya ikut mendukung program pembangunan bandara baru di
Kulon Progo, seperti saat ditemui di kantornya beliau
mengungkapkan bahwa apa yang menjadi program pemerintah
sudah semestinya kita ikuti dan patuhi, apalagi hal yang
menyangkut kepentingan umum.
q. Djaka Prasetya, S.H (Camat Temon)
Informan berikut ini adalah Camat Temon bapak Djaka
Prasetya, dalam keterangan beliau menjelaskan latar belakang
pembangunan bandara di Kecamatan Temon dan masalah yang
dihadapi. Untuk masalah yang muncul adalah terjadinya penolakan
oleh sebagian masyarakat yang kontra dengan pembangunan
bandara ini. Selaku bagian dari pemerintahan tentunya beliau
mendukung apa yang menjadi kebaikan atau dengan tujuan untuk
kepentingan umum.
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r. Yusuf Bambang S. (Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kulon
Prrogo)
Pak Yusuf Bambang S. (56), merupakan selaku Kepala
Seksi HakTanah dan Pendaftaran BPN Kulon Progo yang menjadi
salah satu satgas dalam proses identifikasi, verifikasi, dan
pembebasan lahan terdampak pembangunan bandara.
s. Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (Sekretaris Daerah Kab. Kulon
Progo)
Pak Astungkoro (54) merupakan perwakilan dari Pemda
Kulon Progo yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten
Kulon Progo. Seperti yang ditemui di ruang kantornya, beliau
menjelaskan bahwa pembagunan bandara ini dilatar belakangi oleh
Bandara Adi Sutjipto yang tidak cukup dalam menampung
penumpang yang sedemikan banyaknya, terlebih lagi Bandara Adi
Sutjipto merupakan milik TNI AU yang seharusnya bukan untuk
dikomersilkan, dan juga pertimbangan lain kenapa pembangunan
bandara di Kulon Progo tentunya untuk meningkatkan pendapatan
daerah Kulon Progo, dan yang terpenting adalah kesejahteraan
masyarakat Kulon Progo. Selain itu juga untuk menarik
pengunjung ke tempat pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
t. Milda (PT. Angkasa Pura I)
Bu Milda (56), menjabat sebagai Legal & General Affair
Departement Head, beliau merupkan yang mewakili pihak PT.,
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Angkasa Pura I dalam memberikan informasi kepada peneliti.
Beliau menjelaskan mengenai latar belakang pembangunan bandara
baru di Kulon Progo, dan menjelaskan kenapa pemilihan lokasi
pembangunan bandara baru ditempatkan di Kabupaten Kulon
Progo tepatnya di Kecamatan Temon.
u. Suji Astono (PT. Angkasa Pura I)
Narasumber berikut ini tidak banyak memberikan informasi
terkait pembangunan bandara baru di Kulon Progo, pak Suji
Astono ini sekedar memberikan tanggapan dan tambahan sedikit
ketika sedang melakukan wawancara dengan Bu Milda di kantor
PT., Angkasa Pura I, yang beralamat di Jl. Raya Solo Km.
9,Yogyakarta.
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Latar Belakang Pembangunan BandaraBaru di Kulon Progo
Pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo lebih tepatnya
diKecamatan Temon merupakan hasil pengkajian pemilihan tempat
sebelumnya, yang kemudian pilihan jatuh di Kulon Progo. Pengkajian
tersebut berkaitan dengan kelayakan lokasi penerbangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Milda selaku Legal &
General Affair Departement Head di PT Angkasa Pura I, saat ditemui
di kantornya menjelaskan untuk pemilihan lokasi bandara baru
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setidaknya ada 7 lokasi yang dijadikan pilihan tempat pembangungan
bandara baru, di antaranya yaitu:
a. Adisutjipto Airport (Sleman, sifatnya pengembangan)
b. Selomartani (Sleman)
c. Gading Airport (Gunung Kidul)
d. Gadingharjo (Bantul)
e. Bugel (Kulon Progo)
f. Temon (Kulon Progo)
g. Bulak Kayangan (Kulon Progo)
Dari ketujuh lokasi di atas lokasi yang prospektif dan memenuhi
beberapa persyaratan, akhirnya pembangunan bandara baru ditetapkan
di Kecamatan Temon, Kulon Progo.
Ada beberapa alasan kenapa perlunya pembangunan
BandaraInternasional baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Angkaa
Pura I 2015), yaitu:
 Kapasitas terminal Bandara Adisutjipto tidak mampu lagi
menampung pesawat yang take off and landing. Adapun daya
tampung Bandara Adisutjipto adalah 1,2 s.d 1,5 juta,
sedangkan jumlah per 2014 sudah mencapai 6,2 juta
penampung.
 Kapasitas area parkir pesawat (apron) hanya menampung 7+1
(apron baru).
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 Kapasitas landas pacu tidak mampu menampung pesawat
berbadan lebar.
 Bandara Adisutjipto merupakan civil enclave milik TNI AU.
 Perlu adanya bandara baru yang representatif agar mampu
memenuhi kebutuhan penumpang dan mampu mendorong
pertumbuhan wilayah sekitar.
 Pengembangan di bandara lama, Adisutjipto tidak mungkin
dilakukan lagi mengingat lahan yang terbatas.
Dari beberapa penjelasan di atas kalau dilihat kebutuhan akan
transportasi udara yang baru di Yogyakarta memang dirasa perlu.
Mengingat Yogyakarta sebagai destinasi para wisatawan baik
mancanegara maupun lokal, memerlukan jasa transportasi yang efektif,
efisiensi, dan nyaman. Transportasi udara menjadi pilihan para
pelancong dalam berpergian antar negara dan antar kota. Selain itu
pembangunan bandara baru juga untukmemenuhi kebutuhan jasa
penerbangan baik domestik maupun non-dosmetik, mengingat akan
kebutuhan konsumen yang setiap tahun mengalami peningkatan.
Di sisi lain Bandara Adisutjipto adalah milik Pangkalan TNI AU
yang sebenaranya bukan untuk komersil, sehingga tidak jarang ketika
TNI AU mengadakan latihan pesawat penerbangan domestik terganggu
sehingga adanya delay atau penundaan baik ketika pesawat mau turun
maupun terbang.
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Akan tetapi pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon,
Kulon Progo menemui hambatan, sehingga yang rencananya
pembangunan bandara akan dimulai awal tahun 2016 akhirnya belum
juga dapat direalisasikan. Hambatan sosial menjadi faktor utama, yaitu
adanya masyarakat yang menolak pembangunan bandara di Kulon
Progo ini.
Penolakan pembangunan bandara dilakukan oleh mereka yang
benar-benar menolak adanya bandara yaitu kelompok Wahana Tri
Tunggal (WTT), dan masyarakat yang mendukung (pro) namun dengan
mengajukan beberapa persyaratan yang mereka ajukan. Di antara syarat
yang harus dipenuhi yaitu masalah ketenagakerjaan, ganti rugi lahan
milik masyarakat, kompensasi Pakualaman Ground, dan relokasi gratis.
Namun dari tiga syarat yang diajukan oleh masyarakat yang pro
bersyarat, ada satu yang belum bisa disepakati dari pihak PT. Angkasa
Pura I yaitu mengenai relokasi gratis. Seperti yang dijelaskan oleh
Bapak Suji Astono (50) selaku yang bertugas di Angkasa Pura I:
“Sejauh ini sebagian besar dari masyarakat terdampak
menerima pembangunan bandara. Masyarakat yang pro
meminta ganti rugi berupa kompensasi tanah PAG, mengenai
ketenagakerjaan, dan relokasi gratis. Namun untuk relokasi
gratis ini dari kami perlu adanya pengkajian ulang, apakah
hal itu sesuai prosedur yang ada dalam hal ini UU No. 2
Tahun 2012 tentang Agraria. Hal itu masih dikaji di tingkat
kasasi” (24/02/2016).
Untuk masalah relokasi gratis memang belum diatur atau
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan No. 2 tahun 2012,
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tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Dalam UU tersebut pada pasal 36 hanya disebutkan pemberian
ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk: (a) uang; (b) tanah
pengganti; (c) permukiman kembali; (d) kepemilikan saham atau; (e)
bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam
masalah pembangunan bandara di Kulon Progo perlu adanya kesiapan
yang benar-benar baik dari pemrakarsa bandara dalam hal ini PT.,
Angkasa Pura I, Pemerintah Daerah Kulon Progo, pemerintah pusat,
dan terlebih lagi adalah masyarakat yang terdampak langsung dengan
adanya pembangunan bandara tersebut. Ketika memang dari pemerintah
atau pihak yang bersangkutan (pemrakarsa bandara) sudah siap secara
materi dan non materi, misalnya dalam hal ganti rugi dan sebagianya
juga perlu diingat apakah masyarakat sudah siap untuk menerima
pembangunan bandara itu. Tentunya perlu adanya pengkajian atau studi
mengenai dampak sosial dan analisis dampak lingkungan yang nantinya
bisa menjadi pedoman dalam melakukan suatu pembangunan.
2. Konflik Lahan dalam Pembanguanan Bandara di Kulon Progo
Awal mula ada rencana pembangunan bandara di Kulon Progo
sebenarnya sudah ada isunya ketika pemerintahan bupati periode
sebelumnya yaitu pada saat Pak Hasto menjabat sebagai Bupati Kulon
Progo. Pada penghujung 2011 mulai muncul isu akan dibangunya
bandara baru di Kulon Progo. Pada tahun 2012 isu pembangunan
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bandara di Kulon Progo semakin santer terdemgar, dan mulai
menimbulkan pertentangan di masyarakat (pro dan kontra). Setidaknya
5 tahun belakangan ini masyarakat Kulon Progo di Kecamatan Temon
kabupaten Kulon Progo mengalami pergolakan, karena disebabkan oleh
adanya pembangunan bandara baru di Kulon Progo, yang nantinya akan
menggantikan bandara lama yaitu Bandara Adisutjipto sebagai bandara
komersil. Sedikitnya ada lima desa yang terdampak pemabangunan
bandara di Kulon Progo yaitu Desa Palihan, Glagah, Sindutan,
Kebonrejo, dan Desa Jangkaran. Dari lima desa itu ada dua desa yang
memang terkena dampak paling luas yaitu Desa Palihan dan Glagah.
Berikut ini adalah kronologis terjadinya konflik yang terjadi
antara pemerintah dengan masyarakat terdampak pembangunan
bandara:








1 2011-2012 Adanya kabar rencana pembangunan bandara
yang dinyatakan oleh bapak Hasto Wardoyo
yang sering disapa dengan pak Toyo, selaku
Bupati Kulon Progo saat itu.






Warga menemui Bupati Kulon Progo
menanyakan pembangunan bandara, setelah ada
isu atau kabar di media massa dan menjadi
perbincangan warga setiap hari, dan membuat





pada 7 Juni 2016, pukul 22.57WIB)oleh Hary
Susmayanty.








Pemblokiran jalan oleh WTT dilakukan saat
diadakanya sosialisasi terkait pembangunan
bandara di Balai Desa Glagah, Temon Kulon
Progo.
(sumber://http.www.krjogja.com/23/8/2014,
diakses pada 7 Juni 2016, pukul 23.53 WIB)





Gugatan terhadap IPL Gubernur oleh WTT
selaku penolak bandara dikabulkan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
Sehingga SK Gubernur no
68/KEP/2015diminta kepada Pemda DIY untuk
mencabutnya.
(sumber: http://www.krjogja.com/23/06/2015,
diakses pada 7 Juni 2016, pukul 23.29 WIB)
5 a. Selasa, 29
Juni 2015
MA mengabulkan kasasi IPL Bandara Kulon
Progo yang sebelumnya digugat oleh WTT dan
dalam putusan hakim PTUN mereka menang.
Dengan terkabulnya kasasi ILP oleh MA, maka




pada 7 Juni 2016, pukul 23.28 WIB)






Sarijo dan beberapa orang lainya yang ikut
WTT ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
penyegelan balai Desa Glagah yang dilakukanya
pada tanggal 13 September 2014. Tersangka
dijerat dengan pasal 170 dan 405 tentang
kekerasan terhadap orang ataupun barang.








Aksi demonstrasi oleh masyarakat kontra
bandara WTT, yang dilakukan di kantor balai
desa Palihan. Adapun aksi tersebut memprotes
pemerintah desa yang dinilai melakukan
sabotase dan kesalahan dalam pendataan dan
inventarisasi tanah mereka.









Pengukuran lahan milik masyarakat kontra
bandara (WTT) tetap dilakukan oleh petugas,
meskipun tidak mendapat izin dari pemiliknya.
Sehingga ada semacam intimidasi atau oknum
dalam yang memberi tahu luasan lahan beserta
objek di atasnya.
(sumber: hasil wawancara 24 Januari 2016,
dengan Pak Fajar).








Terjadi penghadangan oleh masyarakat yang
kontra bandara (WTT) terhadapa petugas (BPN,
Polisi, AP I) pada saat dilakukanya pemasangan
patok atau titik koordinat bandara. Sehingga
terjadi aksi saling dorong antara masyarakat
dengan petugas.
(sumber:hasil observasi langsung di lokasi
kejadian)










Aksi unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat pro
bandara yang menuntut pemerintah Kulon Progo
untuk memberikan atau menyetujui beberapa
permintaan masyarakat yang pro yaitu relokasi
gratis, ganti rugi dan kompensasi lahan PAG,
dan masalah ketenagakerjaan.
(sumber; hasil observasi dan wawancara
langsung di lokasi penelitian).
Pada tahun 2015 sebagai tahapan realisasi pembangunan bandara
baru di Kulon Progo maka dikeluarkanya IPL (ijin penetapan lokasi)
dari Gubernur yang tertanda No.68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015.
Dengan dikeluarkanya atau diterbitkanya IPL tersebut maka untuk
semua transaksi jual beli tanah di Kulon Progo terkhusus wilayah yang
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nantinya terkena dampak pembangunan bandara ini maka distop tidak
boleh lagi adanya transaksi jual beli tanah, kecuali hal tersebut
mendapat ijin terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan atau pihak
pemrakarsa bandara.
“Pembangunan bandara ini setelah Ijin Penetapan
Lokasi (IPL) keluar ketika bulan Maret tahun 2012, jadi
semua transaksi jual beli tanah di wilayah bandara tidak
boleh lagi. Kecuali transaksi jual tanah kepada Angkasa
Pura I, jadi nilai atau harga tanah dinilia pada saat
transaksi sebelum IPL keluar” (Yusuf Bambang S. (56)
BPN).
Meskipun demikian dengan keluarnya IPL dari Gubernur di atas
tidak menjadikan masyarakat yang kontra atau yang menolak
pembangunan bandara kemudian menjadi pro atau setuju, namun
mereka tetap melakukan penolakan terutama ketika akan dilakukanya
pengukuran dan pendataan tanah oleh satgas Satgas A dan B atau dalam
hal ini dari pihak BPN.
Pada tanggal 16 Februari 2016 ketika akan dilakukan pematokan
mendapat hadangan dari masyarakat yang kontra (WTT), sehingga aksi
saling dorong antar petugas (Polisi, BPN) dengan masyarakat kontra
(WTT) tidak dapat dihindarkan. Dari kejadian tersebut beberapa
tanaman warga mengalami kerusakan, beberapa warga danpetugas ada
yang terluka akibat adanya kontak fisik.Untungnya kontak fisik pada
kejadian tersebut tidak begitu parah, masih dalam batasan yang normal
dan masih terkendali. Pada peristiwa tersebut peneliti kebetulan melihat






3. Pemetaan Konflik Pembangunan Bandara di Kulon Progo dan Alat
Bantu Analisis Konflik
Konflik lahan dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo
melibatkan beberapa pihak di antaranya yaitu masyarakat pro bandara
dengan masyarakat kontra bandara, pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, BPN, dan PT. Angkasa Pura I.
Jika dibuat pemetaan konflik di atas, maka bisa dilihat seperti
pada gambar berikut ini:




= Konflik vertikal = Kerja sama
= Konflik horizontal = Kebijakan (tanda panah naik)
= Konflik tidak langsung = Dampak (tanda panah turun)
= Kerja sama langsung = LSM/LBH









Dari gambar di atas tadi kita bisa melihat bahwa pihak-pihak yang
terlibat konflik adalah pemerintah dengan masyarakat, masyarakat yang
pro dengan masyarakat kontra bandara. Adapun konflik itu
dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pembangunan bandara di
Kecamatan Temon, Kulon Progo, yang mana akan berdampak pada
beralihfungsinya lahan pertanian.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu analisis
konflik dengan analis analogy bawang bombay. Analisis menggunakan
analogy bawang bombay ini menggambarkan bahwa lapisan terluar
merupakan posisi-posisi kita baik itu secara individu atau kelompok
yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Sementara untuk
lapisan kedua adalah kepentingan individu atau kelompok, dan lapisan
terluar merupakan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh
setiap individu atau kelompok (Fisher, 2000, hal. 27).
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Kalau kita lihat dalam sebuah gambar di bawah ini maka sebagai
berikut:
Masyarakat Pro dan Kontra
(WTT) baik sebagai penggarap







Gambar 1.7 Analogi anailis konflik bawang bombay
Jika kita lihat gambar di atas kebutuhan akan lahan pada
masyarakat terus mengalami perkembangan seiring berjalanya waktu.
Penggunaan lahan di era modernisasi sekarang ini lebih kepada
pembangunan-pembangunan fisik. Misalnya peruntukan lahan untuk
perumahan, perhotelan, jalan, perindustrian dan sebagainya (Safitri,
2013).
Lahan sebagai salah satu aset berharga dan penunjang dalam
berbagai aktivitas baik di bidang pertanian maupun di bidang-bidang
lainya menunjukan betapa pentingnya lahan dalam kehidupan manusia.




Lahan PAG dan lahan milik
petani





Karena keberadaanya yang penting maka tidak jarang lahan menjadi
sebuah sengketa di dalam masyarakat. Seperti yang terlihat pada
gambar di atas,  bahwa kebutuhan akan lahan pada masyarakat
menimbulkan pertentangan atau konflk kepentingan. Di mana
masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani melihat bahwa
lahan berfungsi sebagai tempat mereka melakukan bercocok tanam
sekaligus sebagai sumber utama kehidupan mereka. Di sisi lain
sebagian pihak atau orang menganggap fungsi lahan sebagai investasi
besar dalam suatu pembangunan. Mereka yang melakukan investasi
adalah para pemilik modal. Dalam pembangunan bandara ini yaitu PT.
Angkasa Pura I bekerjasama dengan pemerintah daerah Kulon Progo,
yang mana mereka mempunyai modal dan wewenang dalam
pembangunan bandara baru di Kulon Progo.
Masyarakat yang terdampak alih fungsi lahan pertanian dengan
dibangunya bandara yaitu  di Kecamatan Temon, tepatnya di desa
Palihan, Glagah, Jangkaran, Kebonrejo, dan Sindutan merupakan
sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani. Adapun masyarakat
terdampak adalah mereka yang mempunyai lahan dan ada yang hanya
sebagai penggarap (buruh tani). Lahan yang terdampak adalah lahan
milik masyarakat (lahan tegalan, pekarangan, persawahan, dan
perumahan) dan lahan milik Pakualaman Ground (PAG).
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Latar belakang munculnya konflik lahan dalam pembangunan
bandara ini yang melatar belakangi adalah sebagai berikut:
a. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat
Perbedaan kepentingan setiap individu atau kelompok
menjadi dasar atau faktor timbulnya konflik sosial. Seperti yang
diungkapkan oleh Dean G. Pruit, (Pruit, 2011); bahwa konflik sosial
berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived
divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-
aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara
simultan. Dalam hal ini kepentingan berkaitan dengan apa yang
menjadi pandangan setiap individu atau kelompok dalam mencapai
apa yang menjadi tujuan dan kebutuhanya.
Antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya
masyarakat yang kontra berpandangan bahwa mereka hanya
menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya mereka selama ini ada yang sebagai petani
(pemilik sekaligus penggarap) dan ada yang hanya sebagai buruh
tani (penggarap). Namun sebagian besar mereka yang menolak
hanya sebagai penggarap. Seperti yang diungkapkan oleh bapak
Bintoro (50), selaku Kasi Pembangunan Pemerintah Desa Palihan
menjelaskan bahwa mereka yang menolak yang tergabung dalam
WTT hanya memiliki tanah yang tidak begitu luas dan ada yang
tidak mempunyai tanah. Adapun kalau lahan atau tanah yang
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dimilikinya itu dipertahankan menurutnya percuma, karena tentunya
akan tetap direlokasi atau tetap diminta untuk melepaskanya.
Tentunya dengan ganti rugi yang nantinya telah ditentukan oleh tim
Appraisal.
“Ketika diajak berdialog atau berdebat mengenai tanah
sebenarnya mereka bingung kok, soalnya tanah mereka
ada yang luas tanahnya di bawah 1000 m2, saya kan
tahu ada yang hanya punya tanah dengan luas 165 m2.
Kalau luasnya hanya segitu dan hanya untuk ditempati,
terus apa yang mereka pertahankan? Terus yang Kragon
II, ada 5 orang yang punya 164 m2, 165 m2, 174 m2, itu
ya ikut demo seperti Pak “SA”, “E”, malah pak “S”
belum punya tanah”, ungkap Agus Bintoro (50),
(18/01/2016).
Jadi masyarakat yang menolak lebih kepada rasa takut
ataupun kawatir kalau nantinya ganti rugi yang diberikan oleh
Angkasa Pura I atau pemerintah yang bersangkutan  tidak sesuai
dengan harga luas tanah yang mereka miliki. Adapun untuk ganti
ruginya sampai saat ini belum ada kejelasan berapa besar nilainya,
dikarenakan masih menunggu tim penilai tanah atau tim Appraisal.
Memang tidak mengherankan kalau mereka yang menolak kawatir
akan kehilangan lahan yang selama ini mereka miliki sebagai sumber
mata pencaharian mereka. Adapun mereka yang tidak punya lahan
(buruh tani) mereka juga kawatir pekerjaan sebagai buruh tani tidak
lagi ada pekerjaan bagi mereka. Karena mereka yang tidak memiliki
lahan (buruh tani) dapat pekejaan apabila sang pemilik lahan
meminta bantuan mereka untuk menanam tanaman seperti cabai,
jagung, padi, buah-buahan dan sebagainya. yang nantinya akan
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mendapat upah dari pemilik lahan. Selain itu juga mereka masih
dapat mencari uang dari membersihkan rumput-rumput yang tumbuh
diantara tanaman palawija dan tanaman.
Lain halnya dengan pemerintah, mereka beranggapan dan
berkeyakinan kalau adanya pembangunan bandara di Kulon Progo
ini akan membuat masyarakat sekitar tambah sejahtera,
meningkatkan Pendapatan Daerah Kulon Progo, dan membuka
lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Seperti yang
diungkapkan oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum, selaku Sekda Kulon
Progo;
“Efeknya banyak sekali, dulu yang Kulon Progo jarang
dikunjungi orang karena ada bandara ini pastinya
orang itu akan translit meskipun dia tidak stay di sini,
tapi kan mau tidak mau dia lewat sini. Maka akan
banyak tumbuh perkembangan penyedia jasa-jasa di
masyarakat sekitar, dan menumbuhkan perekonomian
masyarakat sekitar.
Kenapa saya bisa berkata seperti itu karena saya
melihat perkembangan perekonomina di sekitar
Bandara Adisutjipto yang begitu sangat pesat, jadi
saya yakin bahwa Kulon Progo bisa seperti Kabupaten
Sleman. Nah itulah yang menjadi pemikiran kenapa
bandara perlu dibangun di sini” (23 Februari 2016).
Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh pak
DjakaPrasetya selaku Camat Temon. Dia mengungkapkan bahwa
pembangunan bandara ini sesuai dengan undag-undang yang berlaku
yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain itu pembangunan
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bandara di Kulon Progo untuk meningkatkan Pendapatan Daerah
Kulon Progo, dan mensejahterakan masyarakat sekitar.
“Bahwa pembangunan bandara ini untuk kepentingan
umum dan kebaikan bersama”, ungkap Tegus Prasetya
(20 Januari 2016).
Jadi pemerintah melihat bahwa dengan adanya pembangunan
bandara ini akan menambah pendapatan asli daerah (PAD),
membuka lapangan pekerjaan, dan juga akan menumbuhkan
perekonomian masyarakat.
Terlepas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
bahwa dampak dari suatu pembangunan apakah akan berdampak
positif berupa meningkatnya perekonomian pendapatan asli daerah
atau sebaliknya. Dalam hal ini peneliti mencoba membandingkan
dengan hasil penelitian yang hampir serupa, yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Laksmi A. Safitri dalam bukunya yang berjudul;
Korporasi dan Politik Perampasan Tanah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laksmi A. Safitri pada
suku Marind di Merauke. Pembangunan infrastruktur berupa
pembangunan fisik seperti jalan, gedung-gedung bertingkat, dan
bangunan-bangunan lainya di wilayah Merauke berdampak pada
meningkatnya mobiltias perekonomian di daerah tersebut.
Sayangnya perubahan alih fungsi lahan perhutanan menjadi jalan-
jalan beraspal, gedung-gedung bertingkat, hanya dinikmati oleh
segelintir orang yaitu mereka yang punya cukup modal. Adapun
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kebanyakan dari mereka adalah para pendatang bukan masyarakat
Marind sendiri (Safitri, 2013, hal. 24-27).
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Safitri lahan
hutan di Merauke sebagai keseimbangan alam antara suku Marind
dengan alam tidak lagi terlihat. Setelah beralihfungsinya hutan
menjadi produksi-produksi kayu oleh perusahaan-perusahaan kini
meninggalkan bekas kekecewaan yang mendalam, terlebih lagi janji-
janji dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan terkait tidaklah
terpenuhi. Dari kompensasi ganti rugi yang diberikan tidak sesuai
dengan  kesepakatan.
Alih fungsi lahan hutan dan pertanian di Merauke membuat
masyarakat Marind kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya
yang selama ini diperolehnya dari hasil berburu dan bercocok tanam
di sekitar rumah mereka.
Penelitian berikutnya adalah hasil penelitan yang dilakukan
olehRustiadi, dalam penelitianya yang berjudul; Alih Fungsi Lahan
dalam Prespektif Lingkungan Pedesaan. Rustiadi (2016) melihat
bahwa masyarakat pedesaan tidak mempunyai posisi bargaining
(politik) dengan kemampuan politik yang kuat untuk mempengaruhi
pemerintah pusat yang bersifat sentralistik. Sehingga hal tersebut
menjadi penyebab terjadinya kegagalan kebijaksanaan pemerintah
(government policy failure) yang melaksanakan pembangunan secara
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top-down, sehingga tidak mengetahui ekosistem dan tatanan nilai
masyarakat yang ada di dalamnya.
Pengurangan dan pengambilan atau perampasan hak-hak
penduduk komunal dalam akses penguasaan dan penggunaan lahan
yang didorong oleh kesalahan program pemerintah tersebut,
menjadikan landasan kekuatan (politik) masyarakat pedesaan hilang,
yaitu dengan hilangnya hak mereka kepada sumberdaya alam
sebagai sumber mata pencaharian untuk bekerja dan sumber nafkah
di atas lahanya (Rustiadi, 2001).
Berdasarkan hasil dari penelitian di atas bahwa alihfungsi
lahan pertanian tidak hanya berdampak pada hilangnya mata
pencaharian masyarakat setempat, akan tetapi juga akan tergangunya
keseimbangan lingkungan atau ekosistem di wilayah tersebut.
Dalih membuat kebijakan untuk kepentingan umum dan
tujuan mensejahterakan masyarakat dengan adanya suatu
pembangunan malah terkadang membawa dampak buruk bagi
masyarakat sekitar. Selain itu peneliti melihat bahwa pembangunan
yang dilakukan disuatu wilayah yang masih tertinggal untuk
mendatangkan dan menarik perusahaan-perusahaan atau investor ke
daerahnya dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan, menaikan
pendapatan asli daerah, serta mensejahterakan masyarakat sekitar
tidak jarang malah hanya dinikmati oleh segelintir orang yaitu
mereka yang punya modal.
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Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan PAD atau
pendapatan asli daerah memang diperlukan. Hal tersebut karena
untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah,
terlebih lagi di era modern sekarang ini. Pembangunan di sektor
industri misalnya diperlukan untuk dapat menyerap tenaga kerja
yang banyak, sehingga angka penggangguran dapat ditekan. Hal itu
yang diupayakan oleh pemerintah daerah Kulon Progo dalam upaya
menyerap tenaga kerja masyarakat yang terdampak pembangunan
bandara.
Dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo tentunya
diharapkan akan banyak menyerap tenaga kerja, baik pada saat
proses pembangunan berlangsung maupun setelah selesainya
pembangunan bandara tersebut.
Peneliti melihat dalam kasus seperti halnya pembangunan
bandara baru di Kulon Progo atau pembangunan-pembangunan
lainya, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan
meningkatkan PAD suatu daerah merupakan hal yang positif.
Kenapa demikian, karena pemerintah selaku pemangku kebijakan
dan kekuasaan, hal itu merupakan kewajibanya. Yang perlu
diperhatikan adalah dampak sebelum atau sesudah pembangunan itu
dilaksanakan. Baik pemerintah dan masyarakat terdampak perlu
adanya sinergi dan kerjasama dalam melakukan suatu pembangunan
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sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan yang terpenting tidak ada
pihak yang dirugikan.
b. Perbedaan pendirian dan Prinsip
Prinsip atau pendirian setiap kelompok atau setiap orang
berbeda-beda satu dengan yang lainya. Suatu hal yang berkaitan
dengan prinsip biasanya sifatnya sangat dasar (fundamental),
sehingga hal tersebut akan sulit disatukan dan dapat menimbulkan
konflik. Hal itu yang terjadi pada masyarakat temon khusunya bagi
mereka yang terkena dampak langsung dari pembangunan bandara.
Seperti hasil wawancara dengan pak Agus Widodo (30), anggota
WTT:
“Kenapa perlu disayangkan, itu secara alamiah koh
mas. Soalnya gini mas, masyarakat yang pro atau
kontra kan sudah beda prinsip.  Kalau sudah beda
prinsip kan sudah susah mas, masih mending kalau
kalau beda agama, deket saya saja gereja oh mas kita
biasa-biasa saja”, (20/01/2016).
Perbedaan pendirian berupa prinsip memang terkadang
menjadikan hubungan di antara seseorang dengan orang lain dapat
terjadi ketegangan yang nantinya dapat berubah menjadi konflik
diantara mereka. Seseorang biasanya tidak mau menerima apa yang
orang lain sarankan, atau dengan kata lain tidak mau sepaham
dengan dia. Perbedaan prinsip atau pendirian berkaitan dengan
perbedaan antar individu; di antaranya perbedaan pendapat,
keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan (Setiadi &
Kolip, 2011, hal. 361).
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Selain perbedaan prinsip atau pendirian antar masyarakat
terdampak pembangunan bandara, juga dari pemerintahan terkait.
Pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang mempunyai
wewenang penuh dalam membuat dan melaksanakan kebijakan
tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada. Sebagai lembaga formal, pemerintah merupakan pihak yang
memegang wewenang atau kekuasaan dalam pengambilan suatu
keputusan (Abdulsyani, 2007, hal. 118-119). Pemerintah juga dapat
secara legal dapat memaksakan kehendaknya baik itu sifatnya
paksaan (coersif) maupun persuasif.
Adanya Pembangunan bandara baru di Kulon Progo,
pemerintah menilai sebagai upaya meningkatkan perekonomian
daerah dan mensejahterakan masyarakat sekitar kususnya bagi yang
terdampak bandara. Yang menjadi dasar dari pembangunan bandara
baru di Kulon Progo ini adalah dikeluarkanya IPL (ijin penetapan
lokasi) dari Gubernur yang tertanda No.68/KEP/2015 tanggal 31
Maret 2015. Kemudian pembangunan bandara ini juga sudah diatur
di dalam undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum. Sehingga secara legal hal tersebut
pemerintah mempunyai wewenang dalam mebuat dan memutuskan
kebijakan pembangunan bandara baru di Kulon Progo.
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c. Perbedaan Sikap dan Persepsi Antar Masyarakat
Masyarakat terdampak pembangunan bandara diantara mereka
dalam menyikapinya berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak
setuju, dan bersikap acuh. Sikap setuju (pro) ini ditunjukan dengan
penerimaan masyarakat terhadap proses atau tahap-tahap yang
berlangsung. Adapun tahap-tahap yang diikuti oleh masyarakat pro
atau kontra yaitu mulai dari tahap sosialisasi, konsultasi publik, dan
pendataan tanah atau inventarisasi tanah.Akan tetapi berbeda dengan
sikap yang ditunjukan oleh masyarakat yang kontra (WTT), mereka
lebih kepada bentuk tidak setuju. Dalam hal ini  masyarakat kontra
(WTT) melakukan penolakan dalam bentuk aksi demonstrasi,
penghadangan kepada BPN dalam melakukan pendataan atau
pengukuran tanah. Seperti hasil wawancara peneliti dengan ketua
WTT:
“Iya dengan melakukan aksi demontrasi, yang
disampaikan lewat birokrasi, pemerintah desa, DPR,
dan Pemda kabupaten Kulon Progo”, ungkap
Sumartono (47), (17 Januari 2016).
Selain sikap penolakan yang dilakukan oleh mereka yang
kontra,persepsi masyarakat penolak bandara juga berbeda dengan
masyarakat yang pro bandara. Seperti halnya persepsi yang
ditunjukan oleh salah satu anggota Wahana Tri Tunggal lainya, yaitu
pak Agus Widodo (30). Beliau melihat bahwa selama ini lahan yang
terkena dampak bandara adalah sebagai ruang hidup masyarakat,
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dalam artian mata pencaharian utama masyarakat yang
menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian.
“Kalau saya tidak setuju soalnya lahan saya yang
menjadi sumber penghasilan saya akan hilang mas,
nanti kalau lahan saya dijadikan bandara keluarga
anak istri saya mau makan apa, dan kerja apa”,
ungkap Pak Agus (30), (20 Januari 2016).
Kemudian sikap atau persepsi yang berbeda ditunjukan oleh
masyarakat yang pro bandara. Masyarakat yang pro melihat banhwa
dengan adanya pembangunan bandara, akan membuat masyarakat
sekitar bandara akan lebih sejahtera, dan akan meningkatkan
perekonomian mereka. Seperti hasil wawancara dengan pak Sarjono
M. (30):
“Kalau saya berkeyakinan gini mas, jadi dengan
adanya pembangunan bandara ini akan mengakat
pendapatan daerah, dan secara otomatis kehidupan
masyarakat sendiri akan terangkat juga. Jadi saya pro
terhadap bandara ini ya kerana tadi saya yakin akan
membuat saya dan masyarakat di sini akan lebih
sejahtera” Sarjono M. (30), (20 Januari 2016).
Sementara dari masyarakat yang kontra (WTT), melihat
dengan adanya pembangunan bandara ini masyarakat sekitar akan
sengsara atau tidak sejahtera.  Karena mereka merasa tidak adanya
pembangunan bandara ini mereka sudah sejahtera dan berkecukupan
dengan mata pencaharian sebagai petani. Seperti yang diungkapkan
oleh pak Sumartono (47), selaku Ketua WTT 2015-2016;
“Jadi yang menolak memang masyarakat yang
menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, hasil
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bumi. Produktivitas lahan di sini ditunjukan atau
dibuktikan dengan setiap kali panen, misalnya satu kali
panen buah semangka misalnya orang itu bisa untuk
beli motor, jadi petani di sini sudah sejahtera bukan
masyarakat yang terbelakang” Sumartono (47).
Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh anggota WTT
lainya yaiu pak Fajar Ahmadi (43);
“Ya karena itu tadi mas, tanah kami bukan tanah yang
non-produktif, selain itu kami dari dulu sudah di sini,
lahir di sini jadi kalau mau dipindah ya kami gak mau.
Kami menolak bukan tanpa alasan mas, apa ketika
kami dipindah akan bisa bertani lagi, dan apakah
pemerintah bisa menjamin lebih sejahtera? Nanti anak
cucu kami makan apa”, Fajar Ahmadi (43).
Jadi perbedaan sikap dan persepsi akhirnya menimbulkan
beberapa permasalahan di masyarakat yang terdampak, di antaranya
masyarakat terbagi menjadi dua kubu (pro-kontra), terjadi sangsi
sosial, lunturnya kebudayaan gotong royong di dalam masyarakat,
dan beberapa permasalahan lainya.
Terlepas dari masyarakat yang pro dan kontra ada beberapa
atau sebagain masyarakat yang lebih bersifat acuh (pasif) dalam
menanggapi pembangunan bandara ini. Seperti yang ditunjukan oleh
bapak Yadi (53);
“Ya bagaimana ya mas, soalnya saya tidak tahu.  Ada
demo ya saya tidak ikut demo. Dalam hati sebagai
warga asli sini saya sebenarnya tidak setuju. Karena
waktu itu saya dikabari dan diminta ke balai desa
untuk mengisi formulir saya juga nggak datang je
mas”, (23 Februari 2016).
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Alasan kenapa pak Yadi menolak pembangunan bandara
seperti beberapa warga terdampak lainya, yaitu karena dia merasa
sudah nyaman dan tenang tinggal di tempatnya sekarang ini. Namun
setelah muncul isu bandara tersebut masyarakat mengalami gejolak
dan hubungan antar warga tidak lagi harmonis.
Perbedaan sikap dan persepsi diantara masyarakat, baik itu
yang pro dan kontra, bahkan yang kurang peduli dengan adanya isu
pembangunan bandara ini, sekiranya menjadi perhatian pemerintah
dalam menyelesaikan permaslahan yang ada. Sehingga keadaan
sosial atau rukun warga dapat menjalin hubungan dengan baik, tidak
ada lagi gap-gap di masyarakat.
4. Bentuk-bentuk Konflik yang Terjadi di Dalam Pembangunan
Bandara Baru di Kulon Progo
Konflik yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan ke
dalam beberapa jenis atau bentuk konflik. seperti halnya konflik yang
terjadi di masyakarakat Kulon Progo yang menolak atau menerima
pembangunan bandara baru. Bentuk-bentuk konflik yang muncul pada
masyarakat terdampak pembangunan bandara di antaranya yaitu:
a. Konflik Kepentingan
Dahrendof dalam bukunya (Poloma, 2013, hal. 134-
135)menyatakan; secara emperis, pertentangan kelompok mungkin
paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai
legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi,
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kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang
merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara
kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi
ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di
dalamnya.
Kepentingan tersebut bisa berupa kepentingan yang bersifat
manifes (disadari) atau laten (kepentingan potensial). Munculnya
paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) sebagai kelompok penolak
bandara, menunjukan bahwa keberadaan mereka secara formal atau
legal tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas, akan tetapi
keberadaan mereka diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun
paguyuban WTT ini mempunyai kepentingan mempertahankan hak
mereka yaitu lahan terdampak bandara, yang selama ini mereka
menggantungkan hidupnya dari pertanian. Seperti hasil wawancara
dengan pak Agus Widodo (30), salah satu anggota WTT yang
bertindak selaku PAL;
“Kalau saya tidak setuju soalnya lahan saya yang
menjadi sumber penghasilan saya akan hilang mas,
nanti kalau lahan saya dijadikan bandara keluarga
anak istri saya mau makan apa, dan kerja apa”,
ungkap Agus Widodo (30), (20/01/2016).
Perbedaan kepentingan diantara pemangku kebijakan dengan
masyarakat menjadi faktor utama kenapa konflik lahan dalam
pembangunan bandara tersebut muncul. Penolakan yang dilakukan
oleh masyarakat yang didasarkan pada lahan yang selama ini
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menjadi tumpuan dan mata pencaharian hidup akan beralih fungsi
menjadi bandara.
Alih fungsi lahan untuk suatu pembangunan untuk
kepentingan umum. Memang hal itu sudah diatur di dalam UU No. 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, jadi pada dasarnya prosedur ataupun tahapan-
tahapan dalam alih fungsi lahan sudah diatur sedemkian rupa di
dalam UU. Meskipun demikian yang perlu diperhatikan adalah
faktor sosial atau dampak sosialnya, seperti yang dialami oleh
masyarakat terdampak pembangunan bandara di Kulon Progo, dari
mulai masalah relokasi tempat tinggal, ketenagakerjaan, dan
kelangsungan hidup lainya.
b. Konflik Antar Kelas Sosial
Konflik yang terjadi antar kelas sosial biasanya berupa
konflik yang bersifat vertikal, konflik antara kelas sosial atas dan
kelas sosial bawah yaitu antara masyarakat petani yang tergabung
dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal dengan Pemerintah Kulon
Progo. Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antara
dua golongan atau kelas sosial yang ada (Setiadi & Kolip, 2011, hal.
355). Konflik antar kelas yang terjadi di daerah Kulon Progo,
tepatnya di kecamatan Temon yang meliputi 5 desa yaitu; Desa
Glagah, Palihan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Sindutan, bersifat
vertikal-horizontal.
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Yang pertama konflik lahan pertanian dalam pembangunan
bandara di Kulon Progo melibatkan antara masyarakat petani dengan
Pemda dan BPN Kulon Progo. Selain itu juga pihak yang
pemrakarsa pembangunan bandara yaitu P.T Angkasa Pura I. Ini bisa
kita lihat dari beberapa kasus, misalnya pada tanggal 16 Januari
2014, dimana terjadi penghadangan dan pemblokiran jalan ketika
akan dilakukan pemasangan patok oleh BPN. Pada tanggal 16
Februari 2016 saat peneliti sedang melakukan penelitian di lapangan
hal serupa juga terjadi lagi, yaitu penghadangan pemasangan patok
titik kordinat bandara. Aksi saling dorong antara aparat atau petugas
dengan warga tidak dapat terhindarkan. Beruntungnya tidak
menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang berarti, hanya saja
beberapa petugas (BPN, Polisi) yang mengalami luka ringan, begitu
juga dengan beberapa warga yang mengalami luka ringan karena
saling dorong.
Selain konflik antar kelas yang melibatkan antara warga
terdampak dengan pemerintah, konflik lahan dalam pembangunan
bandara ini juga terjadi antara masyarakat itu sendiri, yaitu antara
masyarakat yang pro bandara dengan masyarakat yang kontra
(WTT). Munculnya konflik yang sifatnya horizontal ini lebih
disebabkan oleh perbedaan sikap, pendirian, dan pandangan antar
masyarakat terdampak. Adapun konflik yang sifatnya horizontal ini
bisa kita lihat dari hubungan antara warga terdampak yang tidak
107
harmonis, terjadinya gap-gap antar warga, lunturnya budaya gotong
royong dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya peneliti
mencoba membahasnya nanti di sub tema lainya, mengenai dampak
konflik lahan dalam pembangunan bandara ini.
Sikap masyarakat yang pro bandara lebih karena pada
mentaati kebijakan yang dibuat pemerintah, mempunyai persepsi
bahwa dengan pembangunan bandara ini masyarakat terdampak akan
lebih sejahtera. Akan tetapi sikap yang berbeda ditunjukan oleh
masyarakat yang kontra (WTT), bahwa mereka mempunyai persepsi
bahwa dengan adanya pembangunan bandara ini akan membuat
lebih sengsara, dan akan menghilangkan sumber mata pencaharian
mereka sebagai petani. Sehingga mereka yang kontra (WTT),
menganggap tidak ada jaminan dari pemerintah nantinya setelah
jadinya bandara, dalam artian masyarakat yang kontra (WTT) masih
meragukan apa yang selama ini diutarakan oleh pemerintah atau
pihak terkait dalam pembangunan bandara. Misalnya saja masalah
ganti rugi, relokasi yang belum jelas. Seperti yang diutarakan oleh
Pak Agus (30) salah satu warga WTT;
“Sampai detik ini saya belum tahu, bahkan yang pro
juga belum tahu berapa ganti ruginya. Dari mulai
tahap sosialisasi, konsultasi publik, dan pendataan
sampai saat ini belum ada pemberitahuan”
(20/01/2016).
Belum adanya kejelasan mengenai ganti rugi bagi warga
terdampak pembangunan bandara membuat sebagian masyarakat
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menaruh sikap kurang percaya pada pemerintah selaku pemangku
kebijakan.
5. Peluang Munculnya Konflik antara Masyarakat Pro Bandara
Dengan Pemerintah
Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang
tadinya pro bandara kemudian berubah menjadi menolak pembangunan
bandara ini. Karena hal itu belum ada kepastian baik dari pemerintah
maupun dari pihak pemrakarsa berkaitan dengan ganti rugi dan juga
mengenai relokasi bagi masyarakat yang terdampak.
Sementara itu dari pihak yang Pro setelah dimintai
konfirmasi juga mengatakan bahwa untuk masalah ganti ruginya belum
ditentukan seberapa besar nilainya. Di lain waktu pada tanggal 23
Februari 2016 dari pihak yang pro bandara, mengadakan aksi
demonstrasi dengan mendatangi dan sampai menginap di Kantor
Pemerintahan Daerah Kulon Progo, yang dilakukan oleh sejumlah
warga pro bandara yang terdiri dari lima desa terdampak. Mereka
meminta kejelasan mengenai ganti rugi dan menuntut pemerintah untuk
adanya relokasi gratis. Dari masyarakat yang pro bandara setidaknya
ada tiga permintaan yang diajukan yaitu; 1). mengenai masalah
ketenagakerjaan atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak;
2). Kompensasi atau ganti rugi PAG bagi mereka yang sudah
mengelolanya selama ini; 3). Dan relokasi Gratis.
“Wah kalau itu (ganti rugi) saya belum tahu mas,
nanti kan ada tim apreasel yang menentukan besaran
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nilainya.  Itu setelah tahap perbaikan pengukuran
telah dilakukan, setelah itu nanti tim penilai tanah
melakukan penilaian harga tanah. Tapi untuk
jadwalnya sendiri belum tahu, apakah bulan April
atau Mei besok”ungkap pak Bandoko (39)
(23/02/2016).
Hasil wanwancara yang sama juga diungkapakan oleh pak
Nanang (30) dari warga yang pro bandara mengungkapkan bahwa
masalah ganti rugi belum ada kejelasan.
“Kejelasan untuk masyarakat belum ada sama sekali
mas, makanya kan masyarakat sekarang ini sudah
mulai ragu.  Masyarakat yang kemarin pro saja
sekarang sudah mulai ragu”(23/02/2016).
Peluang munculnya konflik baru bisa saja terjadi, karena
apabila permintaan dari masyarakat yang pro bandara tidak terpenuhi
atau ganti ruginya tidak sesuai, maka tidak menutup peluang untuk
sikap para warga yang tadinya mendukung bandarasikapnya berubah
menjadi penolak pembangunan bandara. Hal tersebut tentunya menjadi
perhatian tersendiri dari pemerintah dan pihak yang bersangkutan
dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo.
6. Dampak Konflik dalam Pembangunan Bandara
Konflik lahan dalam pembangunan bandara ini yang
melibatkan antara masyarakat yang pro dengan masyarakat kontra, dan
masyarakat dengan pemerintah yang sifat langsung. Adapun beberapa
pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik ini yang tidak langsung
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yaitu PT Angkasa Pura I, dan BPN. Konflik ini menimbulkan beberapa
dampak sebagai berikut:
a. Tidak Harmonisnya Hubungan Antar Warga
Hubungan sosial di dalam masyarakat tentunya
mengharapkan kedamaian, keharmonisan, dan kenyamanan. Akan
tetapi apabila terjadi ketegangan di dalam masayarakat maka rasa
aman, rasa kebersamaan tidak lagi didapatkan. Hal demikian yang
dialami oleh masyarakat terdampak pembangunan bandara baru di
Kulon Progo tepatnya di lima desa terdampak (Desa Glagah,
Palihan, Kebonrejo, Jangkaran, dan Sindutan). Setidaknya sudah
hampir 5 tahun belakangan ini hubungan antar masyarakat di lima
desa itu, khususnya di Desa Palihan dan Glagah tidak harmonis, dan
terjadi gap-gapan antara yang pro dan kontra bandara.
Gap-gap demikianlah yang setidaknya mengurangi
kebersamaan dan lunturnya nilai-nilai gotong royong di masyarakat.
terlebih lagi fenomena ini terjadi di dalam masyarakat desa yang
seharusnya masih memegang erat nilai gotong royong antar
warga.Seperti yang diungkapkan oleh pak  Hermanto (56) warga
yang kontra bandara (WTT);
“Wah mas dampaknya cukup banyak, sekarang ini
kan masyarakat akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok
yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang
kontra. Hubungan kita menjadi tidak harmonis mas,
yang tetangga saja ketika sakit juga tidak peduli,
hanya sebatas tahu kalau tetangganya sakit tapi tidak
nengok. Kalau dulu kami ada yang punya hajatan
kami datang, sekarang ini kalau ada yang punya
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hajatan ya yang datang mereka yang sepaham
dengan dia” (24/01/2016).
Selain dari hasil wawancara di atas tadi juga diperkuat lagi
oleh hasil wawancara denganbu Nartiwi (40) warga dari dukuh
Ngringgit, Desa Palihan, sebagai berikut:
“Ya sekarang ini terjadi gap-gap mas, kelompok-
kelompok. Jadi orang pro ya gaulnya sama orang
yang pro, yang kontra kumpulnya ya sama orang
kontra”(23/02/2016).
Terjadinya dua kelompok besar berupa polarisasi pada
masyarakat terdampak pembangunan bandara ini yaitu antara
masyarakat yang pro dengan yang kontra, menjadikan kerjasama dan
interaksi di antara mereka tidak berjalan dengan baik. Menurut
Simmel, ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial maka
konflik menciptakan batasan-batasan antar kelompok dengan
memperkuat kesadaran internal yang membuat kelompok tersebut
terbedakan dan terpisah dari kelompok lain (Novri Susan, 2014, hal.
34). Antara masyarakat yang pro dan kontra bandara masing-masing
membatasi diri mereka, misalnya dalam bergaul atau interaksi
sehari-hari maka dilakukanya dengan in-group-nya sendiri bukan
dengan kelompok di luar grupnya.
b. Lunturnya Budaya Gotong royong
Gotong royong bisa diartikan sebagai bentuk kerja sama.
Kerja sama merupakan suatu bentuk proses sosial, di mana di
dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukan untuk mencapai
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tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami
terhadap aktivitas masing-masing (Abdulsyani, 2007, hal. 156).
Budaya gotong royong yang kuat biasanya masih bisa kita
jumpai pada masyarakat pedesaan yang belum begitu terpengaruh
oleh budaya dari luar. Namun pada kenyataanya tidak selamanya
sikap atau nilai-nilai gotong royong pada masyarakat desa bisa
selamanya diterapkan, terlebih lagi apabila masyarakatnya yang
sedang mengalami gejolak atau proses perubahan sosial. Maka hal
itu dapat melunturkan budaya gotong royong dalam suatu
masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada warga atau masyarakat
terdampak pembangunan bandara baru di Kulon Progo.
Seperti hasil wawancara dengan pak Ngatijan (53) selaku
perangkat Desa Palihan;
“Misalnya dalam gotong royong kerja bakti, baik
yang kontra dan pro didatangi bersama-sama, artinya
harapanya untuk kerjasama bisa. Tapi yang kontra
tidak mau hadir. Tapi kalau yang mendatangi atau
menyuruh ketuanya mereka datang, kalau kita kan
sebagai pelayan masayarakat ya kita netral artinya
kita berada ditengah-tengah mereka. Kita tidak
membedakan yang pro dan kontra, kita merangkul
semua” (02/03/2016).
Sikap saling membantu dalam masyarakat tentunya penting
dan diperlukan supaya dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan berat
yang tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri olehnya. Akan tetapi
karena rasa tidak saling peduli, dan muncul sikap saling curiga maka
menyebabkan asosiatif atau kerjasama dalam masyarakat tidak
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berjalan dengan baik. Adapun sebaliknya sifat disosiatif
menyebabkan retaknya hubungan sosial di masyarakat itu.
Menurut Charles H. Cooley (dalam Soerjono Soekanto
2012), mengatakan:
“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa
mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang
sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai
cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri
sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan
tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-
kepentingan yang sama dan adanya organisasi
merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja
sama yang berguna” (Soekanto, 2012, hal. 66).
Namun demikian kerjasama yang didasarkan pada tujuan-
tujuan bersama akan mudah tercapai, tetapi sebaliknya karena
perbedaan-perbedaan kepentingan dan perbedaan ideologi tujuan-
tujuan itu tidak dapat tercapai. Seperti yang di alami oleh masyarakat
terdampak bandara di Kulon Progo, beberapa program dari
pemerintah desa misalnya program kerja bakti di desa tidak berjalan
semestinya.
c. Meningkatkan Rasa Solidaritas In-Group Kelompok
Solidaritas kelompok akan muncul ketika konflik tersebut
melibatkan pihak-pihak lain yang memicu timbulnya antagonisme
(pertentangan) di antara pihak yang bertikai. Eksistensi antagonisme
ini pada giliranya akan memunculkan gejala in group dan out group
di antara mereka (Setiadi & Kolip, 2011, hal. 377).
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Masalah konflik di lima desa terdampak pembangunan
bandara di Kulon Progo, khususnya di desa Palihan dan Glagah
setidaknya memunculkan kelompok-kelompok sosial (pro dan
kontra).
Yang pertama adalah kelompok kontra yang tergabung dalam
paguyuban WTT (Wahana Tri Tunggal). Mereka menolak
pembanguna bandara karena akan kehilangan mata pencaharian
mereka sebagai petani, lahan pertanian, dan kehilangan tempat
tinggal. Dalam kaitanya dengan solidaritas atau dalam mengeratkan
hubungan antar anggota kelompok mereka dalam melakukan
penolakan biasanya dilakukan kegiatan berupa pertemuan
(Mujahada’an). Mujahada’an ini merupakan suatu kegiatan berupa
pengajian atau doa bersama untuk meminta petunjuk kepada Tuhan
yang Maha Esa. Kegiatan Mujahada’an ini juga untuk ajang
silaturahmi diantara warga yang tergabung dalam paguyuban WTT
(Wahana Tri Tunggal), dan yang terpenting adalah bertujuan untuk
menguatkan kelompok mereka (warga kontra). Seperti keterangan
yang diperoleh dari bapak Sumartono (47) selaku ketua WTT
periode 2015-2016;
“Biasanya kami mengadakan kegiatan mujahadahan
atau pengajian bersama masyarakat yang tergabung
dalam WTT. Kegiatan tersebut selain sebagai sarana
silaturahmi, juga untuk meminta kepada Tuhan yang
Maha Esa supaya diberikan yang terbaik, dan
harapanya pembangunan bandara di sini tidak jadi”
(17/01/2016).
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Mereka warga yang menolak (WTT) pembangunan bandara
tidak lain merasa senasib dan sepenanggungan. Bahwa kebijkan
pebangunan bandara baru di wilayah mereka, nantinya akan
mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian dan menyebabkan
sumber utama mata pencaharian mereka hilang. Padahal selama ini
mereka menggantungkan hidupnya dari lahan yang mereka
miliki.Adapun mereka yang tidak punya lahan mereka juga bekerja
di lahan tersebut sebagai buruh tani.
Mujahadaan di samping fungsinya di atas tadi juga sebagai
ajang atau tempat berkumpul untuk bertukar pendapat di antara
warga WTT. Dalam penyampaian pendapat itu maka terjadilah
interaksi atau komuniasi. Salah satu fungsi konflik sosial menurut
Lewis Coser  berpendapat bahwa sebelum terjadi konflik anggota-
anggota masyarakat akan berkumpul dan merencanakan apa yang
akan dilakukan. Lewat tukar menukar pikiran bisa mendapat
gambaran yang lebih jelas akan apa yang harus dibuat entah untuk
mengalahkan lawan atau menciptakan kedamaian (Utsman, 2007,
hal. 273).
Sementara itu kelompok lainya yaitu warga atau masayarakat
yang mendukung pembangunan bandara mereka tergabung dalam
masyarakat yang pro bandara, meskipun memang mereka tidak
mempunyai struktur organisasi yang jelas, dibandingkan dengan
kelompok warga kontra (WTT) yang sudah terorganisir dengan baik.
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Mereka yang pro bandara membolehkan lahanya untuk diukur dan di
data oleh BPN. Dengan alasan pembangunan bandara inimerupakan
kebijakan pemerintah Kulon Progo untuk kepentingan bersama dan
kesejahteraan masyarakat sekitar.
Antara yang kelompok masyarakat pro dan kontra mereka
sama-sama saling tidak peduli. Hal itu ditunjukan ketika ada acara
berupa hajatan, lalayu atau taziah dan acara-acara yang lainya
mereka saling memisahkan diri, dalam artian mereka datang ke acara
tersebut apabila mereka satu kelompok dengan dia (in-group-nya).
“Seperti ketika ada sripahan (orang meninggal), baik
yang pro ataupun kontra seakan tidak peduli, ketikan
orang meninggal pada warga pro, warga yang kontra
tidak datang, contoh kedua yaitu ketika ada hajatan
di salah satu warga pro atau kontra maka tidak
datang meskipun ada undanganya. Ada juga ketika
ada yang sakit, baik yang pro atau kontra tidak
peduli, yang peduli ya yang sepaham dengan dia”,
ungakap Sumartono (47), 17/01/2016.
Jadi antara kelompok dalam (in group) dan kelompok luar
(out group) mempunyai saling ketergantungan dengan konflik,
karena biasanya kekompkan muncul disebabkan adanya ancaman
dari luar kelompoknya. Sehingga hal itu membuat atau menciptakan
kekompakan kelompok dalam (in-group-nya) untuk melawan musuh
dari luar (out group), (Utsman, 2007, hal. 27).
7. Upaya Penyelesaian Konflik
Upaya penyelesaian konflik atau yang dikenal dengan istilah
conflict management menurut Rubenstein dalam bukunya Novri Susan
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(2014; 122-123) bahwa conflict management bertujuan memoderasi
atau memberadabkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar
konflik dan sebab-sebabnya, dalam artian semua konflik tidak perlu
diselesaikan tetapi mempelajari cara mengelola berbagai konflik agar
dapat mengurangi kekerasan.
Pemerintah Kulon Progo dalam menangani konflik atau
masalah mengenai pembangunan bandara yang menimbulkan pro dan
kontra, khususnya dalam mengahadapi masyarakat yang kontra (WTT)
lebih bersifat persuasif dan melakukan-melakukan pendekatan kepada
mereka yang menolak pembangun bandara ini.
Menurut Rubenstein (1996) dan Carpenter (1988)
menyatakan secara eksplisit bahwa istilah conflict management adalah
upaya pencegahan konflik dari kekerasan tanpa harus mencapai
pemecahan masalah (Susan, 2014, hal. 123).
Pembebasan lahan dalam pembangunan bandara di lima desa
yaitu Desa Glagah, Palihan, Kebonrejo, Jangkaran, dan Sindutan yang
sudah berlangsung prosesnya sejak tahun 2015 lalu sampai awal tahun
2016 ini memang tidak berjalan mulus. Hal itu dikarenakan beberapa
dari masyarakat yang kontra bandara (WTT) belum juga mau lahanya
didata oleh petugas dari BPN Kulo Progo. Dari pemerintahpun
melakukan upaya-upaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut
supaya tidak berkepanjangan. Pemerintah menilai penolakan yang
dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai dampak dari alih fungsi
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lahan yang nantinya berdampak bagi masyarakat yang menggantungkan
hidupnya dari hasil pertanian. Memang selama ini mereka bertempat
tinggal dan bertani di lokasi bandara baru yang akan dibangun. Upaya
yang dilakukan oleh pemerintah  mulai dari rencana relokasi bagi warga
terdampak langsung ataupun tidak langsung pembangunan bandara ini
sudah disiapkan. Adapun rencana relokasi bagi warga terdampak
nantinya akan dipindahkan di tanah Kas Desa, yang masing-masing
berada di lima desa terdampak.
Sementara itu mengenai ketenagakerjaan pemerintah terkait
dalam hal ini Pemda Kulon Progo juga mengupayakan supaya warga
terdampak akan mendapat pekerjaan baik ketika dalam proses
pembangunan bandara dan ketika bandara itu sudah jadi. Masyarakat
terdampak tidak perlu kawatir akan keberlangsungan hidupnya, mulai
dari tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya karena Pemerintah Kulon
Progo dan PT Angkasa Pura I akan memprioritaskan warga terdampak
pembangunan bandara dalam hal penyerapan tenaga kerja di bandara
tersebut dan memberikan ganti rugi. Seperti yang diungkapkan oleh
Bapak Ir. RM. Astungkoro, M.Hum, selaku Sekda Kulon Progo;
“Jadi gini, kekawatiran terhadap anak cucu mereka
menurut saya sah-sah saja. Tapi saya bagian dari
pemerintah ini kan memperhatikan betul dan
mengupayakan betul terhadap mata pencaharian
mereka,  sesuai dengan kemampuanya.  Artinya apa
kalau menjanjikan ke anak cucu mereka, di sini kan
ada perusahaan besar, jadi kan membutuhkan tenaga
besar juga, dengan tenaga lokal tentunya yang
diutamakan” (23/02/2016).
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Memprioritaskan warga terdampak dalam lapangan pekerjaan
memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemrintah dan instansi
terkait. Sehingga adanya jaminan bagi mereka yang terdampak untuk
keberlangsungan kehidupanya setelah ataupun sebelum adanya bandara
baru itu. Untuk masalah penyerapan tenaga kerja tentunya disesuaikan
dengan kemampuan dan potensi setiap masyarakat setempat.
Selain mengupayakan ganti rugi bagi masyarakat terdampak
bandara, sikap pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang ada juga
lebih bersifat persuasif kepada mereka yang menolak pembangunan
bandara (WTT). Masyarakat yang menolak pembangunan bandara
dengan sikap tidak membolehkan tanah mereka untuk di data dan
diukur oleh BPN, pemerintah selaku pemangku kekuasaan atau
kebijakan menilai hal itu syah-syah saja dilakukanya, yang penting baik
aparat atau masyarakat terdampak tidak melakukan hal-hal yang
anarkis. Jadi dalam hal ini mengikuti peraturan perundang-undangan
yang ada. seperti hasil wawancara dengan Pak Astungkoro (56);
“Ya dengan upaya-upaya persuasif, melakukan
pendekatan-pendekatan, berikan informasi dan beri
tahu kepada mereka atas hak-hak mereka, kita
lakukan berulang kali.  Kita lebih suka persuasif, dan
pendekatan manusiawi, perkara di lapangan kita di
kata-katai tidak bagus, tidak apa-apa kita sebagai
pelayan masyarakat memang harus demikian”
(23/02/2016).
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Penyelesain masalah alih fungsi lahan untuk pembangunan
berkaitan dengan kepentingan umum, memang sudah diatur sedemikian
rupa di dalam UU  No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum. Dari mulai tahap-tahap proses pembagunan
sampai pada tahap-tahap ganti rugi sudah diatur di dalam UU No.2
Tahun 2012.
Meskipun demikian, walaupun sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan mulai dari tahap-tahap persiapan, proses
sosialisasi, konsultasi publik, pendataan dan inventarisasi tanah, dan
penilain tanah, tidak menutup kemungkinan konflik tersebut berhenti.
Seperti yang disampaikan di atas bahwa conflict management bukanlah
cara untuk menyelesaikan konflik yang ada akan tetapi bagaimana
mempelajari cara mengelola konflik agar dapat mengurangi kekerasan.
Terlepas dari conflict management, juga tata kelola konflik
(conflict governance) yaitu bukan hanya bagaimana mengelola konflik
dengan baik, akan tetapi bagaimana mengkonstruksikan pemecahan
masalah dan menangani akar-akar konflk (Susan, 2014, hal. 124).
Mengkonstruksikan kembali diperlukan supaya dapat mengidentifikasi
dan membuat pemetaan-pemetaan konflik yang terjadi di dalam
masyarakat. Dengan demikian akan mempermudah dalam menangani
berbagai masalah konflik di dalam masyarakat, yang kemudian dapat
tercapailah penyelesaian konflik tersebut.
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C. Pokok Temuan Penelitian
Peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan menemukan
beberapa pokok temuan, di antaranya sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik lahan dalam pembangunan
bandara di Kulon Progo.
Masyarakat yang terdampak pembangunan bandara di lima desa
yaitu Desa Palihan, Glagah, Kebonrejo, Jangkaran, dan Sindutan, yang
berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, terjadi konflik
yang disebabkan oleh: a). Alih fungsi lahan pertanian, b). Sikap
masyarakat yang berbeda yaitu munculnya sikap masyarakat yang pro
bandara dengan kontra bandara, c). Pendataan tanah yang dilakukan
oleh BPN masih beberapa terdapat kekeliruan, d). Ganti rugi belum
diketahui secara jelas dikarenakan menunggu hasil tim Appraisal, e).
Perbedaan sikap antara  masyarakat yang pro dan kontra.
2. Dampak dari Adanya Konflik Sosial
a. Perubahan kepribadian masyarakat
Hal ini terlihat ketika peneliti mencoba mencari data di
lokasi penelitian, sikap masyarakat atau warga sekitar menaruh
kecurigaan kepada setiap orang asing yang datang ke lokasi bakal
calon pembangunan bandara itu. Rasa curiga yang cukup tinggi
dapat memunculkan salah faham di antara individu atau kelompok.
Perubahan berikutnya adalah sikap antara warga yang pro
dengan kontra tidak saling peduli ketika ada suatu acara. Misalnya
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ketika ada acara hajatan dan lelayu. Mereka hanya datang kepada
anggota yang menjadi kelompoknya baik pro maupun kontra.
b. Munculnya gap-gap atau kelompok-kelompok sosial
Perbedaan sikap masyarakat dengan adanya pembangunan
bandara menimbulkan atau menciptkan gap-gap sosial di
masyarakat. Yaitu adanya masyarakat atau warga yang pro dan
kontra.
c. Masyarakat terdampak pembangunan bandara menjadi sensitif dan
protektif.
d. Masyarakat kususnya kontra kurang percaya terhadap kredibilitas
dari kepemimpinan Sri Sultan HB ke X yang bertindak selaku
Gubernur DIY.
e. Tidak berjalanya program-program kerja yang diadakan dari desa di
masyarakat terdampak.
3. Status Kepemilikan Tanah
Kepemilikan tanah di wilayah terdampak pembangunan bandara
setidaknya dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok yaitu: a).
Pemilik tanah, b). Dan  penggarap lahan (Lahan yang bersertifikat dan
PAG).
4. Masyarakat yang kontra atau menolak (WTT) pembangunan bandara
sebagian besar adalah mereka yang tidak mempunyai lahan
(penggarap). Adapun masyarakat kontra (WTT) ada yang mempunyai
lahan (hak milik) namun tidak begitu luas.
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5. Ada masyarakat yang kontra namun dia tidak ikut WTT.
6. Masyarakat yang pro bandara adalah kebanyakan dari mereka pro
bersyarat. Setidaknya ada tiga tuntutan mereka yaitu; relokasi gratis,
ganti rugi  atau kompensasi PAG, dan masalah lapangan pekerjaan.
7. Lahan yang dijadikan bandara adalah lahan produktif, yang setiap tahun





Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai konflik lahan
dalam pembangunan bandara dapat ditarik kesimpulanya bahwa, ketika
adanya kebijakan pembangunan yang memerlukan tempat berupa lahan di
suatu daerah tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan, baik itu
akan memicu terjadinya konflik atau sengketa lahan, perubahan sosial,
ataupun beberapa permasalahan lainya. Memang hal semacam itu tidak
dapat terelakan lagi, apalagi mengingat karakteristik setiap masyarakat
baik dilihat dari aspek nilai dan norma, serta kebudayaan pastinya akan
berberda satu dengan yang lainya.
Konflik lahan atau sengketa lahan yang ada di Kulon Progo
disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian sebagai pembangunan
bandara.Selama ini lahan yang berada di sebelah pantai selatan di
Kecamatan Temon merupakan lahan atau tanah milik Pakualaman (PAG).
Sementara itu sebelahnya lagi merupakan lahan milik warga yang memang
mempunyai sertifikat.Setidaknya dalam pembangunan bandara ini yang
dijadikan sebagai tempat berdirinya bandara baru adalah lahan milik warga
yang mempunyai hak milik dan sebagian lagi adalah tanah atau lahan
milik Pakualaman (PAG).
Dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo ini
membutuhkan setidaknya kurang lebih seluas 650 hektar, artinya lahan
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yang dibutuhkan memang cukup luas. Adapun lokasi pembangunan
bandara ini berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,
tepatnya berada di 5 desa yang terdampak yaitu; Desa Palihan, Glagah,
Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo. Dari ke lima desa terdampak ada dua
desa yang paling luas terdampaknya yaitu Desa Palihan dan Glagah.
Adapun yang terdampak dari mulai tempat tinggal warga, lahan pertanian,
tambak udang dan ikan, tumbuhan atau tanaman warga dan beberapa
peternakan warga.
Pembangunan bandara baru di Kulon Progo menimbulkan
beberapa permasalahan berupa konflik lahan yaitu antara masyarakat yang
kontra atau menolak pembangunan bandara. Adapun masyarakat yang
menolak bandara ini tergabung dalam kelompok yang mereka beri nama
dengan Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT). Masyaraka yang kontra
pembangunan bandara lebih karena mereka tidak mau direlokasi dan tidak
mau lahanya dijadikan bandara.Selain itu mereka juga menolak bandara
karena tidak mau kehilangan profesi mereka sebagai petani.Selama ini
mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian baik mereka yang
mempunyai lahan (hak milik) ataupun mereka yang hanya sebagai buruh
tani (penggarap). Untuk lahan PAG (Pakualaman Ground) selama ini yang
mengelola atau mengurusi dari masyarakat setempat.Lahan yang mereka
garap baik itu lahan PAG atau punya mereka sendiri adalah lahan yang
produktif, yang dapat menghasilkan tanaman palawija, dan buah-buahan,
yang jika panen keuntunganya tidak sedikit.
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Permasalahan yang muncul adalah sebagian warga atau masyarakat
tidak menerima pembangunan bandara baru di wilayah mereka, seperti
yang dijelaskan di atas bahwa penolakan dilakukan oleh mereka yang
tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal atau WTT. Di lain pihak
ada masyarakat yang menerima atau pro terhadap pembangunan bandara
tersebut. Akhiranya di dalam masyarakat yang terdampak yaitu Desa
Palihan, Glagah, Sindutan, Jangkaran, dan Sindutan menibulkan
pergolakan sosial berupa sangsi sosial dan terjadinya gap-gap atau
kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat.
Konflik yang terjadi di Kulon Progo berkaitan dengan
pembangunan bandara bersifat horizontal dan vertikal. Konflik horizontal
terjadi antar masyarakat itu sendiri yaitu antara warga yang pro dan kontra
bandara. Apabila salah satu kelompok warga mengadakan acara seperti
hajatan, atau ada warga yang meninggal, yang datang hanya kelompoknya
sendiri, warga yang pro datang ke yang pro dan sebaliknya dengan warga
yang kontra juga hanya datang kepada warga yang kontraa. Sedangkan
untuk konflik vertikalnya terjadi antara warga yang kontra bandara (WTT)
dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo, BPN, dan PT Angkasa Pura I.
Upaya penyelesaian konflik atau conflict management sebagai
bentuk mempelajari cara mengelola berbagai konflik agar dapat
mengurangi kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Selain itu
juga pentingnya melakukan pengelolaan konflik secara baik dengan
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melakukan pemetaan-pemetaan masalah yang ada, dan merekonstruksikan
konflik di dalam suatu masyarakat yang sedang berkonflik.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan
temuan-temuan hasil penelitian ada beberapa saran atau masukan yang
ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam pembangunan
bandara tersebut. Selain itu juga sekiranya menjadi acuan atau bahan
evaluasi kedepanya dalam menjalankan suatu pembangunan di suatu
wilayah. Adapun beberapa saran atau masukanya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah atau instansi terkait dalam menjalankan kebijakan suatu
program pembangunan nasional di suatu wilayah, perlu adanya
pertimbangan-pertimbangan dan rencana yang matang. Hal tersebut
berkaitan dengan AMDAL, baik sebelum atau sesudah dilakukanya
pembangunan itu, serta dampak sosial yang ditimbulkanya.
2. Alih fungsi lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku
pemangku kebijakan, mengingat sektor pertanian yang semakin sempit
dan sedikit. Hal itu berkaitan dengan ketersediaan pangan nasional.
Selain itu juga lahan yang dijadikan tempat berdirinya bangunan perlu
adanya peninjauan ulang, apakah tanah atau lahan itu produktif atau
tidak.
3. Pemerintah atau instansi terkait perlu mengadakan ganti rugi yang pas
dan sesuai kepada masyarakat terdampak. Keterbukaan dan transparansi
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kepada masyarakat mengenai kebijakan dan ganti rugi kepada mereka
yang terdampak juga penting.
4. Melibatkan masyarakat terdampak pembangunan dari mulai tahap-tahap
pembangunan ataupun setelah pembangunan selesai. Memprioritaskan
masyarakat terdampak, dalam hal ketenagakerjaan, tentunya dengan
disesuaikan dengan potensi dan keahlian SDM-nya.
5. Masyarakat khususnya daerah pedesaan perlu adanya sikap dan sifat
kedewasaan dalam menerima kebijakan pemerintah, dan ikut aktif
dalam membuat dan mengontrol jalanya suatu kebijakan.
6. Masyarakat terdampak perlu adanya saling kerjasama antar warga dan
pemerintah untuk menemukan solusi terbaik. Bisa dengan jalan
musyawarah, mediasi, dan sebagainya.
7. Pemahaman mengenai suatu peraturan yang termuat dalam peraturan
perundang-undagan (UU No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum) dan peraturan perundang-undangan yang
lainya harus dipahami bersama, khususnya masyarakat.
8. Pembangunan yang dilaksanakan haru berlandaskan untuk kebaikan
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Lampiran i
FOTO LOKASI CALON BANDARA BARU DAN KONDISI PADA
MASYARAKAT DI KULON PROGO
Gambar 2.1. Lokasi bakal bandara baru di Kulon Progo (lahan PAG),
(Dokumentasi pribadi;18-2-2016)
Gambar 2.2 Lahan pekarangan milik warga yang sudah dipasang patok
(Dokumentasi pribadi;18-2-2016)
133
Gambar 2.3 Kelompok WTT yang melakukan protes di kantor kelurahan Desa
Palihan, berkaitan dengan pendataan (dokumentasi pribadi; 20 januari
2016)
Gambar 2.4. Pemasangan spanduk oleh kelompok WTT bernada penolakan
bandara di kantor kepala desa Palihan (dokumentasi pribadi 20 januari
2016)
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Gambar 2.5. Aksi penghadangan oleh warga yang menolak dalam
pemasangan patok oleh petugas (Dokumentasi pribadi; 16 februari 2016)
Gambar 2.6. BPN saat melakuan klarifikasi pendataan tanah kepada warga
kontra (dokumentasi pribadi, 20 Januari 2016
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Gambar 2.7 Denah peta lokasi bandara baru di Temon, Kulon Progo,




Lokasi Penelitian : Desa Palihan dan Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon
Progo
Jumlah Narasumber : 21 narasumber yang terdiri dari: 6 masyarakat
kontra (2 di antaranya bukan anggota WTT), 7
masyarakat pro, 2 narasumber dari PT Angkasa
Pura, 1 narasumber dari Badan Pertanahan Nasional
Kulon Progo (BPN), dan 5 narasmuber dari
permerintah daerah.
No Kode Keterangan
1 FPK Faktor penyebab konflik
2 KS Konflik social
3 UPK Upaya penyelesaian konflik
4 JK Jenis Konflik
5 SMK Sikap masyarakat kontra
6 SMP Sikap masyarakat pro
7 AMM Alasan masyarakat menolak




Bulan : Januari-Maret 2016
Waktu : 09.30-16.30 WIB
Lokasi : Desa Palihan dan Desa Glagah
Adapun beberapa aspek yang diamati selama penelitian dalam
kegiatan observasi yaitu sebagai berikut:
No Aspek yang diamati Keterangan
1 Lokasi Penelitian ini dilakukan berada di Desa
Palihan dan Glagah, Kecamatan Temon,
Kabupaten Kulon Progo.
2 Sikap/Tingkah laku
a. Sikap Masyarakat Pro dan
Kontra
a. Sikap masyarakat secara umum baik
yang Pro dan Kontra saling
menaruh kecurigaan satu sama lain
di dalam menjalin hubungan sosial
di masyarakat. Lebih dari itu ketika
ada orang asing yang datang ke
desa, masyarakat menaruh
kecurigaan. Misalnya  kedatanganya
berkaitan dengan kepentingan
pembangunan bandara (utusan dari
138
Pemerintah Daerah Kulon Progo,
BPN selaku tim pengukur/pendata
tanah, dan PT. Angkasa Pura I).
b. Sikap pemerintah atau
dinas terkait
Dalam memberikan informasi mengenai
pembangunan bandara di Kulon Progo
sifatnya terbuka dan transparan. Hanya
saja beberapa sifatnya yang sangat
rahasia tidak boleh orang orang luar/
keperluan penelitian tidak
diperkenankan diambil datanya.
Misalnya ketika peneliti meminta
keterangan dari instansi terkait,
berkaitan dengan data hasil pengukuran
dan inventarisasi lahan terdampak
bandara.
3 Masayarakat yang terdampak
langsung pembangunan
bandara
Warga di desa Palihan yang terkena
dampak langsung sesuai data yang
diperoleh dari kedua desa Palihan dan
Glagah. Ada sekitar 248 KK di desa
Palihan, dan di Desa Glagah 163 KK.
4 Kehidupan sosial a. Masyarakat di kedua desa mayoritas
bermata pencaharian sebagai petani,
baik sebagai petani penggarap lahan
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atau pemilik lahan.
b. Hubungan masyarakat kurang
harmonis setelah adanya rencana
pembangunan bandara, sehingga
terbentuknya gap-gap antara
masyarakat yang pro dan kontra.
5 Dampak adanya
pembangunan bandara
a. Adanya sikap saling curiga dan
tidak saling percaya
b. Aksi demonstrasi dan kontak fisik
c. Terbentuknya masyarakat Pro dan
Kontra. Munculnya kelompok-





A. Masyarakat yang Terkena Dampak Pembangunan Bandara di Daerah









Hari dan tanggal :
Waktu :
2. Daftar Pertanyaan
a. Sebelumnya apakah anda mengetahui rencana Pembangunan Bandara
Internasional di Kulonprogo, khususnya di sekitar pantai Glagah,
kalau iya dari mana anda mengetahui hal tersebut?
b. Sikap apa yang anda tunjukan terhadap kebijakan pemerintah
mengenai pembangunan bandara tersebut?
c. Apa yang melatarbelakangi adanya konflik lahan antara masyarakat
dengan pemerintah
d. Apakah anda memiliki lahan di mana akan dilakukan pembangunan
bandara tersebut, jika ada berapa luas tanah anda?
e. Apakah tanah anda termasuk tanah yang produktif?
f. Apakah dari pemerintah ada ganti rugi untuk lahan anda, kalau ada
berapa?
g. Apa yang membuat anda menolak pembangunan Bandara
Internasional di Kulonprogo?
h. Bagaimana hubugan anda dengan masyarakat yang pro atau
mendukung pembangunan bandara?
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i. Bagaimana kebijakan pemerintah selama ini dalam rencana
pembangunan Bandara Internasional?
j. Berapa luas lahan anda yang akan terkena dampaknya?
k. Kenapa anda menolak ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah atau
dari pihak Angkasa Pura I?
l. Selama ini bentuk penolakan pembangunan bandara dilakukan dengan
cara apa?
m. Terlepas dari menolak pembangunan itu, menurut anda dampak positif
atau negatif yang ditimbulkan seperti apa?
n. Menurut anda solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau
sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat setempat?
B. Masyarakat yang Terkena Dampak Pembangunan Bandara di Daerah









Hari dan tanggal :
Waktu :
2. Daftar Pertanyaan
a. Apakah anda mengetahui rencana Pembangunan Bandara
Internasional di Daerah Kulonprogo, kalau iya dari mana anda
mengetahui informasi tersebut?
b. Sejak kapan sebenarnya ada rencana pembangunan bandara tersebut?
c. Apa yang melatarbelakangi adanya konflik lahan antara masyarakat
dengan pemerintah?
d. Apakah anda memiliki lahan di tempat di mana akan dilakukan
pembangunan bandara, misalkan ada berapa luas lahan anda?
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e. Sikap apa yang anda tunjukan terhadap kebijkan rencana
pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo?
f. Bagaimana hubungan anda dengan warga yang kontra terhadap
kebijakan pembangunan bandara?
g. Apakah tanah anda termasuk tanah yang produktif, jika iya apakah
tanah itu menjadi sumber pemasukan keluarga anda?
h. Kenapa anda menerima pembangunan bandara?
i. Apakah ada ganti rugi dari pemerintah untuk lahan anda, dan berapa
ganti ruginya?
j. Bagaiamana sistem ganti ruginya?
k. Menurut anda solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau
sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat setempat?









Hari dan tanggal :
Waktu :
2. Daftar Pertanyaan
a. Bagaimana tanggapan atau sikap anda dengan akan dibangunya
Bandara Internasional di Kulonprogo?
b. Kenapa anda menerima atau menolak mengenai pembangunan
bandara tersebut?
c. Bagaimana sikap masyarakat terhadap anda, ketika anda mendukung
pembangunan bandara teresebut atau sebaliknya ketika anda kontra?
d. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara
masyarakat dengan pemerintah?
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e. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menyelesaikan konflik lahan tersebut?
f. Lahan yang akan diajadikan tempat pembangunan bandara apakah
tanah milik masyarakat atau sultan grounddan berapa banyak
masyarakat yang mempunyai bukti berupa sertifikat kepemilikan
tanah?
g. Sikap atau kebijakan apa yang anda ambil dalam menghadapi
pertentangan pembangunan bandara?
h. Menurut anda solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau
sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat setempat?










Hari dan tanggal :
Waktu :
2. Daftar pertanyaan
a. Apa fungsi dan tugas PT. Angkasa Pura I dalam rencana
pembangunan Bandara Internasional di Daerah Kulon Progo ?
b. Apa yang melatarbelakangi rencana Pembangunan Bandara
Internasional di Daerah Kulon Progo?
c. Siapa yang membuat kebijakan tersebut, dan dalam hal itu Angkasa
Pura I bertindak sebagai apa?
d. Kapan tepatnya rencana pembangunan bandara direncanakan?
e. Kenapa daerah Kulonprogo yang menjadi tempat dari pembanguan
bandara?
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f. Sejauh manakah peran PT. Angkasa Pura I dalam melaksanakan
Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo?
g. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan rencana
pembangunan bandara?
h. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura I dalam
menyelesaikan sengketa lahan di Kulonprogo berkaitan dengan
pembangunan bandara?
i. Bagaimana yang dilakukan PT. Angkasa Pura I dalam mengganti rugi
masyarat terdampak?
j. Berapa ganti rugi yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura untuk
masyarakat terkena dampak pembangunan bandara tersebut?
k. Berapa taksiran biaya yang dikeluarkan untuk membnagun Bandara
Internasional di Kulonprogo?
l. Membutuhkan Berapa lama pembangunan bandara tersebut?
m. Apa dampak positif dan negatif pembangunan bandaran apabila telah
terealisasikan?
n. Dan bagaimana Angakasa Pura memberdayakan masyarakat setempat






1. Nama : Sumartono
2. Usia : 47 tahun
3. Jabatan : Katua Wahana Tri Tunggal (WTT)
4. Pekerjaan/Profesi : Petani
5. Alamat : Kragon II, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 17 Januari 2016, pukul 11.17-12.02 WIB,
rumah Pak Martono
B. Wawancara
Peneliti : Pak perkenalkan, saya Akhmad Sopanudin dari UNY
yang dulu  pernah kesini.
Narasumber : Oh, iya mas ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Begini Pak, saya mau tanya-tanya mengenai
pembangunan bandara di sini, sejak kapan ya pak ada
mulai isu tersebut?
Narasumber : Ya awalnya denger-denger tahun 2012, tapi waktu itu
belum ada sosialisasi, tapi sebelumnya warga
menyatakan nggak setuju. Tapi oleh pemerintah desa
dikemas supaya setuju, kalau tidak setuju kita bersyarat
saja, kalau syaratnya berat dan pemerintah gak sanggup
kan sama saja menolak. Tapi ternyata pemerintah desa
nggak fare tinggal manut dan sepakatnya saja dari DPR,
tentunya dengan bermacam cara akhirnya masyarakat
ada yang menerima, tinggal WTT saja yang tidak setuju.
Peneliti : Berarti dari pihak pemerintah desa atau Kepala Desa
Palihan mendukung ya Pak?
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Narasumber : Pemerintah desa Mendukung, bahkan dengan segala
macam tipu daya tentunya kaya janji-janji, tapi kan hal
itu apa bila nggak jadi dipenuhi pastinya masyarakat
akan gejolak mas. Karena banyak hal yang ditipukan
oleh pemerintah desa.
Peneliti : Sebelumnya apakah ada sosialisasi adanya
pembangunan bandara, dan siapa yang mengadakan
sosialisasi itu?
Narasumber : Iya ada, sosialisasi dilakukan dari pemerintah daerah
dan dinas terkait, dari PT. Angkasa Pura I, dan BPN
(Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kulon Progo.
Peneliti : Pak untuk luas area pembangunan bandara di sini
setahu bapak berapa ya?
Narasumber : Informasinya si 640-an hektar dari lima desa;
Jangkaran, Sindutan, Glagah, Palihan, dan Kebonrejo,
hampir satu kecamatan.
Peneliti : O iya pak, untuk kebijakan pembangunan bandara itu,
dari pemerintah pusat atau daerah ya setahu bapak?
Narasumber : Itu, kalau pemerintah daerah kan cuman menfasilitasi,
Cuma mencarikan jalan, ya yang punya kebijakan ya dari
pemerintah pusat.
Peneliti : Selama ini untuk masyarakat yang menolak itu dari
siapa saja ya pak?
Narasumber : Sebenarnya masyarakat yang menolak itu terdiri dari 5
desa (Sindutan, Jangkaran, Glagah, Palihan, dan
Kebonrejo) yang terdampak dan tergabung dalam WTT
(Wahana Tri Tunggal), tapi seiring berjalanya waktu
yang kuat hanya tinggal di 3 desa yaitu Glagah, Palihan,
dan Sindutan, yang lainya itu berubah menjadi pro
bersyarat. Ada yang keluar dari WTT, tapi pada dasarnya
mereka tetep harga yang dipakai, pro 10% tanpa syarat,
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WTT 30% menolak tanpa syarat, 60% pro bersyarat. Ya
sebenarnya yang kontra atau menolak ada 90%, hanya
saja yang menolak tanpa syarat itu ada 30% yaitu WTT.
Peneliti : Setahu Bapak yang Pro brersyarat, syaratnya apa saja
yang mereka ajukan?
Narasumber : Ganti rugi uang, relokasi gratis, dan lapangan
pekerjaan, jadi ada tiga tuntutan.
Peneliti : Setahu Bapak untuk ganti ruginya sebesar berapa ya?
Narasumber : Kalau jumlah nominalnya gak tahu, namun kalau ancer-
ancernya kalau gak pakai NJOP juga pakai harga yang di
BPN, saya kira itu.
Peneliti : Kalau untuk tanahnya sendiri yang ada di sini termasuk
tanah produktif?
Narasumber : Iya di sini memang tanah produktif, karena warga di
sini menggantungkan hidupnya memang dari hasil
pertanian. Jadi yang menolak memang masyarakat yang
menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, hasil
bumi. Namun memang penolakan yang dilakukan bukan
oleh sembarangan orang, karena tim intimidasinya benar-
benar kuat, kalau semisal gak kuat menolak ya akan
roboh, maka tersisalah masyarakat WTT ini.
Produktivitas lahan di sini ditunjukan atau dibuktikan
dengan setiap kali panen, misalnya satu kali panen buah
semangka misalnya orang itu bisa untuk beli motor, jadi
petani di sini sudah sejahtera bukan masyarakat yang
terbelakang.
Adapun masyarakat Pro nantinya yang akan diangkat
sebagai tenaga kerja di bandara ini kalau tidak sesuai
dengan pendapatan dari hasil mereka bertani, tentunya
akan menuntut juga. Kalau tanah di sini memang tanah




bandara, akan tetapi kan tidak, tanah di sini produktif dan
masyarakat sudah sejahtera dan berkecukupan kenapa
pembangunan bandara ditempatkan di sini bukan cari
tempat lain? harusnya pemerintah juga memikirkan hal
itu.
Peneliti : O iya pak, untuk WTT sendiri jumlahnya berapa ya?
Narasumber : Jumlahnya 300 KK, itu yang terdampak langusung
rumah, pekarangan, dan lahanya. Sebenarnya ada 600
KK semuanya namun 300 lainya berada di luar (tidak
terdampak langsung). Dan WTT menyisakan 380 bidang
tanah yang belum diukur atau belum bisa diukur.
Peneliti : Itu lahan yang terdampak termasuk punyanya Bapak?
Narasumeber: Iya itu termasuk punyanya saya dan masyarakat yang
tergabung dalam WTT.
Peneliti : Untuk tanah sendiri,  apakah masyarakat yang menolak
mempunyai sertifikat atau tidak Pak, dalam kepemilikan
lahan?
Narasumber : Ada yang sertifikat dan ada yang leter C. Ketika
pengukuran dilkukan malah yang punya WTT lebih pas
dari pada mereka yang sudah diukur (masyarakat pro),
pengukuran bedasarkan luas yang ada di sertifikat namun
ketika diukur di lapangan terjadi banyak kesalahan atau
luasnya jadi berkurang, karena diukur dengan garis lurus.
Sehingga terjadi gejolak seperti yang terjadi di desa
Jangkaran.
Peneliti : Setahu Bapak, alasan kenapa pembangunan bandara di
sini apa ya?
Narasumber : Ya alasanya untuk perluasan Bandara Adi Sucipto yang
sudah penuh, untuk kesejahteraan masyarakat setempat,
mendatangkan investor asing. Tapi sebenarnya alasan
pemerintah tidak pas, soalnya masyarakat di sini sudah




makmur, sejahtera, apakah dengan pembangunan
bandara nantinya akan mensejahterakan
masyarakat?Jangan samakan di sini seperti di Bali yang
memang pembangunan bandara untuk menunjang
pariwisata dan mensejahterakan masyarakat setempat,
kalau di sini kan memang dari dulu bertani dan dengan
bertani sudah sejahtera. Ibaratnya lahir jeger sudah
ditakdirkan bertani.
Peneliti : O iya maaf pak sebelumnya, kalau boleh tahu apakah
bapak punya lahan, dan berapa luasnya?
Narasumber : Iya saya punya, memang tanah saya tidak luas, hanya
sekitar 600-an m2. Tapi ya kan tanah yang saya garap ada
sekitar 2 hektar, itu punya warga WTT juga. Yang
kebetulan mereka yang sudah tidak mampu lagi
menggarapnya. Jadi sebenarnya di WTT itu sudah
kompak, jadi warga yang sudah tidak mampu lagi
menggarapa tanahnya sendiri akan digarap oleh warga
lain sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Sehingga
tanahnya tidak ada yang menganggur. Kalaupun warga
yang tanahnya luas, karena faktor usia juga mungkin
karena mereka tidak bisa menggarap lahanya sendiri
sehingga perlu bantuan tenaga lainya.
Peneliti : Untuk lahan atau tanahya sendiri bisanya di tanami apa
ya pak?
Narasumber : Ya tanaman buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau buah
biasnya Melon, Semangka dan sebagainya. kalau sayuran
biasanya kubis, kentang, cabai, jagung, dan tanaman
palawija.
Peneliti : O iya itu kan ada lahan sendiri dan ada lahan orang lain
yang digarap, untuk hasil panenya nanti bagaimana pak?
Comment [O5]: SMK
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Narasumber : Ya nanti bagi hasil, memang sebelum ada isu
pembangunan untuk masyarakat di sini gotong
royongnya sangat baik sekali sejak dulu, khususnya
untuk WTT sendiri sudah berkomitmen bersama, apabila
ada yang tidak sanggup mengelola lahanya makan akan
digarap oleh warga yang lainya, nantinya hasilnya dibagi
sesuai kesepakatan.
Peneliti : Untuk WTT sendiri dibentuknya sejak kapan ya pak?
Narasumber : Pada bulan September 2012.
Peneliti : WTT untuk struktur organisasinya apakah ada pak?
Peneliti : Bentuk penolakan dari WTT sendiri seperti apa pak?
Narasumber : Iya dengan melakukan aksi demontrasi, yang
disampaikan lewat birokrasi, pemerintah desa, DPR, dan
Pemda kabupaten Kulon Progo.
Peneliti : Selain di luar kegiatan demontrasi, apakah ada kegiatan
lain yang dilakukan WTT pak?
Narasumber : Ada, biasanya kami mengadakan kegiatan
mujahadahan atau pengajian bersama masyarakat yang
tergabung dalam WTT. Kegiatan tersebut selain sebagai
sarana silaturahmi, juga untuk meminta kepada Tuhan
yang Maha Esa supaya diberikan yang terbaik, dan
harapanya pembangunan bandara di sini tidak jadi.
Peneliti : Kegiatan mujahadaan dilaksanakan setiap kapan pak?
Narasumber : Biasanya untuk yang sekala kecil dilaksanakan satu
minggu sekali setiap malam Jum’at, adapun yang sekala
besar atau seluruh warga WTT setiap salapan dina (45
hari sekali).
Peneliti : O iya Pak, kegiatan mujahadaan atau doa bersama
untuk dananya dari mana?
Narasumber : Kita dalam penggalangan dana dari WTT itu sendiri,
sistemnya iuran Mas, keperluan untuk konsumsi, aksi
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demonstrasi selama ini untuk keperluan spanduk dan
sebagainya juga hasil dari iuran. Murni bukan dari orang
luar, kalau selama ini ada yang bilang sumber dana dari
luar itu tidak benar Mas.
Peneliti : Kalau dana dari orang luar berarti tidak ada nggih?
Narasumber : Iya tidak ada, kalau anggapan ada campur tangan dari
orang luar tidak ada. Kalau ada pun hanya sebatas tidak
setujunya pembangunan bandara di Kulon Progo.
Misalnya dari keluarga keraton sendiri kan ada pihak
yang memang kurang setuju terhadap pembangunan ini.
Peneliti : Bagaimana hubungan bapak atau warga yang pro
dengan warga yang kontra?
Narasumber : Di masyarakat sekarang ini kan terjadi menjadi dua
kubu yaitu pro dan masyarakat yang kontra sehingga
keduanya bermusuhan. Nah di dalam masyarakat
akhirnya terjadi sangsi sosial Mas. Seperti ketika ada
sripahan (orang meninggal), baik yang pro ataupun
kontra seakan tidak peduli, ketikan orang meninggal
pada warga pro, warga yang kontra tidak datang, contoh
kedua yaitu ketika ada hajatan di salah satu warga pro
atau kontra maka tidak datang meskipun ada
undanganya. Ada juga ketika ada yang sakit, baik yang
pro atau kontra tidak peduli, yang peduli ya yang
sepaham dengan dia.
Peneliti : Menurut bapak solusi yang tepat untuk menyelesaikan
konflik ini seperti apa sih pak?
Narasumber : Ya solusinya yang tepat, ya supaya pembangunan
bandara dipindah saja jangan di sini, wong pemerintah
Sleman aja dulu minta supaya  dibangun di sana saja,





di Jawa Tengah, kalau di Purworejo saja yang lahanya
kurang subur kan bisa, jangan di sini.
Peneliti : Iya pak, sementara itu dulu, terimakasih banyak atas
waktunya.




1. Nama : Agus Widodo
2. Usia : 30 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : Si-PAL, Wahana Tri Tunggal (WTT)
5. Alamat : Kragon II, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 20 Januari 2016, pukul 13.45-14.16 WIB,
halaman Balai Desa Palihan.
B. Wawancara
Peneliti : Selamat siang mas perkenalkan saya Akhmad
Sopanudin, boleh minta waktunya sebentar?
Narasumber : Iya mas ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Begini mas, tadi kan saya di depan sudah ketemu
Pak Martono, untuk minta tolong melakukan
wawancara.
Narasumber : Wawancara apa ya mas?
Peneliti : Ini saya mau tanya-tanya mengenai pembangunan
bandara di sini.
Narasumber : Oh soal itu, iya silahkan kalau misalnya saya bisa
jawab nanti saya jawab setahu saya.
Penelti : Iya mas terimakasih, sebelumnya. Yang pertama
mengenai pembangunan bandara sendiri, mulai
muncul kabar tahun berapa si mas?
Narasumber : Tahun 2011 sudah mulai ada isu, sebelum bupati
sekarang.
Peneliti : Setahu bapak yang membuat kebijakan bandara
dari pemerintah pusat atau daerah si mas?
Narasumber : Kurang tahu mas.
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Peneliti : O iya mas, untuk pembangunan bandara sendiri
kan samapai sekarang ini belum dimulai, kalau dari
masnya sendiri menanggapinya seperti apa ya?
Narasumber : Kalau saya tidak setuju soalnya lahan saya yang
menjadi sumber penghasilan saya akan hilang mas,
nanti kalau lahan saya dijadikan bandara keluarga
anak istri saya mau makan apa, dan kerja apa. Itu
secara pribadi loh, kalau saya memang menolak.
Peneliti : O iya mas untuk lahannya njenengan lusanya
berapa ya?
Narasumber : Sekitar 1000 m2 lebih.
Peneliti : Sebelumnya ada sosialisasi akan adanya
pembangunan bandara atau tidak ya mas?
Narasumber : Dulu memang pada awalnya ada, tapi kan secara
pribadi ya saya menolak. Saya tidak mengikuti
secara detail, dulu ada undangan untuk sosialisasi,
tapi undang tersebut atas nama siapa saya lupa.
Mungkin dari perangakat desa, atau pemerintah
daerah saya lupa soalnya sudah lama.
Peneliti : Sejauh ini mas tahu nggak ganti ruginya berapa
besar?
Narasumber : Sampai detik ini saya belum tahu, bahkan yang pro
juga belum tahu berapa ganti ruginya. Dari mulai
tahap sosialisasi, konsultasi publik, dan pendataan
sampai saat ini belum ada pemberitahuan. Sekarang
ini kan mulai tahap pendataan, padahal kami warga
yang menolak pembangunan bandara tidak
menyerahkan sertifikat dan tidak boleh dilakukan
pendataan oleh yang pihak yang terkait, kenapa koh





berarti ada indikasi bahwa ada semacam manipulasi
data, padahal yang punya tidak menyerahkanya.
Peneliti : O iya mas kalau datanya sendiri sesuai atau tidak
dengan kenyataan yang ada?
Narasumber : Nggak sesuai mas, datanya berubah tidak sesuai
dengan hak milik yang dimiliki oleh warga seperti
luasan tanahnya, dan yang paling naif sekali mas,
dari 3 tim pendataan datanya berbeda semua. Di
pedukuhan saya mas, warga yang benar-benar tidak
mau didata itu tidak ada datanya akan tetapi kalau
tanahnya di tempat lain misalkan tanah yang berada
di luar pedukuhanya atau desa sebelah tapi datanya
masuk semua. Jadi tanah yang di data ini semuanya
bersertifikat semua, bukan hanya letter C.
Peneliti : O iya mas sebelumnya kalau nejenengan berkenan
bisa dijawab atau tidak,  kalau dari tanahnya mas itu
warisan dari orang tua atau beli sendiri?
Narasumber : Itu ada yang warisan dari ayah saya, ada dari
simbah bapak saya, dan ada yang beli sendiri.
Peneliti : O iya mas ini kan rekan-rekan yang ke sini
tergabung dengan WTT, secara umum penolakan
yang dilakukan itu alasanya karena apa mas?
Narasumber : Iya itu tadi, ini ruang hidup kami mas. Kalau saya
pribadi saya sebagai petani mas, kalau misalkan
nanti dijadikan bandara saya mau makan apa.
Ibaratnya njenenagan seorang PNS kalau dipecat
njenengan mau makan apa mas, kalau dimutasi aja
sampean bingung apalagi dipecat.
Peneliti : Kalau saya baca di koran atau artikel kan mas,




warga akan diikut sertakan dalam hal pekerjaan,
kalau tanggapan mas bagaimana?
Narasumber : Kalau setahu saya, sepaham saya itu semua hanya
wacana. Relokasi perumahan, pekerjaan seperti apa
itu menurut saya ya wacana. Tapi sedengar saya
akhir-akhir ini mulai ada pendataan mengenai
pekerjan, tapi itu sedengar saya loh benar atau
tidaknya belum tahu. Tapi kalau itu memang benar
sejuh ini belum ada realisasinya.
Peneliti : Maaf mas, kalau untuk hubungan di masyarakat
sendiri sekarang ini seperti apa mas?
Narasumber : Haduh kalau hubungan masyarakat yang pro
dengan yang kontra sudah pisah mas. Kalau ada
orang yang meninggal orang pro, ya yang datang ya
hanya orang pro, kalau yang pro ada acara ya yang
datang masyarakat pro dan sebaliknya mas.  Bahkan
kalau ada kenduri, kerja bakti ya kita jalan sendiri-
sendiri mas.
Peneliti : Hal tersebut menurut mas sangat disayangkan atau
tidak?
Narasumber : Kenapa perlu disayangkan, itu secara alamiah koh
mas. Soalnya gini mas, masyarakat yang pro atau
kontra kan sudah beda prinsip. Kalau sudah beda
prinsip kan sudah susah mas, masih mending kalau
kalau beda agama, deket saya saja gereja oh mas kita
biasa-biasa saja. Tapi setelah adanya isu bandara ya
sudah muncul pro dan kotra mas yang membuat
hubungan kami seperti ini. Jadi muncul sangsi
sosial, atau bukan istilahnya sangsi sosial tapi ya
beginilah sekarang ini. Bahkan dengan yang masih





Peneliti : O iya mas tadi kan ada pendataan, yang melakukan
pendataan siapa ya?
Narasumber : Ya yang melakukanya pastinya orang yang tahu
lingkungan di sini, perangkat desa, mulai dari kaur
sampai dukuh ikut jadi tim pendataan mas.
Peneliti : Untuk sejauh ini upaya penyelesaian yang sudah
dilakukan seperti apa?
Narasumber : Ya masyarakat yang menolak seperti tidak
dianggap, jadi proses penolakan atau aspirasi yang
kami lakukan seperti tidak ada apa-apanya, tidak
digubris. Sehingga proses pembangunan bandara
terus berjalan terus. Dari pemerintah hanya bilang
silahkan kalau mau menolak ke pengadilan, ya jelas
kita kalah laha mas sebagai masyarakat kecil. Dulu
ya ketika kita mengajukan penolakan ke PTUN
mengenai IPL kita menang, tapi ketika di MA kita
kalah, sehingga proses pembangunan bandara
berjalan terus. Ketika di MA kalah,  gak tahu mas itu
ada oknum atau bagaimana kurang tahu.
Peneliti : Kalau bapak tahu tidak kenapa ketika di MA
kalah?
Narasumber : Ya itu kami juga belum tahu, kemungkinan apa
yang menjadi alasan kami menolak tidak dipelajari,
jadi seakan-akan lembaran yang ketika di PTUN itu
langsung ditutup, jadi yang menjadi pertimbangan
dari tim pembangunan bandara lebih diperhatikan.
Peneliti : Maaf mas, mungkin itu dulu, terimakasih sudah
berkenan untuk meluangkan waktunya.





1. Nama : Fajar Ahmadi
2. Usia : 43 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : Sekertaris Wahana Tri Tunggal (WTT)
5. Alamat : Kragon II, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 24 Januari 2016, pukul 11.16-11.56 WIB,
halaman rumah belakang Pak Fajar.
B. Wawancara
Peneliti : Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya
Akhmad Sopanudin, saya dari UNY. Saya mau
tanya-tanya ke bapak mengenai pembangunan
bandara di sini.
Narasumber : Iya selamat pagi Mas, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Saya mau tanya-tanya ke bapak mengenai
pembangunan bandara di sini.
Narasumber : O iya mas bagaimana?
Peneliti : Sebelumnya bapak bisa memperkenalkan diri
dulu?
Naraumber : Nama saya, Fajar Ahmadi, umur 43 tahun,
Kragon II, desa Palihan.
Peneliti : Yang pertama mengenai wacana atau rencana
pembangunan bandara di sini sejak kapan ya?
Narasumber : Mulai ada rencana pembangunan bandara sejak
2012, tapi sebelumnya sudah ada kabar-kabar
kalau di sini katanya mau dibangun bandara.
Peneliti : Setelah adanya kabar tersebut dari bapak atau
masyarakat bagaimana tanggapan atau sikapnya?
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Narasumber : Sejak adanya rencana tahun 2012, dan
sebelumnya sudah tersiar kabar kalau di dini mau
dibangun bandara kami sudah menolaknya mas.
Bukan ujug-ujug terus menolak, sebelumnya kami
warga WTT sudah melakukan audiensi dengan Pak
Bupati. Dia Cuma bilang, ya ibaratnya urung ono
mantene koh wis tratag seperti itu. Pokoknya dulu
juga bilang warga jangan ada yang terpengaruh dan
dipaksa, tapi kenapa sampai sekarang kok
penekanan-penekanan terus. Jadi kita itu menolak,
dan WTT itu dulu terbentuk pada tanggal 9
September 2012. Tapi sebelum terbentuknya kami
sudah menolak, dan belum ada yang mewadahai,
sehingga secara resminya tanggal 9 bulan 9, jam 9,
2012.
Peneliti : Untuk keanggotaan WTT terdiri dari berapa desa
Pak?
Narasumber : Itu ada 5 desa Mas.
Peneliti : untuk jumlah keanggotaanya berapa pak, kira-
kira?
Narasumber : Ya, sekarang yang ada 1000 orang lebih, tapi kan
kalau per KK nya ya kan sekitar 500-an.
Peneliti : O iya pak, sebelumnya untuk pembangunan
bandara dari bapak sendiri, yang membuat
kebijakan tersebut siapa?
Narasumber : Ya, sebelumnya yang membawa itu Pak Toyo
mantan bupati sebelumnya. Dulu itu ada beberapa
warga atau tokoh-tokoh masyarakat diundang di
suatu forum untuk tanda tangan, tapi tidak tahu itu
form-nyaapa? ternyata apa, pembangunan bandara,
yang membawa itu Pak Toyo.
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Peneliti : Itu sebelum 2012 pak?
Narasumber : Iya itu sebelum 2012, atau sebelum di purna tugas
ya.
Peneliti : Kalau ini wilayah terdampak nggih?
Narasumber : Iya ini wilayah yang terdamapak.
Peneliti : Kalau rumah dan lainya juga ikut digusur pak?
Narasumber : Masalah digusur atau tidak kan kami waraga
terdampak, tapi selama ini kami tetap solid.
Peneliti : Mohon maaf pak, untuk keseharian bapak sebagai
petani nggih?
Narasumber : Iya saya sebagai petani.
Peneliti : Iya Pak, kalau bapak sendiri sebagai penggarap
atau yang punya lahan?
Narasumber : Saya punya lahan sekaligus sebagai penggarap
lahan orang lain.
Peneliti : Untuk bapak sendiri, luas lahanya berapa yang
terdamapak ya?
Narasumber : 1000 m2 lebih mas, kalau punya orang tua ya
sekitar 1 hektar lebihlah.
Peneliti : Pak berarti untuk pambanguna bandaranya di
selatan jalan atau yang mana ya?
Narasumber : Semua, kalau yang dibabat habis  di desa Palihan
ada pedukuhan Kragon I, Kragon II, Munggangan,
dan Ngringgit, itu dipalihan ada empat ya, terus di
Glagah itu ada pedukuhan Kepek, Mbapangan, itu
yang habis dibabat. Tapi kan rencana dia kan
seperti itu, tapi kami tetapi kami tetap akan
menolak. Bukan kami melawan pemerintah
silahkan membangun, tapi silahkan pemerintah
jangan membangun di sini. Kenapa, ya karena




kalau mau membangun bandara ya cari tempat lain
yang lahanya ndak produktif.
Peneliti : Kalau tanaman yang biasa ditanam di sini apa
saja pak?
Narasumber : Banyak mas mulai dari sayur-sayuran, buah-
buahan dan palawija. Coba mas bayangkan saja
misalnya kita sekali panen semangka orang itu bisa
beli mobil koh mas atau motor lah yang kecil
langsung kes, dan bisa menyekolahkan anaknya.
Kalau semangka kan hanya 60 hari sudah bisa
panen. Dari hasil panenya itu melebihi gaji PNS
koh mas. Jadi tanpa bandara kamipun bisa
sejahtera.
Peneliti : O iya maaf pak, begini kalau warga yang menolak
(WTT) itu punya lahan atau tidak ya pak?
Narasumber : Ya punya, karena begini mas yang nolak itu
malah pas ditengahnya lahan yang terkena
pembangunan bandara, malah yang pro
kebanyakan lahanya berada di pinggir, malah yang
boleh kebanyakan bukan orang sini, mereka
berdomisili di Jakarta atau diluar kota, atau
propinsi lainya.
Peneliti : Alasan bapak menolak itu karena apa ya?
Narasumber : Ya karena itu tadi mas, tanah kami bukan tanah
yang non-produktif, selain itu kami dari dulu sudah
di sini, lahir di sini jadi kalau mau dipindah ya
kami gak mau. Kami menolak bukan tanpa alasan
mas, apa ketika kami dipindah akan bisa bertani
lagi, dan apakah pemerintah bisa menjamin lebih
sejahtera? Nanti anak cucu kami makan apa. Kami




hanya pura-pura seperti yang dikira oleh orang
lain, tidak Mas. Akan tetapi begini Mas, meskipun
kami menolak namun banyak yang melakukan
intimidasi terhadap kami dari berbagai pihak aparat
ya tim, kenapa karena padahal kami jelas-jelas
tidak boleh dilakukan pengukuran tanah oleh
mereka, kenapa kok ada data tanah kami? kan kami
sudah bilang yang boleh diukur silahkan diukur
hak anda, tapi yang tidak boleh diukur dan dipatok,
ternyata kami malah ikut didata dan lahanya
dipatok. Itu kan menunjukan adanya intimidasi dari
dalam, ada pihak yang main. Sehingga kemarin
rabu, 20 Januari 2016 kami turun ke balai desa
Palihan sampai BPN turun. Kita bukan melawan
pemerintah, mas tahulah rakyat kecil pasti kalah,
kami hanya melindungi hak kami, itu saja.
Peneliti : O iya pak, waktu itu saya pernah baca di koran,
kalau ketika gugatan di PTUN yang dimenangkan
oleh WTT mengenai Ijin Penetapan Lokasi (IPL)
ceritanya seperti apa si pak?
Narasumber : Begini mas, ketika kami mengjukan penolakan ke
PTUN Kulon Progo yang dimenangkan oleh kami
waktu, yang pertama karena pembangunan bandara
di Kulon Progo tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilaya (RTRW) baik di tingkat kabupaten,
propinsi, dan pusat. Yang ada mengenai
pembangunan bandara hanya untuk pengembangan
atau perluasan bandara Adi Sucipto dan Adi




Peneliti : O iya pak, namun ketika di tingkat Kasasi MA
dimenangkan oleh Gubernur, setahu Bapak itu
kenapa?
Narasumber : Yang jelas ketika di tingkat PTUN kita yang
memenangkan kok, ini luar bisa kami rakyat kecil
sakti bisa memenangkanya seharusnya hal itu yang
menjadi pedoman, namun kenapa kok waktu di
Kasasi (MA) kami kalah?, sampai sekarang kami
belum ada tembusan dan alasanya yang jelas,
ketika itu yang datang di MA perwakilan dan
sidangnya tertutup kami tidak dilibatkan, alasanya
sejauh ini hanya untuk kepentingan umum (UU
No. 22 Tahun 2012), padahal di sini juga
keentingan umum (kehidupan masyarakat
setempat).
Peneliti : O iya pak, sejauh ini tahap-tahap yang dilakukan
oleh pemerintah dalam pembangunan bandara
seperti apa?
Narasumber : Tahap-tahapnya itu sebenarnya seperti sudah di
seting sedemikian rupa. Dari awal sosialisasi saja,
kalau dalam sosialisasi kan berdialog. Namanya
sosialisasi kan berdialog, di situ nggak ada dialog
koh mas, dia hanya memaparkan di layar itu koh;
“ini calon bandara , ini yang terkena di daerah
sini”. Cuma nglambrah-nglambrah gak jelas,
ketika ditanya juga bingung. Berikutnya konsultasi
publik, sama saja tidak ada dialog, konsultasi
publik koh hanya disuruh nulis sepakat atau tidak.
Misalkan sepakat yang dengan syarat, kalau
semisal tulisan yang isinya persyaratanya apa saja
dan keberatanya apa saja untuk ditulis, kemudian
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tinggal dihapus atau dipotong kan tidak ada yang
ada yang menjamin mas. Setelah konsultasi publik
kemudian bebarapa hari kemudian IPL turun koh
mas, bukanya itu akal-akalan saja. Selama ini
ketika kami mengajukan pertanyaan atau mau
protes, mereka (pemerintah desa/ tim) hanya saling
melempar koh mas; “nanti saya sampaikan ke
atasan kami.
Peneliti : Berikutnya begini pak, kalau hubungan
masyarakat sendiri bagaimana?
Narasumber : Adanya pembangunan bandara munculnya sangsi
sosial yang ngeri mas. Begini Mas, kalau saya
jangan menyalahkan yang kontra ataupun pro,
yang membuat siapa? Jadi kadang pemerintah atau
orang luar yang disalahkan kami, sebenarnya
begini mas karena beda persepsi mengenai
pembangunan bandara, akhirnya kami (warga
kontra) lebih mengalah, sementara kami
memisahkan diri dengan yang pro, bukan berarti
kami memusuhi tapi memisahkan diri antara yang
pro ataupun yang kontra takutnya nanti ketika kami
bertemu atau berbicara langsung takutnya kita
bertengkar. Antara tetangga atau yang dulunya
teman dekat kita memisahkan diri ketika memang
berbeda pandangan pembangunan bandara. Bahkan
ada yang saudara akhirnya saling musuhan, dan
juga ada suami istri yang hampir bercerai.
Peneliti : Solusi untuk memecahkan masalah ini menurut
bapak?
Narasumber : Pindah aja bandara jangan di sini supaya tentram




Bantul sebenarnya bupatinya sudah ok kok, cuma
oknum sini saja yang antusias. Kalau di Wonosari
kan juga ada tinggal diperlebar lagi kan sudah ada.




1. Nama : Hermanto
2. Usia : 53 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani dan Guru
4. Jabatan : Anggota Wahana Tri Tunggal (WTT)
5. Alamat : Kragon II, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 24 Januari 2016, pukul 13.49-15.03 WIB,
di rumahnya.
B. Wawancara
Peneliti : Selamata siang pak, mohon maaf boleh minta
waktunya sebentar?
Narasumber : Iya mas ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Begini pak, mau tanya-tanya mengenai
pembangunan bandara di sini pak. Kalau bapak
sendiri, apakah bapak mempunyai tanah atau lahan
yang terdampak pembangunan bandara pak?
Narasumber : Iya mas, ada punya lahan saya yang memang saya
kelola unutuk pertanian dan ada yang saya jadikan
sebagai tambak udang. Memang di sini ada
beberapa jenis tanah, ada yang tanah PAG
(pakualama ground) tapi ada masyarakat yang
sebagaian menganggap itu bukan tanah PAG,
karena mereka sudah menganggap sudah lama dan
sejak dari dulu. Sehingga mereka menganggap
milik pribadi bukan milik Pakualaman. Akan tetapi
selama ini yang mengurusi tanah dan menggarap
memang dari masyarakat, artinya bahwa
Pakualaman selama ini memang tidak pernah
mengelolanya. Comment [O28]: SMK
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Peneliti : Memangnya tanah PAG itu yang di sebelah mana,
ya pak?
Narasumber : Luasnya itu ya sepenjang pantai selatan desa ini
mas, jadi dulu itu lahanya bentuk alas belum di
garap oleh masyarakat dan belum menghasilkan
apa-apa.
Peneliti : Itu yang dijadikan pembangunan bandara tanah
PAG semua atau bukan ya pak?
Narasumber : Ya bukan mas, malah tanah PAG itu hanya
separonya, yang separo lebihnya tanah masyarakat
yang memang sudah menjadi hak milik dan
bersertifikat. Jadi lahan yang akan dijadikan
pembangunan bandara sebelah paling selatan tanah
PAG, ke sebelah sini lagi tanah tegalan, dan yang
sekitar sini ini tanah pekarangan. Nah kalau yang
tanah tegalan dan pekarangan ini yang memang
milik masyarakat. Namun yang disekitar PAG
dalam ledout-nya itu tidak jai landasan,  cuman
untuk barier atau penangkal angin dan penghijaun.
Peneliti : O iya pak, memangnya ada berapa desa sih yang
terdampak pembangunan bandara ini?
Narasumber :  Ada lima mas; Kebonrejo, Sindutan, Jangkaran,
Palihan, Glagah, itu yang terdampak.
Peneliti : Bapak apakah termasuk yang terkena dampak
pembangunan bandara?
Narasumber : Iya kena semua mas, dari mulai rumah sampai
lahan saya kena semua. Yang terkena dampak
pembangunan bandara ini mulai dari tempat
ibadah, rumah, dan sekolahan. Malah yang parah
mas, tempat ibadah yang dibangun di tanah waqaf
almarhum bapak saya sudah didaftarkan oleh
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kaurnya, dia ikut jadi tim. Sekarang ini kan sudah
dalam tahap pendataan tanah.
Peneliti : Adanya pembangunan bandara ini, bapak setuju
atau tidak ya?
Narasumber : Wah kalau saya ya mas, dari awal ada rencana
pembangunan bandara malah saya sudah menolak.
Malah saya ini yang termasuk ikut membentuk
WTT (wahana tri tunggal). Jadi cikal bakalnya
WTT ya dari saya dan keluarga saya, dan Martono
yang sekarang ini jadi ketuanya. Kalau dulu 3
tahun yang lalu mungkin kita ini yang menolak
masih lemah karena belum tahu kan mas, dari
mulai bagaimana caranya mengumpulkan
masyarakat yang tidak setuju, karena waktu itu kita
bener-bener masih bingung dan takut untuk
menyampaikan aspirasi kami. Nah dengan
berjalanya waktu kami mulai paham prosedurnya
dan tidak takut lagi. Dari 9 pedukuhan di desa
Palihan, malah di dukuh saya ini yang memang
dengan keras dan banyak menolak pembangunan
bandara mas.
Peneliti : Alasan bapak menolak pembangunan bandara itu
karena apa pak?
Narasumber : Ya karena kami merasa tidak akan sejahtera
dengan adanya pembangunan bandara ini mas,
paling ya hanya segelintir orang yang akan
menikmatinya. Padahal kami ini sudah merasa
cukup. Coba mas lihat besok, kalau semisal kita
mau digusur, kita mau kerja apa dan tinggal di
mana? Meskipun memang katanya kita akan




juga belum tahu apakah kita diminta membayar
dengan uang ganti rugi itu atau tidak, dan kita
ibaratnya mulai dari nol lagi mas. Selain itu juga
kondisi sosialnya, untuk menciptakan masyarakat
di lingkungan yang baru tentunya perlu beradaptasi
lagi, perlu bertahun-tahun untuk masyarakatnya
nyaman kembali berbeda seperti sekarang ini yang
memang sudah nyaman tinggal di sini. Pokoknya
ya pembangunan bandara ini semoga tidak jadi,
apapun yang terjadi.
Peneliti : Kalau yang bapak lihat dampak pembangunan
bandara ini seperti apa?
Narasumber : Wah mas dampaknya cukup banyak, sekarang ini
kan masyarakat akhirnya terbagi menjadi 2
kelompok yaitu masyarakat yang pro dan
masyarakat yang kontra. Hubungan kita menjadi
tidak harmonis mas, yang tetangga saja ketika sakit
juga tidak peduli, hanya sebatas tahu kalau
tetangganya sakit tapi tidak nengok. Kalau dulu
kami ada yang punya hajatan kami datang,
sekarang ini kalau ada yang punya hajatan ya yang
datang mereka yang sepaham dengan dia. Bukanya
itu parah mas, seharusnya pemerintah juga
memperhatikan dampak sosialnya yang
ditimbulkanya semacam itu.
Peneliti : Kalau dari bapak sendiri harapan atau solusi
untuk mengatasi masalah yang ada seperti apa?
Narasumber : Ya harapanya supaya pemerintah benar-benar
memperhatikan hak kami, bukan hanya bilang
pembangunan bandara ini sesuai dengan undang-
undang untuk kepentingan umum. Nah
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kepentingan umum yang seperti apa, kami ini juga
mempunyai hak sebagai warga masyarakat yang
juga mempunyai kepentingan umum. Dan kalau
bisa ya pembangunan bandara jangan di sini lah
mas, cari tempat lain kan masih banyak apalagi
lahan kami ini kan produktif, cari saja di tempat





1. Nama : Yuyun Krisna W.
2. Usia : 33 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : Dukuh Munggangan
5. Alamat : Munggangan, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 25 Januari 2016, pukul 15.16-15.37, rumah
Pak Yuyun
B. Wawancara
Peneliti : Sealamat sore pak, mohon maaf boleh minta
waktunya sebentar?
Narasumber : Iya mas, ada apa, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Begini pak, ini kebetulan saya sedang melakukan
penelitian di desa Palihan dan Glagah. Penelitianya
mengenai pembangunan bandara di sini. Jadi nanti
ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke
bapak.
Narasumber : Oh iya mas, nanti saya menjawab setahu saya ya.
Peneliti : Yang pertama berkaitan dengan pembangunan
bandara, sebenarnya sejak kapan mulai ada kabar
itu pak?
Narasumber : Wah saya agak lupa mas tidak
mendokumentasikan malah, tapi seinget saya
sebelum bupati sekarang, du Pak Toyo pernah
bilang kalau di sini bakale arep dibangun bandara,
isu itu sudah ada tahun 2011. Kemudian sejak
tahun 2012 isunya semakin berkembang. Tapi dulu
bilanganya akan dibangun bandara atau landasan
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pesawat pariwisata mas, ketika itu masyarakat
menyambut positif hal tersebut. Karena waktu itu
katanya yang digunakan sebagai pembangunan
bandara hanya di tanah PAG mas. Tapi lama-lama
koh katanya mau membangun yang baru, saya juga
nggak mendokumentasikan sih mas.
Peneliti : Kalau setahu bapak yang membuat kebijakan
tersebut siapa ya?
Narasumber : Setahu saya sih yang ngotot dari pemerintah
daerah, tapi saya ndak bisa memastikanya mas
secara persisnya, malah katanya pembangunan
bandara ini sempat diminta sama Kabupaten
Bantul, Sleman sendiri, dan Purworejo. Itu setahu
saya apakah itu isu atau apa.
Peneliti : Kalau dari bapak sendiri tanggapan mengenai
pembangunan bandara ini bagaimana?
Narasumber : Kalau saya secara pribadi menolak, bahkan
sampai sekarang ini tanah saya belum saya ijinkan
untuk diukur. Tadi kan saya ke balai desa untuk
mengecek hasil pendataan yang dilakukan oleh
tim. Padahal saya belum menyerahkan data saya
tapi malah datanya sudah muncul mulus terutama
punya saya, dalam arti mulai pohon kelapa, pohon
mlinjo, tapi untuk data listrik salah. Untuk listrik
yang muncul 1300 watt, padahal listrik saya ada 2
meteran yang satu 900 watt, dan yang satu 2200
watt. Itu bukti kalau datanya ngawur. Kemarin
malah Pak Joko selaku ketua tim kesini meminta
ijin sekali lagi ke saya untuk berkenan diukur, tapi




Peneliti : O iya pak, alasan bapak menolak karena apa?
Narasumber : Sebenaranya banyak ya mas, terutama mengenai
masalah kenyamaan dan ketentraman di sini. Yang
utama dan penting mengenai masalah air, misalnya
kita lihat sekarang di daerah lain andai musim
hujan pasti banjir, kalau musim kering pasti
kekeringan tapi di sini tidak berpengaruh.
Termasuk pertanianya to, kalau di sini mau musim
kering pertanianya tidak masalah mau ngambil
airnya dari sumur atau air dekat pantai kan tidak
sulit to. Jadi sistem pertanian di sini tidak
terpengaruh oleh musim. Kemudian yang paling
saya tidak suka kaitanya dengan kebijakan
pemerintah, nek aku mandang koh pemerintah
sekarang ini tidak ada yang bersih, kotor kabeh.
Termasuk dengan adanaya kafe di sini, sekarang
kan pemerintaha sini nggak bisa berbuat apa-apa,
meskipun pak bupati pernah bilang kalau kafe
boleh berdiri hanya di hotel berbintang III, tapi
nyatanya sekarang tidak ada tindak lanjut. Nah
apalagi kalau sudah terjadi bandara di sini
bagaimana dengan masyarakat kita. Nah tadi itu
alasan saya berkaitan dengan kenyamanan.
Keamanan juga di sini terjamin mas, di sini naruh
sepeda motor di luar saja ndak ilang, kecuali
malingnya memang dari luar. Terus kalau terjadi
bandara pasti orang luar atau asing banyak yang
masuk kan mas. Dan yang jelas pemerintah juga
hanya mengambil untungnya sendiri yang saya
perhatikan. Termasuk pertanian kan seperti saat ini





pada mahalnya pakan ternak dan ayam potong jadi
mahal. Padahal tanaman jagung disini juga akeh
mas dari barat sampai timur itu di sini banyak
banget mas. Jadi kalau nanti terjadi pembangunan
bandara lahan pertanian di sini kena semu mas.
Peneliti :  O iya pak untuk dampaknya seperti apa sih pak?
Narasumber : Dampaknya warga masyarakat mas, yang pemilik
resmi. Ini besok rumah, pekarangan, dan sawah
habis semua mas.
Peneliti : Maaf pak untuk luas tanahnya bapak sendiri
berapa ya?
Narasumber : Iya memang kalau secara status saya ndak punya,
tapi kan milik orang tua. Ya kalau bapak saya
sekitar 2 hektar lebih.
Peneliti : Maaf pak kalau boleh tahu bapaknya njenengan
masih sehat?
Narasumber : Kalau Ibu saya alhamdulillah masih sehat, kalau
bapak saya sudah meninggal, belum lama kok,
belum ada seratus hari.
Peneliti : O iya pak untuk warga yang memiliki tanah di
sini bersertifikat semua atau belum ya?
Narasumber : Iya bersertifikat semua, kalau semisal belum
mungkin karena belum dibuatkan sertifikatat,
namun kan bersertifikat masih latter C. Meskipun
ada yang belum tentunya kan pasti punya tanda
bukti atau dokumentasi.
Peneliti : Untuk tanahnya bapak sekarang ini ditanamin apa
ya?
Narasumber : Tanaman jagung, kacang tanah, ubi, kelapa,
kandang ayam opo meneh ya itu, sama suket gajah
untuk makan ternak sapi, kalau tanaman yang
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tahunan ada pohon mahoni, jati, dan kumplit mas
hampir semua jenis tanaman.
Peneliti : Untuk penggarapanya selama njenengan yang
nggarap sendiri atau bagaimana?
Narasumber : Kebanyakan dibantu warga mas, kalau digarap
sendiri nggak mampu, waktunya gak nyukup mas.
Peneliti : Itu nanti bagi hasil atau bagaimana?
Narasumber : Selama ini kami memburuhkan mas, memberi
upah warga sekitar.
Peneliti : O iya pak untuk sejauh ini untuk warga
terdampak sudah ada ganti rugi?
Narasumber : Sejauh ini ganti rugi belum ada hanya katanya-
katanya, kan itu berdasarkan aturan undang-undag
yang ada jadi sekarang ini baru dalam tahap
pendataan tanah. Kalau ada yang bilang ada, harga
tanah segini-segitu itu baru isu. Tapi yang jelas
sampai saat ini masyarakat belum menerima ganti
rugi dalam bentuk apapun dan besaran apapun.
Peneliti : O iya pak itu kan ada tahap-tahapnya, kalau
sekarang memasuki tahap apa ya?
Narasumber : Sekarang dalam tahap pendataan, kalau tahap
pengukuran kan sudah selesai, nah seperti yang
sekarang ini kan sudah muncul data seperti itu kan.
Peneliti : Dulu sebelumnya sudah ada sosialisasi terlebih
dahulu atau tidak ya pak untuk pembangunan
bandara ini?
Narasumber : Ada mas dulu malah sosialisasi dilakukan di
tempat yang terpisah ada yang di rumah pak
dukuh, balai desa, mengingat jumlah warganya
yang banyak. Seinget saya sosialisasi pertama kali
dulu, bertempat di rumah pak dukuh Kragon II Pak
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Yanto. Tapi sebelum ada sosialisasi sudah ada
warga yang menolak dan mengadakan aksi unjuk
rasa. Tapi pemrintah seperti tidak peduli mas.
Peneliti : Dulu bapak ikut sosialisai tersebut?
Narasumber : Ikut, ikut mas.
Peneliti : Untuk jalanya sosialisasi itu sendiri bagaimana
pak?
Narasumber : Ketika itu di sini agak ricuh mas, soalnya ada
warga yang pro dan kontra kan, jadi ketika itu
dalam menyampaikan apsirasinya agak ricuh.
Sehingga sosialisasi kurang berjalan dengan bagus
menurutku.
Peneliti : Waktu sosialisasi itu yang disampaikan apa sih
pak?
Narasumber : Ya tujuan dari pembangunan bandara di sini,
alasanya kenapa mengadakan pembangunan
bandara karena bandara  Adi Sucipto sudah tidak
bisa menampung jumlah penumpang yang banyak.
Peneliti : O iya pak, untuk sekarang dengan adanya dampak
ini,  hubungan antar sendiri itu seperti apa?
Narasumeber : Kalau di masyarakat terjadi gap-gap antara
masyarakat yang pro dan kontra mas. Kalau
semisal mengadakan acara di masyarakat yang pro,
ya datang hanya masyarakat pro dan sebaliknya,
bahkan ketika ada lelayu atau orang meninggal
misalnya dari pihak yang kontra ya yang datang
dari masyarakat yang kontra mas.
Peneliti : Menurut bapak solusi, atau upaya penyelesain
konflik yang ada bagaimana pak?
Narasumber : Itu mudah koh mas, Jadi cari tempat lain misalnya





yang akan terjadi gejolak di sana. Jadi kalau di sini
terjadi perang hanya sebatas pada pembangunan
bandara, kalau gagal di sini itu sudah selesai koh
mas.
Ada lagi mas?
Peneliti : Mungkin sementara itu dulu pak, terimakasih
banyak atas waktunya.






1. Nama : Yadi
2. Usia : ± 53 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : -
5. Alamat : Kretek, Glagah, Temon.
6. Waktu dan tempat : 23 Februari 2016, pukul 14.45-15.01, di
rumah bapak Yadi
B. Wawancara
Peneliti : Permisi pak, selamat sore.
Narasumber : Ya silahkan masuk mas.
Peneliti : Mohon maaf pak, sebelumnya perkenalkan nama
saya Akhmad Sopanudin, Mahasiswa dari UNY
yang sedang melakukan penelitian di sini mengenai
pembangunan bandara.
Kedatangan saya bermaksud untuk silaturahmi dan
kalau diperkenankan tanya-tanya mengenai
pembangunan bandara pak di sini.
Narasumber : Ya bagaimana ya mas, soalnya saya tidak tahu.
Ada demo ya saya tidak ikut demo. Dalam hati
sebagai warga asli sini saya sebenarnya tidak setuju.
Karena waktu itu saya dikabari dan diminta ke balai
desa untuk mengisi formulir saya juga nggak datang
je mas. Soalnya begini, yang diajukan ke Angkasa
Pura untuk pembangunan bandara adalah lahan
kosong, bukan pemukiman rakyat. Padahal yang itu
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(mendata) masih saudara saya yang dari Angkasa
Pura.
Itu tidak berani menemui saya, dia hanya mengaku
bahwa saya punya saudara namanya Pak Yadi di
balai desa. Kenapa gak menemui saya secara
langsung.
Peneleiti : Maaf pak, kalau bapak terdampak langsung atau
tidak ya?
Narasumber : Terdampak langsung mas, ini depan rumah saya
kemarin diukur sama tentara, saya biasa saja koh
mas.
Peneliti : Iya pak, tadi kan katanya ada sosialisasi, seperti
apa sih pak sosialisasinya?
Narasumber : Nanti sebentar, waktu itu sosialisasinya saya nggak
dengar suaranya soalnya kan rame. Soalnya kalau di
sini ketika itu sosialisasinya di balai desa nggak
dibagi perdukuh jadikan orangnya yang datang
sangat banyak mas.
Peneliti : Waktu itu yang dijelaskan pada saat sosialisasinya
apa saja sih pak?
Narasumber : Iya itu saya hanya diminta mengisi formulir kosong
dan saya kurang memperhatikan dan nggak begitu
paham isinya. Habis itu ya saya langsung pulang.
Yang jelas setahu saya saat itu yang diajukan untuk
bandara lahan kosong mas.
Iya itu mas, saya tidak bisa bilang apa-apa ke mas,
soalnya saya tidak tahu semuanya. Kalau semisal
ada orang yang tidak suka sama saya, dibenci oleh
orang lain ya silahkan, nyatanya ketika saya
mengadakan akikahan warga yang saya undang pada




datang ya silahkan nggak apa-apa. Kamu UNY
Wates atau kota mas?
Peneliti : Saya UNY kota pak.
Narasumber : Iya coba mas cari yang lain saja yang bisa
memberikan informasi.
Peneliti : Iya pak, mohon maaf sudah menggangu,
terimakasih banya ya pak.





1. Nama : Sarjono M
2. Usia : 39 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : Ketua Pemuda Glagah
5. Alamat : dukuh Glagah, Glagah, Temon.
6. Waktu dan tempat : 20 Januari 2016, pukul 15.16-17.10,
warung makan Pak Sarjono.
B. Wawancara
Peneliti : Permisi pak, selamat sore.
Narasumber : Iya mas selamat sore.
Peneliti : Ini saya pak, Akhmad Sopanudin yang kemarin
sms, untuk janjian wawancara sama njenengan.
Narasumber : Oh iya mas yang kemarin sudah kesini kan,
mampir ke warung?
Peneliti : Iya pak yang kemarin sempat mampir ke sini.
Beginin pak ini saya kan sedang melakukan
penelitian di sini berkaitan dengan pembangunan
bandara, dan nanti saya akan tanya-tanya ke bapak.
Narasumber : Iya mas, nanti saya menjawab sebisa saya ya.
Peneliti : Begini pak dalam pembangunan bandara ini bapak
dan masyarakat tahunya dari mana ya?
Narasumber : SayaTahunya sudah lama, beberpa tahun yang lalu,
tapi masih simpang siur, tapi menurut sumbernya
memang sudah lama, cuman untuk panas-panasnya
ya tahun 2012-2013, dan 2 tahun ini sampai
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sekarang ini. Karena itu kan memerlukan waktu
yang lama. Kalau informasinya saya dapat dari
media cetak, kebetulan kan saya langganan koran.
Jadi kan saya tahu informasi yang berkemabang
terutama pembangunan bandara ini.
Peneliti : Kalau sekarang ini perkembangan atau dalam tahap
apa sih pak pembangunan bandaranya?
Narasumber : Kalau sekarang ini kan untuk tahap pengukuran
tanah sudah selesai tinggal menunggu verivikasinya
yang nanti hasilnya akan diumumkan ke masyarakat.
sekitar 90% sudah selesai tinggal beberapa lagi yang
masih terkendala karena ada beberapa yang menolak
untuk diukur. Sekarang kan sudah muncul data
berupa luas tanah, apa saja yang diatasnya, nah itu
kan masih ada beberapa yang kurang tepat mas, jadi
nanti dari masyarakat mengajukan perbaikan kepada
tim pendataan dari BPN. Misalnya lahan saya
sekarang ini yang sedang saya garap seluas 900 m2,
tapi ternyata tidak sesuai.
Peneliti : Kalau yang malakukan pendataan tanah atau yang
mengukur siapa ya pak?
Narasumber : Ya dari tim mas, BPN dan tim yang melakukanya.
Soalnya begini mas apa yang di sertifikat luasanya
tidak susuai seperti apa yang mereka data. Terus ini
mas, tulisan sertifikatnya itu masih menggunakan
bahasa jawa kuno, soalnya kan dibuat sama orang
dulu. Jadi tulisanya begini bunyinya mas; “ketokan
ambone” dan seterusnya itu masih menggunakan
tulisan jowo kuno mas. Nah kalau njenengan lihat
letter C, punya saya mas itu masih pakai bahasa
jowo kuno.
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Peneliti : O iya pak kalau setahu bapak yang membuat alasan
kenapa pembangunan bandara ini dilakukan pak?
Narasumber : Kalau setahu saya mas, alasanya karena bandara
Adisucipto tidak mampu lagi menampung
penumpang yang jumlahnya tambah banyak, terus
alasan yang tidak kalah penting yaitu untuk
meningkatkan PAD Kulon Progo, dan
mensejahterakan masyarakat. Kebetulan daerah
Kulon Progo kabupaten tersmikin ketimbang
kabupaten yang ada di DIY ini, dari segi PAD tadi.
Waktu jamanya pak Toyo, jalan-jalan ke luar negeri
untuk mempromosikan wilayah Kulon Progo untuk
dijadikan tempat pembangunan bandara yang waktu
itu juga jadi rebutan beberapa kabupaten yaitu
Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Akhirnya
pemerintah Kulon Progo mengajukan proposal, dan
setelah itu jatuhlah pilihan pembangunan bandara di
sini. Terus alasan berikutnya di sini jarang terjadi
bencana mas, kaya gempa misalnya daerah sini
bukan diatas lempeng utama tektonik.
Peneliti : Kalau dari bapak sendiri adanya pembangunan
bandara ini bapak menerima atau menolak?
Narasumber : Kalau saya berkeyakinan gini mas, jadi dengan
adanya pembangunan bandara ini akan mengakat
pendapatan daerah, dan secara otomatis kehidupan
masyarakat sendiri akan terangkat juga. Jadi saya
pro terhadap bandara ini ya kerana tadi saya yakin
akan membuat saya dan masyarakat di sini akan
lebih sejahtera.
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Peneliti : Kan di masyarakat ada yang pro dan kontra, kalau
bapak sendiri melihat di masyarakat terjadi pro dan
kontra seperti apa pak?
Narasumber : Ya kalau itu kan sudah biasa mas, ada yang pro dan
kontra, misalkan saja pembangunan jembatan kan
ada yang menolak juga kan mas, apa lagi bandara
yang nantinya sebesar di sini.
Peneliti : Alasan bapak menerima pembangunan bandara ini
karena apa ya?
Narasumber : Karena itu yang membuat kan pemerintah, jadi
saya juga harus manut dengan pemerintah. Terus
yakin tadi mas, dengan adanya lapangan bandara di
sini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau
ada yang menolak kan mereka kemungkinan tidak
bisa membaca peluang.
Peneliti : O iya pak kalau setahu bapak yang akan melakukan
ganti rugi dari pihak siapa ya?
Narasumber : Setahu saya dari Angkasa Pura I langsung, kalau
pemerintah hanya sekedar menfasilitasi saja, ibarate
mbukadalan mas. Antara pemerintah dan Angkasa
Pura I saling bersinergi mas, soalnya saya lihat dari
mulai kepala dukuh, 5 kepala desa yang terdampak
saling bekerja sama. Tapi besar kecilnya ganti rugi
belum tahu, nanti kan ada tim apresil yang menilai
dan mengkaji mengenai harga tanah, bangunan dan
lainya.
Peneliti : Maaf sebelumnya pak, begini kan sekarang ini ada
masyarakat pro dan kontra, apakah bapak punya
teman yang tadinya bersahabat kemudian
hubunganya agak renggang karena ada bandara ini.
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Narasumber : Ini jujur ya mas, sebenarnya saya punya temen
yang kontra bandara atau tidak sepaham, namun dia
berada di dukuh sebelah, jadi tidak sering ketemu.
Tapi kebetulan di dukuh ini warganya banyak yang
pro. Tadi itu yang mampir ke warung tadi orang
WTT, ya hubunganya biasa saja karena letaknya kan
jauh dari mereka. Ya paling ada yang beberapa kali
orang yang kontra mengecap saya; “wah itu orang
pro”, tapi ya saya sikapnya biasa saja.Kalau yang
menolak itu ya nggak tahu maunya apa, pokoknya
ya menolak. Kalau mungkin di pedukuhan yang
ditengah (dukuh Kepek dan Bapangan) terjadi sangsi
sosial mas, jadi kalau masnya ke sana mungkin beda
lagi jawabanya. Awal-awal itu banyak mas yang
menyisir mencari masyarakat yang tidak setuju
pembangunan bandara untuk ikut gabung ke dalam
masyarakata yang kontra. Tapi kan pak dukuh kami
sudah mengimbau supaya jangan mudah
terprovokasi, silahkan yang berbeda pendapat tidak
apa-apa yang penting jangan saling mengganggu.
Peneliti : Selama ini kalau untuk masyarakat yang kontra
bentuk penolakan seperti apa pak?
Narasumber : Bentuk penolakanya dengan melakukan aksi demo
mas, malah mereka melakukan penggalangan dana
untuk melakukan kegiatan demo dan sebagainya.
Tapi yang kontra di sekitar sini atau yang ikut WTT
satu dua tersisih koh mas, artinya ikut yang pro.
Kalau saya kebetulan kan ketua pemuda sini mas,
jadi kan untuk tokoh-tokoh sekitar sini lumayan
deket. Tadi malam malah ada laporan bahwa ada
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siswa yang kebetulan mungkin anak dari yang
kontra laporan ke orang tuanya, karena ketika
menyampaikan materi berkaitan dengan bandara dan
mungkin dalam menyampaikan materinya kurang
pas, sehingga terjadi kesalah pahaman. Akhirnya
dari WTT mencari guru itu siapa untuk ditanya
benar atau tidak, apa yang dilaporkan oleh anaknya
berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan di
sekolahan.
Peneliti : Oh jadi masalahnya tambah rumit ya pak, o iya pak
mungkin itu dulu juga karena waktunya sudah sore
mohon maaf saya ingin pamit dulu, dan terimakasih
ya pak.
Narasumber : Iya mas jadi begitulah kondisinya seperti ini, mas





1. Nama : Suroto
2. Usia : 56 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : -
5. Alamat : RT. 25/ RW. II, dukuh Ngringgit, Palihan,
Temon.
6. Waktu dan tempat : 25 Januari 2016, pukul 13.15-13.47, di
rumah Pak Suroto
B. Wawancara
Peneliti : Permisi, selamat sore pak, boleh minta tolong pak?
Narasumber : Iya monggo mas, ada apa ya?
Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Akhmad
Sopanudin, mahasiswa dari UNY yang sedang
melakukan penelitian di sini. Penelitianya tentang
pembangunan bandara pak.
Narasumber : Oh dari UNY, anak saya dulu dari sana juga dari
jurusan FIK, belum lama juga lulusnya baru tahun
kemarin 2015. Njenengan tahu ke sini dari siapa
mas?
Peneliti : Dari pak dukuh pak.
Narasumber : Terus apa yang bisa saya bantu?
Peneliti : Nanti saya mau tanya-tanya ke bapak berkaitan
dengan pembangunan bandara di sini.
Narasumber : Oh iya mas, nanti saya jawab kalau saya tahu.
188
Peneliti : Begini pak, yang pertama sebenarnya mulai ada
rencana pembangunan bandara di sini mulai kapan
dan bapak tahu dari siapa?
Narasumber : Ya kalau itu setahu saya mulai ada rencana
pembangunan bandara dari tahun 2012 mas. Saya
tahunya dari koran. Terus adanya sosialisasi dari
pemrintah, dan kemarin belum lama ada
konsultasi publik mas. Untuk sosialisai dan
konsultasi publik itu merupakan tahap-tahapnya
mas.
Peneliti : Kalau dari bapak sendiri adanya pembangunan
bandara ini setuju atau tidak ya?
Narasumber : Wah kalau itu sebenaranya saya tidak setuju mas,
tapi bagaimana lagi ya, itu sudah kebijakan dari
pemerintah, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan ya
manut sajalah dari pada nanti repot. Jadinya ya
menerima dengan berat hati.
Peneliti : O iya pak maaf sebelumnya, bapak punya lahan
pertanian di sini?
Narasumber : Punya mas sekitar 2 hektar, yang saya tanami
kacang, singkong dan tanaman lainya. Jadi kalau
pembangunan bandara ini nanti lahanya habis terus
saya mau kerja apa. Kalaupun nanti jadi bandara ya
harapanya pemerintah bisa menyediakan lapangan
pekerjaan, terutama untuk anak-anak saya, itu nggak
apa-apa. Terus ada ganti rugi lahan untuk tempat
tinggal kami nanti mas.
Peneliti : Terus kalau dari bapak sendiri harapan atau
permintaa kepada pemerintah seperti apa?
Narasumber : Ya kalau saya dan masyarakat mintanya, kami





kompensasi atau ganti rugi yang sesuai, dan itu
harus musyawarah dengan masyarakat sehingga
terjadi mufakat mas.
Peneliti : Dari bapak ada kekawatiran atau tidak nanti kalau
ada pembangunan bandara?
Narasumber : Ya jelas ada mas, dari pekerjaan, dan lahan kami
yang habis.
Peneliti : O iya pak untuk hubungan di masyarakat sendiri
seperti apa ya?
Narasumber : Hubungan sosial kalau di sini dukuh Munggangan
dan Ngringgit hubunganya baik mas. Yang kurang
baik hubunganya yaitu dukuh Kragon I, dan Kepek
di desa Glagah.
Peneliti : Itu karena apa pak?
Narasumber : Ya kerana ada yang masyarakat pro dan kontra
mas, jadi terjadi kelompok-kelompokan mas.
Kalaupun nanti yang pro, itu kan pro bersyarat jadi
tidak menutup kemungkinan apabila apa yang
mereka minta tidak dipenuhi ya bisa saja jadi kontra
mas.
Peneliti : Kalau menurut bapak solusi untuk masalah
pembangunan bandara itu seperti apa ya pak?
Narasumber : Ya kalau dalam proses pembangunan bandara ini
pemerintah dan masyarakat harus adanya
musyawarah tadi, sehingga terjadi mufakat.
Peneliti : Maaf pak, mungkin itu saja dulu terimakasih atas
waktunya.
Narasumber : Iya mas, sama-sama. Masnya tadi dari jurusan apa
ya?











1. Nama : Ngatinah
2. Usia : 50 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : -
5. Alamat : Munggangan, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 25 Januari 2016, pukul 13.50-14.25, di
rumah Bu Ngatinah
B. Wawancara
Peneliti : Permisi bu
Narasumber : Iya mas, ada apa ya?
Peneliti : Maaf bu begini saya mau minta tolong untuk
tanya-tanya ke ibu, atau ngobrol begitu?
Narasumber : Mau tanya apa ya mas?
Peneliti : Begini bu, saya kebetulan lagi dapat tugas dari
kampus, o iya perkenalkan nama saya Akmada
Sopanudin dari kampus UNY.
Narasumber : Kemarin belum lama juga ada dari mahasiswa yang
melakukan penelitian di sini, penelitianya tentang
jumlah sumur di sini, mahasiswa dari UGM atau dari
mana kemerin nggak tanya jelas soalnya. Mas dari
kampus UNY yang di Wates atau di Jogja?
Peneliti : Di Jogja bu. ini bu, saya kan sedang ada tugas
skripsi, mau tanya-tanya mengenai pembangunan
bandara di sini.
Narasumber : Oh iya mas tapi tidak begitu paham hanya setahu
saya.
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Penelti : Iya bu tidak apa-apa, bagini bu dulu awal mula
rencana pembangunan bandara di sini dari tahu
berapa ya?
Narasumber : Itu mas pada tahun 2012. Pada tahun itu sudah ada
sosialisasi tapi tepatnya tanggal berapa lupa.
Peneliti : Kalau ibu sendiri tahu akan dibangun bandara di
sini dari siapa ya?
Narasumber : Ya dari sosialisasi itu mas.
Peneliti : Oh iya bu, kalau ibu sendiri menolak atau
menerima ya?
Narasumber : Ya kalau ditanya secara pribadi sih menolak mas,
soalnya kan di sini sudah enak dan nyaman mas.
Tapi bagaimana lagi itu sudah program dari
pemerintah.
Peneliti : Sekarang mulai masuk tahap apa ya bu?
Narasumber : Kalau sekarang sudah masuk dalam tahap
pendataan mas, dari mulai rumah, tanaman dan
sebagainya. Tapi setahu saya untuk pendataan
rumah, dari mulai luas dan tinggi bangunan sampai
sekarang belum dilakukan mas.
Peneliti : Oh jadi untuk rumah belum ya bu, kalau untuk
ganti ruginya sendiri besok berapa ya bu kalau boleh
tahu?
Narasumber : Kalau untuk ganti rugi saya juga belum tahu mas,
soalnya belum ada informasi kapan, mungkin setelah
pendataan itu selesai baru dikasih tahu. Kan untuk
pendataan sendiri dilakukan selama 15 hari jam
kerja, dan dikaji 15 hari kerja juga.
Peneliti : Harapan ibu atau permintaan ibu dengan
dibangunya bandara di sini seperti apa ya?
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Narasumber : Permintaanya ya masyarakat lebih sejahtera, di
berikan ganti rugi yang sesuai, dan adanya relokasi
tempat tinggal mas. Jadi untuk relokasinya sudah
ditentukan di mana sehingga kami tidak bingung
mau pindah kemana nantinya. Soalnya saya memang
di sini tidak punya tanah luas, tapi rumah dan
sebagainya kan nantinya bagaimana setelah adanya
bandara. Jadi pemerintah benar-benar
memperhatikanya mas.
Peneliti : O iya bu kalau boleh tahu, ibu sendiri jadi pemilik
yang sah atau ibu memiliki sertifikat tanah di sini?
Narasumber : Iya punya mas, saya menjadi pemilik tanah di sini
yang sah. Kebetulan lahan saya sedang saya tanami
sayuran dan padi.
Ada lagi mas?
Peneliti : Iya bu ini mungkin pertnayaan terkahir, kalau
untuk hubungan masyarak sekitar sini bagaimana bu,
kan ada yang pro dan kontra?
Narasumber : Alhamdulillah kalau di munggangan sini kebetulan
tidak masalah mas, masyarakatnya masih saling
membantu dan silaturahminya masih bagus. Tapi
kalau di pedukuhan lain mungkin ada, seperti di
pedukuhan sebelahnya lagi sedikit kres mas.
Peneliti : Iya bu, mungkin cukup dulu, terimakasih atas
waktunya yang diberikan.
Narasumber : Iya mas, sama-sama.
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1. Nama : Bandoko
2. Usia : 39 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : -
5. Alamat : Tanggalan, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 23 Februari 2016, pukul 12.54-13.20, di
depan Pemda Kulon Progo
B. Wawancara
Peneliti : Selamat siang pak.
Narasumber : Selamat siang mas, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Begini pak saya sedang melakukan penelitian
mengenai proses pembangunan bandara?
Narasumber : Oh iya mas, terus bagaimana?
Peneliti : Ya pak, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya
Akhmad Sopanudi, dari UNY. Nanti saya akan
bertanya-tanya mengenai pembagunan bandara pak.
Jadi sebelumnya untuk pembangunan bandara di
tempatnya bapak, selaku yang terdampak bagaimana
tanggapan bapak?
Narasumber : Tanggapan seperti apa ya mas?
Peneliti : Menolak atau menerima ya pak terhadap
pembangunan bandara ini dan tahu informasi itu dari
mana?
Narasumber : Tanggapan saya mungkin juga mewakili dari
teman-teman yang lain di sini. Saya pro bersyarat,
jadi ada beberapa persyaratan yang kami ajukan,
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pada dasarnya saya menolak mas, namun karena itu
program pemerintah mau tidak mau saya ya
mengalah saja mas. Terus tahu adanya pembangunan
bandara itu dari sosialisasi.
Peneliti : Syarat yang diajukan itu apa saja apa pak?
Narasumber : Relokasi gratis, pekerjaan, dan kompensasi atau
ganti rugi yang layak dan terutama kompensasi
pengelolaan tanah Pakualaman Ground.
Peneliti : Tadi kan bapak tahu adanya pembangunan bandara
ada sosialisai, yang mesnosialisasikan itu siapa pak?
Narasumber : Dari pihak Angkasa Pura I dan Pemda.
Peneliti : Apakah bapak terdampak langsung pembangunan
bandara atau tidak?
Narasumber : Iya mas, saya terdampak langsung mulai dari
rumah, sawah, dan pekarangan kena semua.
Peneliti : Kalau untuk luas tanahnya bapak sendiri berapa?
Narasumber : Wah kalau itu saya kurang tahu secara tepatnya,
yang jelas punya mas.
Peneliti : O iya pak di masyarakat ada yang pro dan kontra,
kalau hubunganya bagaimana ya pak?
Narasumber : Kalau untuk di Palihan tidak ada masalah, tapi
kalau di sebagian wilayah lain itu sangat
bermasalah.
Peneliti : Masalah seperti apa pak misalnya?
Narasumber : Misalnya kenduri, kalau ada kenduri di yang pro,
yang kontra tidak datang. Malah kalau ada yang
meninggal misalnya saja tidak datang mas.
Peneliti : Sejauh ini tahap pembangunan bandara mulai tahap
apa pak?




Peneliti : Kalu untuk ganti ruginya berapa ya pak bagi warga
yang terdampak?
Narasumber : Wah kalau itu saya belum tahu mas, nanti kan ada
tim apreasel yang menentukan besaran nilainya. Itu
setelah tahap perbaikan pengukuran telah dilakukan,
setelah itu nanti tim penilai tanah melakukan
penilaian harga tanah. Tapi untuk jadwalnya sendiri
belum tahu, apakah bulan April atau Mei besok.
Peneliti : O iya pak untuk ganti ruginya bagi masyarakat
yang terdampak berapa pak?
Narasumber : Belum tahu mas, nanti kan ada tim appresil yang
menetukan harganya, dan tim ini sifatnya
independen mas.
Peneliti : O iya pak ini kan masyarakat yang pro tergabung
dalam kelompok paguyuban atau tidak pak, kalau
yang kontra kan tergabung dengan WTT.
Peneliti : Ini kan kebetulan lagi demo, demo ini sejak kapan
dan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat?
Narasumber ; Sejak kemarin Senin (22 Februari 2016) mas, jadi
untuk tuntutan warga sebenarnya ya itu tadi mas;
relokasi gratis, tenaga kerja, dan ganti rugi yang
layak.
Peneliti : Rencananya mau demo di sini berapa hari lagi?
Narasumber : Sampai tuntutan kami disetujui mas, kebetulan
waktu senin kemarin juga kami sempat audiensi
dengan Bupati, dan yang sudah disetujui ada
masalah mengenai ketenagakerjaan, ganti rugi atau
kompensasi, dan yang belum disetujuji yaitu relokasi
gratis. Itu masih dalam pengkajian soalnya mas
untuk relokasi gratisnya.




Peneliti : Kalau dari bapak sendiri ada kekawatiran tersendiri
apa tidak dengan adanya pembangunan bandara?
Narasumber : Ya jelas ada mas, dari mulai pencaharian saya yang
akan hilang, masuknya budaya asing masuk,
pergaulan generasi muda, dan persaudaraan yang
semakin renggang.
Peneliti : Itu yang menjadi kekawatiran njenengan ya pak?
Narasumber : Ya mas, mungkin secara umum yang menjadi
kekawatiran saya sama seperti teman-teman yang
lainya di sini.
Peneliti : Iya pak terimakasih banyak sudah mau saya tanya-
tanya.
Narasumber : Iya mas sama-sama, kalau nanti mas nya masih
kurang bisa tanya ke yang lainya.





1. Nama : Nanang
2. Usia : 33 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : -
5. Alamat : Ngringgit, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 23 Februari 2016, pukul 13.32-13.50, di
depan Kantor Pemda Kulon Progo
B. Wawancara
Peneliti : Selamat siang pak.
Narasumber : Selamat siang mas.
Peneliti : Maaf pak, begini saya sedang melakukan
penelitian mengenai pembangunan bandara di sini,
kebetulan tadi sudah tanya-tanya ke Pak Bandoko.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Akhmad
Sopanudin.
Narasumber : Oh iya mas, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti : Begini pak, saya mau tanya-tanya mengenai
pembangunan bandara di sini. Yang pertama
berkaitan dengan bandara itu sendiri, sebelumnya
apakah ada sosialisasi?
Narasumber : Ada mas, dari awal memang sudah ada sosialisasi
dari pemerintah baik dari pemerintah desa dan
Pemda Kulon Progo. Sosialisasi kita mengikutinya
dengan santun mas, ok, tapi kan dari awal kita kan
sepakat dengan syarat. Tapi syarat-syarat itu kan
sampai sekarang belum jelas. Jadi belum ada yang
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jelas. Misalkan untuk syarat pekerjaan, rumah atau
relokasi gratis.
Peneliti : Berarti untuk permintaan dari bapak dan teman-
teman yang lain belum disetujui ya pak?
Narasumber : Maaf ya mas, saya potong, bukan permintaan saya
tapi permintaan dari warga yang terelokasi dan
terdampak bandara itu ya tiga poi itu mas, misalnya
yang relokasi gratis itu tadi mas. Ya kan untuk masa
depan kan kita harus memikirkanya mas. Contohnya
begini mas, kita punya tanah seratus meter, jangan
sampai nanti ketika kita mau membeli tanahnya mas,
lebih mahal di luar harga ganti rugi yang kita terima.
Nggak mungkin kan mas tanah di luar sesuai harga
yang ditentukan oleh tim appresel sesuai tanah kami
yang nantinya akan diganti rugi, itu yang menjadi
unek-unek kami mas. Pastinya lebih mahal, apalagi
setelah pembangunan bandara ini harganya permeter
sudah mencapai Rp. 1.000.000,00 mas. Nah kalau
semisal tanah kami yang nantinya akan dinilai oleh
tim appresel lebih mahal kan nggak mungkin.
Kemarin kan ibaratanya dijelaskan dari pemerintah
itu kalau relokasi kan beli, nah kalau beli kan
ibartnya yang cuman punya tanah atau rumahnya
hanya ukuran 5×7 m, padahal di rumah itu dihuni
oleh lebih dari 1 kk, padahal kalau nggak ada
bandara itu mereka sudah nyaman.
Peneliti : O iya pak dari proses sosialisasi sampai tahap
sekarang ini kejelasan dari pemerintah mulai dari
ganti rugi dan sebagainya seperti apa pak?
Narasumber : Kejelasan untuk masyarakat belum ada sama sekali
mas, makanya kan masyarakat sekarang ini sudah
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mulai ragu. Masyarakat yang kemarin pro saja
sekarang sudah mulai ragu. Masyarakat mulai sadar,
kemarin itu mungkin kami tidur dari mimpi-mimpi
indah, wah besok denagn adanya bandara tanah
kami mau diganti permeternya Rp. 5.000.000,00-
10.000.000,00 besok aku bakale kerja dibandara jadi
ini jadi itu, sekarang sudah tidak lagi berharapa
seperti itu. Karena kejelasan untuk kesejahteraan
masyarakat belum jelas mas, apa lagi untuk
kelangsungan hidup kita mas. Misalnya saya kan
kebetulan peternak ayam pendapatan saya per bulan
sekitar Rp. 8.000.000,00 tapi kan tidak mungkin
setelah adanya pembangunan bandara saya ternak
ayam lagi, masa kandang ayam di dekat bandara kan
nggak mungkin mas. Terus contohnya lagi sebagai
petani itu kalau penghasilanya uang sehari bisa Rp.
50.000,00 diperintah tetangganya untuk menanam
cabai, atau menyirami cabai, merwat cabai dan
sebagainya kan keahlian warga kan cuman sebagai
petani. Harusnya pemerintah kan punya
kebijaksanaan untuk memikirkan itu mas.
Peneliti : O iya pak maaf, ini kan sejak kemarin Senin sudah
melakukan aksi demo, yang terlibat demo ini hanya
satu desa atau tidak pak?
Narasumber : Oh iya ini kan sebenarnya yang mau kaya gini kan
yang nginep di sini bukan hanya ada 25 orang tapi
300 orang yang mau netap di sini. Tapi kan kita
orang jowo masih punya rasa santun  akhirnya
diputuskanlah 25 orang yang menetap di sini sebagai
perwakilan, artinya digilir mas yang tinggal di sini.
Kalau semisal besok kami sudah pulang dan belum
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ada kejelasan nanti bisa terjadi gejolak yang lebih
besar. Yang ditakutkan kan nanti teman-teman yang
pro ini malah ikut dengan saudara-saudara kita yang
menolak. Kan kebetulan yang ada disini bukan
hanya warga Palihan mas, tapi ada dari warga
Glagah, Jangkaran, Kebonrejo, dan Sindutan, itu
yang tergabung di sini. Jadi di sini nggak ada ketua,
atau kita mau menonjolkan individu atau satu
kelompok mas.
Nah kan mas bisa lihat ada ibu-ibu di sini padahal
kan punya pekerjaan di rumah, dia rela ke sini
meninggalkan ananknya yang masih kecil, anaknya
yang sedang sekolah, karena dia sadar mas akan
masa depannya. Tidak ditunjuk, bu kamu sekarng
piket, tidak mas, karena yang kita pikirkan adalah
kelangsungan hidup kelak nanti. Sebenarnya kalau
tidak dengan adanya bandara kita sudah nyaman koh
mas. Kebetulan kan di daerah saya mayoritas
penanam cabai mas, jadi banyak mas yang ketika
panen warga dari luar pada datang kesini untuk
menjadi buruh, bahkan dari luar temon ada, dan
sekarang ini sudah banyak sumur bor jadi nggak
bingung lagi ketika musim kemarau untuk
menyirami, dan kami bisa menanam pohon cabai
sampai sepuluhribu batang mas. Artinya
kesejateraan sudah mulai ada mas, sekarang mas
bisa cek untuk tempat tinggal tidak ada yang
namanya rumah pakai bedek, tidak ada anak-anak
yang tidak sekolah. Jadi dengan tidak adanya
bandara kami sudah sejahtera koh mas, tapi kan
yang namanya bandara kan untuk fasilitas umum
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dan kepentingan umum, mungkin yang diuntungkan
kan orang banyak.  Dan itu kan dari Pemda sendiri
yang mengusulkan pembangunan bandara di Kulon
Progo ini. Yang perlu mas garis bawahi adalah
jangan kita yang berkorban kok jadi selalu yang
dikorbankan, ibaratnya kami ini kan ini sebagai
pahlawan mas, kalau bandara ini sudah jadi untuk
kepentingan umum. Permintaan kami nggak muluk-
muluk koh mas sebenarnya tiga poin itu.
Peneliti : O iya pak, kan katanya relokasi akan dipindah ke
tanah Kas Desa?
Narasumber : Memang dari Pemda sudah ada mas relokasi ke
Kas Desa, tapi kan ke Kas Desa itu beli mas. Jadi
Pemda hanya membebaskan tanah Kas Desa untuk
relokasi, jadi kan kita beli mas. Karena pihak kita
kan, nah kalau tanah ku cuman segini dan untuk beli
satu bangunan di sana boleh tidak? Kalaupun boleh
seperti yang dicontohkan tadi itu loh mas, ibaratnya
rumah saya ukuran 5x7 m, ada bangunanya terus
dinilai tim appresil sebesar Rp. 250 juta, terus untuk
beli tanah relokasi Rp. 200, sisanya Rp. 50 juta itu
untuk kelangsungan hidup belum tentu cukup koh
mas, kita kan memulai kehidupan baru di sana, apa-
apa beli lagi. Ibaratnya. Sudah cukup mas?
Peneliti : O iya pak untuk hubungan di masyarkat sendiri
antara yang pro dan kontra seperti apa pak?
Narasumber : Kalau untuk hubunganya sendiri masih baik koh
mas, karena kita kan sama-sama saudara, karena
mereka kita tidaka bisa menyalahkan mereka mas,
karena kita menyadari mas, bahwa memang nasib
dia sama nasibnya dengan kita. Nah nyatanya saya




sendiri masih hubungan baik dengan tokoh WTT
nya koh mas, kemarin juga ketemu. Nah kalau
memang permintaan kita dikabulkan, kami kita
berkomit nginep-nginep seperti ini yang pro, yang
kontra juga mendukung koh mas. Namanya orang
kan punya pemikiran sendiri kan mas, dari sini juga
nggak bisa memaksakan dan dari sanapun tidak bisa
memaksakan.
Peneliti : Iya mungkin itu dulu pak, terimakasih pak atas
waktunya.




1. Nama : Nartiwi
2. Usia : 40 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Petani
4. Jabatan : -
5. Alamat : Ngringgit, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 23 Februari 2016, pukul 13.54-14.20, di
depan Kantor Pemda Kulon Progo
B. Wawancara
Peneliti : Permsi bu, boleh minta tolong bu?
Narasumber : Iya mas, bagaimana?
Peneliti : Begini mau tanya-tanya mengenai pembangunan
bandara bu?
Narasumber : Iya silahkan mas, nanti saya jawab sebisanya.
Peneliti : Begini bu, kalau untuk rencana pembangunan
bandara sendiri mulai tahun berapa itu ada dan ibu
tahunya dari mana ya?
Narasumber : Ya mulai ada kabar tahun 2012, ketika itu sudah
mulai ada sosialisasinya mas. Setelah sosialisasi
kemarin terus ada konsultasi publik, terus sekarang
ini memasuki tahap pendataan mengenai tanah.
Peneliti : Waktu itu yang melakukan sosialisasi siapa ya bu?
Narasumber : Ada dari pihak perangkat desa dan pemerintah
daerah mas.
Peneliti : O iya bu, apakah ibu terdampak langsung?
Narasumber : Ya mas, saya terdampak langsung, mulai dari
lahan, rumah semua kena mas.
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Peneliti : Maaf bu, kalau dari ibu sendiri menolak atau
merima dengan bandara ini?
Narassumber : Ya bagaimana ya mas, mau menolak saya juga
nggak bisa menerima juga ibaratnya saya terpaksa.
Soalnya kan itu program dari pemerintah ya
mungkin itu baik untuk kami, yang penting kami
nanti diperhatikan mas, hak-hak kami dipenuhi aja
mas. Saya kan pekerjaanya sebagai petani kalau
semisal besok lahan saya jadi bandara kan bingung
mau kerja apa mas.
Peneliti : Lahanya ibu kan kena, secara otomatis kan
pekerjaanya hilang, kalau dari pemerintah sendiri
yang dilakukan untuk mengantisipasi pengangguran
itu, seperti apa bu?
Narasumber : Ya setahu saya ada pelatihan terhadap warga yang
terdampak mas, kaya pelatihan menjahit, memasak,
komputer, dan tukang kayu bagi yang bapak-bapak.
Peneliti : Oh jadi ada pelatihanya juga ya bu?
Narasumber : Iya mas ada, tapi kan itu nanti juga ada semacam
seleksi juga.
Peneliti : Kalau seleksinya berdasrkan apa bu?
Narasumber : Wah kalau itu kurang tahu mas, tapi yang jelas
sesuai dengan keahlianya masing-masing kan mas.
Peneliti : Maaf bu, kan di masyarakat ada yang pro dan
kontra, kalau untuk hubunganya di masyarakat
seperti apa ya bu?
Narasumber : Ya sekarang ini terjadi gap-gap mas, kelompok-
kelompok. Jadi orang pro ya gaulnya sama orang






Peneliti : O iya bu, kalau harapan atau permintaanya dari ibu
sendiri seperi apa dengan adanya bandara ini besok?
Narasumber : Kalau itu harapanya hak-hak kami dipenuhi aja
mas, mulai dari kompensasi atau ganti rugi,
pekerjaan, terus relokasi mas.
Peneliti : Iya bu, mungkin itu dulu, terimakasih waktunya ya
bu.






1. Nama : Sugeng
2. Usia : 48 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : Swasta
4. Jabatan : -
5. Alamat : Kretek, Palihan, Temon.
6. Waktu dan tempat : 26  Februari 2016, pukul 11.20-11.52 di
rumahnya Pak Sugeng
B. Wawancara
Peneliti : Permisi selamat siang pak.
Narasumber : Selamat siang mas, silahkan duduk ada yang bisa
saya bantu.
Peneliti : Iya pak terimakasih, begini pak, saya kebetulan
sedang ada tugas dari kampus untuk penelitian
skripsi saya. Kalau bapak berkenan saya mau minta
tolong pak.
Narasumber : Minta tolong apa ya mas dan apa yang bisa saya
bantu ya mas?
Bandara : Ini pak, saya mau tanya-tanya mengenai
pembangunan bandara di sini.
Narasumber : Aduh bagaimana ya mas, ya coba nanti mas kalau
bisa mungkin saya menjawab sebisa saya.
Peneliti : Begini pak yang pertama mengenai pembangunan
bandara di sini mulai ada kabar sejak tahun berapa
ya pak?
Narasumber : Kalau itu setahu saya mulai tahun 2012 mas.
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Peneliti : Kalau bapak sendiri tahu informasinya dari siapa
ya pak?
Narasumber : Ya tahunya dari media cetak mas, koran waktu itu.
Kalau di sini akan dibangun bandara mas.
Peneliti : O iya pak, kalau tanggapan bapak sendiri
bagaimana pak dengan adanya pembangunan
bandara ini?
Narasumber : Ya kalau saya sih mas secara pribadi sebenarnya
keberatan, karena apa? Saya kasihan kepada warga
yang kurang mampu mas. Artinya mereka yang
selama ini menjadi buruh pertanian di sini kan
kasihan. Besok semisal bandara di sini mereka mau
kerja apa mas.
Peneliti : Mohon maaf pak sebelumnya, apakah bapak
terdampak langsung?
Narasumber : Ya kebetulan saya terdampak langsung, tapi bukan
tanah saya yang ada sini. Di sini tanah milik istri
saya yang terdampak, kalau saya hanya menumpak
mas di sini.
Peneliti : maaf pak, aslinya bapak dari mana?
Narasumber : Kalau saya aslinya orang semarang mas, tapi sudah
lama menetap di sini sekitar 10 tahun-an.
Peneliti : O iya pak, kan tadi yang terdampak tanahnya istri
bapak, kalau boleh tahu luasnya berapa meter ya
pak?
Narasumber : Kalau luas tanahnya sekitar 3000-an meter mas.
Peneliti : Itu hak milik pak?
Narasumber : Iya itu hak milik istri saya.
Peneliti : Itu tanahnya sekarang ditanami apa ya pak, dan
digarap sendiri atau bagaimana?
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Narasumber : Sekarang ini sedang ditanami lombok kalau lahan
tegalan, kemudian ada yang digarap sendiri dan ada
yang digarap tetangga mas.
Peneliti : O iya pak untuk hubungan masyarakat sendiri
sekarang ini bagaimana ya pak?
Narasumber : Ya hubunganya di masyarakat sekarang ini sedang
panas lagi mas, kan isu-isunya lagi hangat setelah
kemarin selesai pendataan dan ada beberapa yang
masih salah.
Peneliti : O iya pak, sebenarnya mayoritas masyarakat
menerima atau menolak ya pak?
Narasumber : Ya kalau masyarakat sebenarnya banyak yang pro
mas, tapi ada yang kontra. Tapi kalua yang pro juga
masih belum sepenuhnya menerima, artinya masih
mengajukan persyaratan yang mereka inginkan.
Yang menjadi permintaan mereka ada tiga mas,
yang pertama mengenai relokasi gratis, pekerjaan,
dan ganti rugi.Tapi yang kontra kurang tahu
alasanya kenapa mereka menolak, setahu saya
mereka tetap menolaknya mas, jadi mereka kemarin
menolak pengukuran tanah yang dilakukan oleh tim.
Peneliti : Kalau tanggapan atau sikap bapak sendiri
menyikapinya bagaimana dengan pembangunan
bandara ini?
Narasumber : Kalau saya dibuat santai saja mas, silahkan kalau
ada yang pro dan kontra itu kan biasa di masyarakat
ketika ada pembangunan.Yang jelas itu kan
kebijakan pemerintah, kalau semisal memang
pembangunan bandara di sini baik untuk banyak
orang mas. Tapi ya itu tadi saya hanya kasihan








mas, besok mereka mau kerja apa. Sedangkan
selama ini mereka dapat pekerjaan ya dengan buruh
tani di sekitar sini.
Peneliti : Begini pak, di masyarakat kan ada yang pro dan
kontra untuk hubunganya sendiri bagaimana ya pak?
Narasumber : Kebetulan saya kan dulu sebenarnya menolak kan
mas, saya dulu juga pernah ikut ke PT Angkasa Pura
sama teman-teman yang lain untuk mengadakan
pertemuan atau rapat membahas mengenai
pembangunan bandara di sini. Waktu itu kami ingin
mengajukan pertanyaan atau menanyakan
bagaimana nantinya mulai dari dampak dan
sebagainya, eh malah saya dikira ikut-ikutan
memihak ke yang pro atau mendukung
pembangunan bandara ini. Setealah dari Angkasa
Pura waktu itu saya didatangi oleh orang-orang yang
kontra dan dibawa ke tempat mereka, dan ditanya-
tanya oleh mereka, yang lebih menyakitkan lagi ya
itu mas dikata-katain kasar oleh mereka. Padahal
waktu itu sudah saya jelaskan, eh tapi malah mereka
tetep nggak percaya ya sudahlah, terlanjur sudah
sakit hati akhirnya saya tidak lagi ikut mereka.
Jadi kalau sekarang saya lebih baik diam saja mas,
kalau misalkan ada undangang atau musyawarah
dalam masyarakat saya milih diam mas.
Peneliti : O iya pak, mohon maaf pak setelah keajidan itu
bagaimana pak?
Narasumber : Ya sampai sekarang ada yang masih membenci
saya mas, tapi kan saya cuek saja, buat apa saya
menanggapi dia kan mas misalnya percuma nanti




yang sudah muali sadar apa yang waktu itu saya
jelaskan ke mereka, paling besok ya akan sadar
sendiri lah mas, kan dulunya saya memang berjuang
bareng mereka, dan sama-sama senasib. Tapi yang
disayangkan masyarakat kami tidak bersatu mas,
jadi punya prinsip sendiri-sendiri baik yang pro atau
yang kontra, coba kalau kita bareng-bareng
dimusyawarahkan kan lebih enak kan mas, cari jalan
tengahnya. Jadi selama ini kita yang bersama-sama
mbangun desa, malah jadi dua kubu, itu kan sangat
disayangkan kan mas.
Peneliti : O iya pak, untuk yang kontra sendiri itu memang
punya lahan di sini atau tidak ya?
Narasumber : Memang ada beberapa yang punya lahan, namun
tidak luas, ada yang hanya punya lahan beberapa
meter saja dan ada yang punya lahan luas. Tapi yang
kontra sebagian besar malah mereka yang tidak
mempunyai lahan, artinya mereka yang selama ini
menjadi buruh tani di masyarakat. Eh malah yang
nggak punya lahan membenci yang pro, yang mana
dia menggarap lahanya orang pro, itu kan aneh kan
mas. Jadi kalau kemarin sempat mengadakan
pertemuan berencana menarik kembali lahan kami,
artinya biar saja tidak ada yang menggarap saja, tapi
kan kami masih punya rasa kasihan ke meraka.
Karena bagaimana ya mas, soalnya orang yang pro
itu kan hatinya tersakiti, misalnya ketika dia lewat
naik motor di depan yang kontra dia dikata-katain
koh mas; “dasar orang pro”, padahal dia yang punya
lahan, malah kadang kata-kata kasar dan sebagainya





Peneliti : Menurut bapak, untuk menyelesaikan masalah itu
bagimana pak?
Narasumber : Ya itu tadi mas, sangat disayangkan di masyarakat
terjadi seperti itu, seharusnya kita bareng-bareng
membangun desa, ketika ada masalah ya kita
musyawarahkan bareng-bareng sehingga terjadi
kepahaman bersama mas. Masih ada lagi mas,
mohon maaf soalnya nanti sebentar lagi saya mau
berangkat kerja.
Peneliti : Oh iya pak tidak apa-apa, ini sudah selesai koh
pak. Mohon maaf karena saya munggkin
mengganggu. Kerja apa ya pak?
Narasumber : Iya mas tidak apa-apa, saya hanya pegawai toko
besi mas, cuman nganterin pesanan saja.
Peneliti : Oh, iya sekali lagi terimakasih banyak pak atas
waktunya.
Narasumber : Iya mas sama-sama.
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TRANSKIP WAWANCARA




1. Nama : Ir. RM. Astungkoro, M.Hum
2. Usia : 54 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : PNS Pemda Kulon Progo
4. Jabatan : Sekertaris Daerah Kab. Kulon Progo
5. Alamat : Jl. Perwakilan No 1 Wates, Kulon Progo
6. Waktu dan tempat : 23 Februari 2016, pukul 10.01-10.43 di
Ruang Kantor Sekda Kabupaten Kulon Progo
B. Wawancara
Peneliti : Selamat pagi pak, pekernalkan nama saya
Akhmad Sopandin, mahasiswa dari UNY yang
sedang melakukan penelitian menegenai bandara
pak di Kulon Progo ini.
Narasumber : Oh iya mas Akhmad ya, apa saja yang bisa saya
bantu sekiranya ada pertanyaan nanti dari mas
Akhmad.
Peneliti : Iya pak terimakasih banyak atas waktunya, begini
pak pertanyaan pertama berkaitan dengan
pembangunan bandara di Kulon Progo sejak kapan
dan kronologisnya seperti apa ya pak?
Narasumber : Jadi awal mula pembangunan bandara di Kulon
Progo itu dimulai dari adanya pemarkarsa Angkasa
Pura, tapi ide pembangunan bandara ini sebenarnya
sudah sejak lama yaitu jaman bupati Pak Hartoyo.
Rencana sudah cukup lama, tapi 3 tahun yang lalu
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IPL (ijin penetapan lokasi) dari pak menteri
perhubungan sudah turun. Atas dasar IPL yg
diturunkan, Angkasa Pura meminta IPL dari pak
Gubernur. Pak Gubernur menetapkan ijin di
wilayah yg bersangkutan. IPL ini menjadi dasar
Angkasa Pura untuk nanti mendapatkan lahan
bandara. IPL ini akan mengurusi proses-proses
yang ada untuk bandara itu sendiri.
Peneliti : Kalau untuk tahap-tahanya sendiri dalam
pembangunan bandara itu sendiri seperti apa pak?
Narasumber : Nah nanti setelah IPL turun nanti ada tahap-tahap
berikutnya; yaitu tahap sosialisasi, konsultasi
publik, sekaligus  IPL itu menandata luas lahan
untuk bandara. IPL Pak Gubernur ini kan dalam
prosesnya  saat dilakukan pengolahan ada warga
masyarakat yang keberatan, sehingga dibentuklah
tim pendata  keberatan, dan tim pelaksana. Nah
dari tim pendata keberatan ini akan di data warga
masyarakat yang menolak, dan hal ini akan
memutuskan IPL bandara akan dilanjutkan atau
tidak. Karena berdasarkan tim pendata, dari sekitar
4000 warga masyarakat yang terdampak yang
menolak sekitar 300-400-an warga masyarakat,
sehingga IPL bandara ini dinyatakan dilanjutkan
oleh pak gubernur. Namun setelah proses itu warga
masyarakat boleh mengajukan gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kulon
Progo, waktu itu IPL dari  Gubernur kalah.
Sehingga pada waktu itu diminta untuk mencabut
IPL nya. Kemudian pak gubernur mengajukan ke
tingkat Kasasi Mahkamah Agungpada waktu itu
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Gubernur yang menang, dalam hal ini hanya
terdapat perbedaan lebih kepada pembacaan tata
ruang wilayah.
Setelah dimenangkan oleh gubernur di MA sebagai
hasil akhir keputusan maka IPL itu dilanjutkan
kembali yang diserahkan kepada Angkasa Pura.
Kemudian dari Angkasa Pura IPL ini diajukan
kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kulon
Progo untuk dilakukan pendataan dan pengukuran
kembali oleh Satgas A dan B. Tugas Satgas A yaitu
untuk melakukan pendataan bidang tanah,
kemudian satgas B menilai benda-benda yang ada
diatas dan di dalam tanah. Sehingga sampai hari ini
terus berporses dan pendataan tanah sudah selesai,
diumumkan hasil pendataan apabila masih ada
kekeliruan maka dilakukan ferifikasi atau
masyarakat boleh mengajukan perbaikan, setelah
selesai maka dilanjutkan dengan penilaian terhadap
tanah yang nantinya akan dimusyawarahkan
dengan masyarakat mengenai harga, nilai dan ganti
ruginya. Nah kalau sudah clear data ini akan
dibuatkan surat oleh BPN ke Angkasa Pura bahwa
pengukuran dan ferivikasi sudah selesai. Setelah
itu nanti Angkasa Pura memilih tim appresil atau
panitia penilai tanah yang dilakukan selama satu
bulan, setelah selesai nanti akan musyawarah
dengan masyarakat mengenai ganti ruginya baik
berupa relokasi, ganti rugi tanah, dan sebagainya.
Jika dalam proses tadi tidak terjadi penolakan
ataupun jika ada maka mereka (masyarakat) bisa
mengajukan keberatan ke pengadilan, tentang apa?
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Tentang harga, tidak memperdebatkan hal-hal lain.
Apabila hal tersebut sudah tidak ada yang
keberatan lagi maka 14 hari kemudian pihak
Angkasa Pura melakukan ganti rugi kepada
masyarakat . Untuk relokasi diberi waktu 1 tahun,
untuk tanah diberi waktu sekitar 6 bulan.
Peneliti : Kemudian untuk latar belakang pembangunan
bandara ini alasanya kenapa pak?
Narasumber : Pembangunan bandara ini bukan semata
kepentingan pemerintah Kulon Progo, namun
kepentingan pemerintah pusat. Kalau ditanya
tentang latar belakang pemangunan bandara ini ya
karena bandara Adisucipto mulai padat
penerbanganya, sehingga perlu memang ada
tempat lain yang bisa menampung hal itu.
Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan
bandara baru di Kulon Progo pak?
Narasumber : Ya saya selaku Pemda Kulon Progo mesti akan
mensuport yang menjadi hak dan kewenanganya.
Dalam hal ini termasuk dengan penataan ruang di
wilayah di sekitar bandara itu, menjadi
tanggungjawab pemerintah Kulon Progo.
Kebijakanya apa? Ya penataanya harus jelas,
dalam proses pengadaan ini kita harus memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Peneliti : Terus untuk alasanya sendiri pak, kenapa
pembagunan bandara ditempatkan di Kulon Progo?
Narasumber : Berdasarkan hasil survei, yang dilakukan dari
Kanwil provinsi dari sekian tempat yang dihitung
efektif, efisienya, adalah di Kulon Progo,




sehingga di Kecamatan Temon ini menjadi lokasi
pembangunan bandara yang baru.
Peneliti : Apakah pembagunan bandara di Kulon Progo
sesuai dengan peraturan yang ada?
Narasumber : Iya, bahwa kita menyelanggarakan
pemabangunan bandara di Kulon Progo ini sesuai
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan
kepentingan umum, tentang fasilitas umum. Itu
mengacu pada UU No 2 Tahun 2012, tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan
juga undang-undang mengenai penerbangan yang
akan mengatur mengenai IPL nya pak mentri
perbungan, dan juga undang-undang lain yang
berkaitan dengan lingkungan khususnya berkaitan
denagan AMDAL.
Peneliti : Kalau dari tanggapan masyarakat sendiri yang
bapak lihat sejauh ini seperti apa pak?
Narasumber : Kalau ditanya mengenai pemabangunan bandara
ya tentunya ada masyarakat yang pro dan kontra,
dari 4000 sekian ada 500  yang kontra. Dari 500
warga yang kontra ini dibagi dua ada yang kontra
kelompok sebagai penggarap, dan kontra yang
memang punya lahan di sana dan bertempat di
sana.
Peneliti : O iya pak, kan di dalam masyarakat terjadi pro
dan kontra dalam menyikapi hal tersebut
bagaimana pak?
Narasumber : Tanggapan saya, pro dan kontra itu hal yang biasa
bukan hanya dalam bandara. Hal itu terjadi bisa
karena informasi yang kurang, hal itu bisa karena
pengetahuan belum sampai kesana, dan bisa terjadi
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karena masyarakat kaget dan bersikukuh tidak mau
pindah, pokoknya disitu. Hal demikian itu  yang
harus dipahamkan oleh pemerintah kepada mereka
bahwa dalam pembangunan untuk kepentingan
umum mesti ada orang, kelompok, sekumpulan
orang yang akan terdampak. Artinya bahwa suatu
pembangunan yang berada persis di tempat warga
pastinya akan ada yang pro dan kontra.
Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Undang-
Undang No 2 Tahun 2012 itu berpihak pada
masyarakat yang terdampak, karena apa, karena
ganti ruginya bukan berdasarkan NJOP, namun
ditentukan oleh tim appresil yang sifatnya
independen yang tidak boleh dicampuri tangan
oleh pihak pemerkasa ataupun pemerintah, artinya
murni dari tim independen itu.
Peneliti : Kalau yang bapak lihat sendiri, apa faktor
penyebab terjadinya pertentangan pembangunan
bandara internasional di Kulon Progo?
Narasumber : Pertentanganya ada sekolompok orang yang
merasa lebih nyaman bertani, karena dia bisa
bercocok tanam di sana. Tapi petani di sana itu,
mereka-mereka ada yang punya lahanya sendiri,
dan ada yang bukan milik mereka sendiri tapi
punya Pakualaman Ground. Sebenarnya potensi di
sana seperti apa, menurut informasi ada tanaman
cabai, melon, perlu pengkajian yang lebih dalam.
Itu penyebab mereka melakukan pertentangan.
Tapi hasil pantauan kami di sana memang lebih




lebih banyak dikerjakan oleh penggarap, jadi sudah
mulai kepada industri pertanian.
Peneliti : Untuk upaya penyelesaian konfliknya sendiri
seperti apa pak?
Narasumber : Ya dengan upaya-upaya persuasif, melakukan
pendekatan-pendekatan, berikan informasi dan beri
tahu kepada mereka atas hak-hak mereka, kita
lakukan berulang kali. Kita lebih suka persuasif,
dan pendekatan manusiawi, perkara di lapangan
kita di kata-katai tidak bagus, tidak apa-apa kita
sebagai pelayan masyarakat memang harus
demikian.
Peneliti : Apakah tanah yang dijadikan pembangunan
bandara itu tanah milik masyarakat (hak milik/ hak
pakai) atau Pakualaman Ground?
Narasumber : Campuran, ada Pakualaman Ground sekitar 170-
an hektar, sisanya adalah milik masyarakat. Milik
yang masyarakat terpecah ada yang tanah lahan
pertanian, tanah pekarangan, tapi ada yang
memang ada rumah penduduk ada 518 KK.
Peneliti : Kalau untuk sistem ganti ruginya seperti apa pak?
Narasumber : Kalau untuk sistem ganti ruginya itu sudah diatur
di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012. Ada
empat pilihan; yang pertama ganti rugi dalam
bentuk uang, yang ke dua dengan ganti rugi tanah,
yang ke tiga relokasi, dan yang ke empat yaitu
dengan penyertaan modal. Tapi yang ke empat ini
belum bisa dilakukan karena Angkasa Pura bukan
perusahaan persroan terbuka. Sehingga hanya tiga
hal tadi, pilihanya dapat uang, relokasi, dan
pengganti tanah. Dari tiga ini, ganti tanah pun
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tergantung jika tanahnya ada, kalau relokasi iya
pihak Angkasa Pura berkoordinasi dengan pihak
kabupaten meminta tanah apakah ada tanah yang
bisa diganti dari Angkasa Pura, itu ada yaitu tanah
kas desa. Nah itu ada tiga hal pilahan tadi sistem
ganti ruginya. Kalau semisal masyarakat milih
uang ya, langsung diserahkan dalam bentuk uang.
Peneliti : Maaf pak, kalau semisal masyarakat yang
menolak bersikukuh tidak mau bagaimana pak?
Narasumber : Kalau sikap yang diambil pemerintah itu lebih
mengikuti peraturan pada UU No 2 Tahun 2012,
dan Peraturan Presiden. Dalam undang-undang itu
semua proses itu dilakukan sampai final, jika dia
menolak hanya diberi dua kesempatan; satu diberi
kesempatan penolakan ke Tata Usaha milik Negara
(PTUN), itu lebih kepada memang penolakan tidak
mau ada bandara itu hanya ada di PTUN, dan itu
sudah berakhir. Sehingga semestinya tidak ada lagi
masa penolakan tidak mau ada bandara. Yang
kedua sudag masuk pada fase ganti rugi, kalau
semisal dia tidak mau ya uanganya dititipkan di
pengadilan negeri, ini yang harus dipahami.
Pemerintah hanya mengikuti peraturan perundang-
undangan yand ada. namanya saja untuk
kepentingan umum, kepentingan publik, ya hal itu
yang harus dipahami oleh semua orang. Kalau
semisal saya yang terdampak ya harus mengerti
karena pembangunan bandara ini bukan hanya
semata-mata untuk kepentingan bisnis, tapi untuk
kepentingan umum, membangun bandara yang
lebih representatif. Kunjungan kita itu dulunya
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hanya dibawah seratus, sekarang ini sudah di atas
seratusan lebih per hari. Kalau pembangunan
bandara di Kulon Progo diperkirakan dalam satu
tahun ada sekitar 15 juta pertahun orang yang
datang di Kulon Progo. Bisa dibayangkan jumlah
orang yang datang dan pergi di sekitar wilayah
sini. Pertanyaanya ada efek apa? Ya ada efeknya
banyak sekali, dulu yang Kulon Progo jarang
dikunjungi orang karena ada bandara ini pastinya
orang itu akan translit meskipun dia tidak stay di
sini, tapi kan mau tidak mau dia lewat sini. Maka
akan banyak tumbuh perkembangan penyedia jasa-
jasa di masyarakat sekitar, dan menumbuhkan
perekonomian masyarakat sekitar.
Kenapa saya bisa berkata seperti itu karena saya
melihat perkembangan perekonomina di sekitar
Bandara Adi Sucipto yang begitu sangat pesat, jadi
saya yakin bahwa Kulon Progo bisa seperti
Kabupaten Sleman. Nah itulah yang menjadi
pemikiran kenapa bandara perlu dibangun di sini.
Sementara Kabupaten Kulon Progo bukan wilaya
industri jadi sulit untuk mendatangkan pengusaha-
pengusaha di sini, jadi itulah salah satu upaya
untuk meningkatkan perkonomian masyakat
wilayah Tomon dan sekitarnya.
Narasumber : Ada pertanyaan lain lagi?
Peneliti : O iya pak tadi kan disebutkan ada tim penilai
tanah atau tim appresil itu terdiri dari siapa saja
pak?
Narasumber : Loh, appresil itu adalah orang-orang yang
mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh
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menteri keuangan dan BPN. Kalau tanya itu siapa
saja jumlahnya tidak banyak dan orang-orang itu
harus mempunyai sertifikat itu tadi. Itu yang perlu
dipahami ya, apprasel itu orang-orang yang lulus
dan telah mempunyai sertifikat dari menteri
keuangan, jadi bukan orang-orang sembarangan.
Kemarin juga ada pertanyaan dari warga bahwa
mereka tidak percaya pada mereka cara
menghitungnya, kan mereka punya sertikat punya
cara analisis hitungnya sendiri, jadi kami lebih
senang begitu dari pada naikan harga-turunkan
harganya (tawar menawar), jadi besok setelah tim
appresil sudah selesai pendataanya maka akan di
adakan musyawarah lelang dengan masyarakat
mengenai harga dan ganti ruginya.
Narasumber : Ada lagi mas, mumpung ketemu tanya lagi?
Penelti : O iya begini pak, kalau di masyarkata apakah
terjadi sangsi sosail pak?
Narasumber : Oh, kalau itu ada, ketika ada hajatan tidak datang,
ada orang meninggal tidak datang, ada yang
rumahnya dilempari. Kalau itu merupakan ajaran-
ajaran yang tidak benar, menurut saya ada orang-
orang yang menggunakan intimidasi. Kenapa sih
perlu adanya semacam seperti itu, kalau namanya
perbedaan pendapat kan itu suatu hal sudah biasa.
Tapi kenapa sih sampai menggunakan cara-cara
intimidasi seperti itu, dan itu terjadi, sampai-
sampai masyarakat ketakutan. Dulu ketika saya
datang  pakai baju ini (baju dinas) ke sana, malah
dipukulin kentongan tapi ya nggak apa-apa kan
hanya dipukulin kentongan, sampai mereka
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kumpul mengadakan demo dan mengata-ngatain
dengan kata kasar sekalipun. Itulah situasi yang
ada dilapangan mas, memang sekarang ini kan
memang mereka orang-orang yang terkena
dampak, dan kami sebagai yang melaksanakan
tugas. Dalam suatu pembangunan untuk
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan saya
atau sekelompok orang saja. Jadi proses semacam
itu memang harus kita lalui. Kita tetap
mengupayakan lebih persuasif tidak menggunakan
jalan kekerasan,memang waktu itu ada dari
masyarakat yang ditahan karena memang
menggunakan kekerasan dan melanggar hukum, itu
ceritanya.
Peneliti : Begini pak, masyarakat kan mempunyai
kekhawatiran terhadap kesejahteraan mereka dan
terhadap anak cucu mereka, kalau dari bapak
sendiri dalam menyikapi hal tersebut bagaimana?
Narasumber : Jadi gini, kekawatiran terhadap anak cucu mereka
menurut saya sah-sah saja. Tapi saya bagian dari
pemerintah ini kan memperhatikan betul dan
mengupayakan betul terhadap mata pencaharian
mereka,  sesuai dengan kemampuanya. Artinya apa
kalau menjanjikan ke anak cucu mereka, di sini
kan ada perusahaan besar, jadi kan membutuhkan
tenaga besar juga, dengan tenaga lokal tentunya
yang diutamakan.
Misalnya mereka yang selama ini tukang
mengambil rumput di ladang, ya besok jadi
pengambil rumput di bandara, artinya tenaga lokal








sekarang ini, itulah proses dalam suatu
pembangunan di masyarakat.
Peneliti : Iya pak saya kira seperti itu, terimakasih banyak
atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
Narasumber : Iya mas sama-sama, semoga bermanfaat.
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A. Identitas
1. Nama : Djaka Prasetya, M.Hum
2. Usia : -
3. Pekerjaan/Profesi : -
4. Jabatan : Kepala Camat Temon
5. Alamat : Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon
Progo
6. Waktu dan tempat : 20 Januari 2016, pukul 09.01-09.20 di
Ruang Kantor Camat Temon
B. Wawancara
Peneliti : Selamat pagi pak, perkenalkan naman saya
Akhmad Sopanudin, Mahasiswa dari UNY. Saya
bermaksud mewawancarai bapak untuk keperluan
penelitian skripsi pak.
Narasumber : Oh iya mas, silahkan mau tanya apa?
Peneliti : Begini pak, untuk awal mula ada rencana
pembangunan bandara di Kulon Progo ini mulai
tahun berapa ya pak?
Narasumber : Jadi begini kalau secara persisnya saya kurang
tahu mas, tapi kira-kira pada tahun 2011 yang lalu.
Jadi ada suatu persoalan yang kita rasakan bersama
bahwa satu-satunya bandara di Jogja kan Bandara
Adi Sucipto, saat ini kan untuk kapasitas
penumpang yang semakin banyak tidak bisa lagi
menampunya, selain itu kan Bandara Adi Sucipto
itu kan mempunyai dua fungsi disamping sebagai
penerbangan komersil juga milik Tentara Nasional
Angkatan Udara (TNI AU). Sehingga waktu itu
pemerintah berfikir bagaimana untuk bisa untuk
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mengenmbangkan atau memindahkan bandara di
Jogja itu.
Setelah itu kan ada pengkajian, ada beberapa
tempat yang dikaji untuk dijadikan pembangunan
bandara. Ada 5 atau 6 tempat yang dikaji, saya
agak lupa, salah satunya ada di Nggading Gunung
Kidul, kemudia ada di bandara Adi Sucipto sendiri
bagaimana kalau dikembangkan, di Bantul, dan di
Kulon Progo. Nah kalau semisal di Adi Sucipto
sendiri kan tidak mengkunkan lagi untuk
dikembangkan karena sebelah timur ada gunung,
sebelah selatan juga ada jembatan layang yang
baru. Sehingga setelah dilakukan pengkajian yang
layak dan memungkinkan di Kulon Progo ini.
Terus apa lagi?
Peneliti : O iya pak, kalau untuk tahap-tahap sendiri dalam
pembangunan bandara ini seperti apa sih pak?
Narasumber : Ya jadi, rangkaian dari pembanguan bandara jadi
pemerintah DIY mengajukan Ijin Penetapan Lokasi
kepada menteri perhubungan pada beberapa tahun
yang lalu. Artinya setealah IPL itu ke tahap-tahap
berikutnya, yaitu tahap sosialisai. Jadi sosialisasi
ini kita sampaikan ke 5 desa yang terdampak
bahwa akan dibangun bandara di wilayah mereka.
Tentunya dengan berbagai prospek, keuntungan,
keurgian prospek ke depan bagaimana kita lakukan
di sosialisasi ini. Kemudian setelah sosialisai ke
tahapan konsultasi publik, di tahap ini lebih detail
lagi. Masyarakat kita berikan form yang intinya isi
dari form itu menunjukan mereka sepakat atau
belum sepakat bandara itu di sini. Dari hasil
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konsultasi publik kita dapati data sekitar 86% pada
waktu itu bahwa bandara setuju di wilaya sini ya.
Nah dari konsultasi publik setelah itu dilakukan
pendataan tanah, yang sekarang ini sedang
berlangsung.
Peneliti : O iya pak, kan dari 5 desa terdampak luas
wilayah yang paling luas terdampaknya berapa
desa ya pak?
Narasumber : Ya sebenarnya 5 desa itu terdampak langsung,
namun secara yang palin luas ada 2 desa yaitu
Desa Palihan dan Glagah. Tapi semua terdampak
langsung, Kebonrejo, Sindutan, dan Jangkaran tiga
desa ini yang nggak terlalu luas.
Peneliti : Tadi kan bapak menyebutkan kalau yang sudah
menyetujui 86 % kalau pembangunan bandara, itu
yang setuju bandara masyarakat yamg punya lahan
pak?
Narasumber : Ya itu yang punya lahan semua mas, kalau yang
nggak punya lahan ya nggak diundang, tapi juga
bisa ada yang penggarap.
Peneliti : Kalau untuk tanahnya sendiri atau lahan dari
warga itu hak milik pak?
Narasumber : Wah itu macam-macam mas, ada yang sudah
bersertifikat, dan ada yang masih latter C dan itu
punyanya warga. Kalau PAG kan beda lagi, yang
lahan PAG digunakan bandara sekitar 25% dari
lahan yang ada, jadi sekitar 125 hektar dari total
sebesar 680 hektar lahan yang dibutuhkan.
Yang lainya apa lagi?
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Peneliti : Begini pak, kan di masyarakat ada yang kontra
terhadap pembangunan bandara, kalau sikap dari
bapak melihat hal tersebut bagaimana?
Narasumber : Ya sebenarnya kita juga memahami kondisi
mereka belum sepakat, jadi diantara mereka kan
dengan kehidupan sekarang sudah nyaman dan
juga pekerjaanya, jadi kalau semisal mereka harus
berubah kehidupan sosialnya kan harus memulai
dari awal lagi. Mungkin itu pemikiran-pemikiran
mereka. Karena juga dengan mereka bertani lebih
enak, lebih untung, tapi kan konteks kita berfikir
lebih kedepan, dan juga untuk kepentingan umum.
Peneliti : Terus untuk mencoba menjelaskan atau
memahamkan kepada masyarakat, khususnya yang
kontra seperti apa?
Narasumber : Kita kan sebenarnya dari pihak desa dan
kecamatan hanya membantu pihak pemerintah
provinsi dalam rangka sosialisasi. Kita
menyampaikan lewat pertemuan-pertemuan yang
kita adakan.
Peneliti : O iya pak yang banyak warga kontranya di desa
apa?
Narasumber : Ya yang paling banyak dari Desa Palihan dan
Glagah yang lainya sedikit-sedikit saja.
Peneliti : Terus begini pak, waktu pembangunan bandara
ataupun setelah selesai pambeangunan bandara
warga sekitar apakah akan dilibatkan?
Narasumber : Ya jelas, kita akan berupaya ke arah kesitu. Kita
dalam tahap pembangunan akan melibatkan tenaga
dari masyarakat sekitar, juga kita mengupayakan
agar setelah jadipun akan kami berdayakan di
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dalam bandara tersebut. Dengan catatan memenuhi
kualifikasi, atau sesuai dengan kemampuanya.
Peneliti : O iya pak, itu kan rumah masyarakatnya juga ikut
terdampak, untuk itu nanti akan dipindahkan
kemana ya relokasinya?
Narasumber : Ya nantinya mereka akan dipindah ke masing-
masing tanah kas desa, misalnya Glagah ya di
tanah kas desa Glagah, dan seterusnya. Jadi sudah
disiapkan untuk tempat relokasinya masing-
masing.
Peneliti : Untuk misalkan ganti rugi rumah, nantinya dari
pemerintah sudah menyiapkan langsung dalam
artian sudah dibangunkan rumah atau seperti apa
pak?
Narasumber : Kalau itu belum, jadi belum sampai tahap itu, kita
baru menyiapakan untuk tempatnya dulu. Nanti
seperti apa kita belum tahu, nanti apakah dari
pemerintah sudah menyiapkan bangunanya atau
tidak, yang jelas kita sudah menyiapkan lokasinya
dulu.
Peneliti : O iya pak untuk real pelaksanaanya
pembangunan bandara misalnya peletakan batu
pertama setahu bapak kapan ya?
Narasumber : Ya kita targetnya Mei 2016, tapi ya kita lihat dulu
prosesnya nanti seperti apa.
Peneliti : Kalau untuk pihak Angkasa Pura, itu berperan
sebagai apa dalam pembangunan bandara ini pak?
Narasumber : Ya mereka sebagai lembaga milik negara, mereka
tetap memerlukan pihak ketiga dalam proses
pembangunanya mulai dari proses pengkerjaanya
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dan proses pengoperasianya. Dan mereka juga
yang akan menyediakan ganti ruginya.
Peneliti : Pertanyaan berikutnya pak, ini kan masih
sebagian dari masyarakat kontra atau tidak setuju,
upaya penyelesainya seperti apa ya pak?
Narasumber : Ya kita mengadakan pendekatan berupa persuasif,
dan pemahaman, bahwa pembangunan bandara ini
untuk kepentingan umum dan kebaikan bersama.
Masih ada lagi mas pertanyaaya, soalnya saya
sudah ditunggu rapat.
Peneliti : Iya pak ini sudah mau selesai, yang terakhir pak,
waktu itu yang mengadakan sosialisasi dari pihak
siapa saja nggih?
Narasumber : Ya kemarin dari pihak pemerintah provinsi dan
juga itu gabungan mas, ada yang dari Pemda Kulon
Progo, BPN, dan Angkasa Pura.
Peneliti : Oh, iya pak terimaksih banyak atas waktunya.




1. Nama : Agus Parmono
2. Usia : 49 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : -
4. Jabatan : Kepala Desa Glagah
5. Alamat : Glagah, Temon, Kabupaten Kulon Progo
6. Waktu dan tempat : 18 Januari 2016, pukul 10.57-11.16 di
Ruang Kantor Kepala Desa Glagah
B. Wawancara
Peneliti : Selamat pagi pak
Narasumber : Iya, silahkan masuk mas
Peneliti : Terimakasih pak, mohon maaf pak sebelumnya.
Begini pak, saya Akhmad Sopanudin, mahasiswa
dari UNY yang mau melakukan penelitian di sini
mengenai pembangunan bandara.
Narasumber : Iya mas, saya boleh minta surat ijinnya?
Peneliti : Iya pak, ini surat ijinya.
Narasumber : Ok ini langsung saja ya wawancaranya, langsung
ke pertanyaanya.
Peneliti : Iya pak terimakasih, begini pak yang pertama
mengenai ada recana pembangunan bandara ini
sejak kapan ya?
Narasumber : Jadi untuk pembangunan bandara ini sudah ada
sejak 3 tahun yang lalu. Kemudian kan saya baru
dilantik jadi kepala desa di sini pada tahun 2013,
setelah saya masuk atau menjabat prosesnya sudah
mulai berlangsung. Prosesnya itu memang sudah
diatur sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012 tentang
pendataan tanah yang terdampak itu proses pertama,
kemudian tahapan kedua yaitu sosialisasi kepada
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masyarakat, kemudian yang ketiga konsultasi publik.
Konsultasi publik adalah menampung pernyataan
dari pihak-pihak yang berhak atas tanah dan yang
terdampak terdampak. Kemudian setelah itu
terbitlah IPL (Ijin Penetapan Lokasi). Setelah IPL
turun ada gugatan dari warga masyarakat terdampak
terutama dari pihak WTT ke pada PTUN, namun
ketika di MA diputuskan bahwa IPL pembangunan
bandara di Kulon Progo tetap akan dibangun karena
sudah mempunyai ketetapan hukum yang kuat.
Sehingga setelah itu dilakukanya inventarisasi lahan
terdampak juga pengukuran bidang tanah.
Selanjutnya apabila sudah selesai maka akan
dilakukanya penilaian tanah oleh tim appresil jadi
tahapanya sekarang ini sampai itu.
Peneliti : O iya pak, itu kan ada wilayah yang terdampak, itu
wilayahnya meliputi mana saja ya pak?
Narasumber : Itu kan ada lima desa yang terdampak, ada Desa
Glagah, Palihan, Sindutan, Palihan, dan Kebonrejo.
Dan lima desa tadi mendapat perlakuan yang sama,
ya itu tadi dari mulai pendataan awal, sosialisasi,
konsutasi publik, kemudian pengukuran, dan
sekarang prosesnya sedang berjalan. Seperti yang
mas lihat sekarang ini adalah berkas-berkas tanah
yang terdampak bandara.
Peneliti : Untuk sejauh ini banyak yang mendukung
pembangunan bandara atau yang kontra pak?
Narasumber : Ya di mana-mana pasti kalau pembebasan tanah
tentu ada pro dan kontra, kemudian kalau ini diatur
dalam UU No 2 tahun 2012, bagi masyarakat yang




akhirnya nanti akan diberikan penjelasan bahwa
kalau ini menyangkut untuk kepentingan umum.
Peneliti : Kalau sejauh ini baik dari pemerintah pusat atau
daerah apakah sudah ada ganti ruginya pak bagi
masyarakat terdampak?
Narasumber : Belum-belum, semuanya mengenai pembebasan
tanah ini diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun
2012, jadi ada tahapan-tahapan yang tadi saya
sampaikan di awal tadi pendataan awal, sosialisasi,
pengukuran lahan, dan inventarisasi atau penilaian
ganti rugi. Nanti tim independen akan melakukan
penilaian setelah itu pemerintah melakukan ganti
rugi, karena pemerintah tidak bisa menilai sendiri
sehingga tim appresil yang akan menilai.
Peneliti : Untuk masyarakat yang kontra, kalau yang bapak
lihat itu alasanya kenapa?
Narasumber : Selama ini yang saya lihat karena memang mereka
sendiri takut untuk kehilangan mata pencaharian
sebagai petani. Karena tidak membesarkan diri
untuk berpindah profesi. Tapi saat ini sudah mulai
pendataan-pendataan mengenai ketenagakerjaan.
Peneliti : O iya pak tadi kan ada lima desa yang terdampak,
dari lima desa tersebut yang peling luas
terdampaknya mana saja pak?
Narasumber : Itu di desa kami (Glagah) ada dua pedukuhan,
Palihan juga sama ada dua yang terkena dampak
langsung mulai dari lahan pertanian dan rumah
mereka.
Kan rencananya bagi mereka akan direlokasi di
tanah kas desa, bagi mereka yang kehilangan rumah.
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Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, kalau dari bapak sendiri
mendukung atau tidak dengan pembangunan
bandara ini, dan alasanya kenapa pak?
Narasumber : Kalau saya kan orang-orang pemerintah ya tentu
saja kan mendukung dan mensusekan pembangunan
pemerintah. Meskipun semisal dari kami ada yang
kontra ya harus mengikuti pemerintah,
bagaimanapun juga kami bagian pemerintah.
Ini juga menyangkut untuk kepentingan umum, dan
nasional jadi ya harus didukung. Selain itu bandara
Adi Sucipto karena tidak bisa lagi menampung
jumlah pesawat dan penumpang yang semakin
banyak.
Peneliti : O iya pak mohon maaf sebelumnya, apakah bapak
juga yang termasuk punya lahan dan terdampak?
Narasumber : Iya saya terdampak dan punya lahan, sekitar 3000-
an m2.
Peneliti : O iya waktu sosialisasi itu seperti apa pak?
Narasumber : Ya tentu saja ya yang tidak setuju melakukan orasi,
menyampaikan pendapatnya ke pemerintah, bagi
yang setuju ya mengikuti saja. Waktu diadakan
konsultasi publik saja kan yang menolak hanya
berapa persen saja.
Peneliti : Sejauh ini upaya dari pemerintah yang sudah
dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat
seperti apa pak?
Narasumber : Ya kan di masyarakat terjadi kesenjangan antara
pro dan kontra bahkan sampai terjadi sangsi
sosial,ya kita tetap mengupayakan untuk terus





ini adalah untuk kepentingan umum, dengan jalan
persuasif tentunya.
Peneliti : Kalau untuk hubungan di antara masyarakat seperti
apa pak?
Narasumber : Ya sampai sekarang ini di masyarakat tidak
harmonis.
Peneliti : Contohnya seperti apa pak?
Narasumber : Ya tergantung kalau di sebelah timur ini tidak
terjadi apa-apa. Kalau di sebelah sana yang banyak
kontra karena terprovokasi ya tidak senyaman
seperti di sebelah sini.
Peneliti : O iya pak untuk ganti ruginya sendiri dari
pemerintah berapa ya pak?
Narasumber : Kalau itu saya belum tahu, soalnya kan tadi baru
mulai tahap inventarisasi atau pendataan tanah.
Peneliti : Maaf pak, tadi kan bapak mengatakan kalau
masyarakat yang kontra takut kehilangan mata
pencaharian mereka. Selain itu apa lagi pak?
Narasumber : Ya itu tadi karena ada provokasi dan sebagainya.
Peneliti : Yang melakukan provokasi itu dari siapa pak?
Narasumber : Ya orang-orang yang mempunyai kepentingan mas.
Peneliti : Kalau besok sudah mulai pembangunan bandara,
apakah masyarakat sekitar akan dilibatkan?
Narasumber : Ya pasti, ini kan sudah mulai pendataan-pendataan
ketenagakerjaan, dalam pembangunan bandara ini
bagi masyarakat yang terdampak, dan mereka
mendapatkan prioritas utama.
Peneliti : Misalnya dalam bidang apa pak?




Peneliti : O iya pak, untuk lahanya sendiri itu yang untuk
bandara apakah punya masyarakat yang bersertifikat
pak?
Narasumber : Yang 60% hak milik masyarakat yang bersertifikat,
dan 30% PAG.
Peneliti : Itu ditanami apa pak selama ini oleh masyarakat?
Narasumber : Ada tanaman cabai, semangka, terus tanaman-
tanaman lainya.
Peneliti : Pertanyaan terakhir pak, untuk solusi yang tepat
menurut bapak seperti apa dalam menyikapi
pembangunan bandara ini?
Narasumber : Ya itu tadi dilakukanya sosialisasi kepada
masyarakat yang terdampak pembangunan bandara
ini. Sosialisasi ini kita menjelaskan sejelas-jelasnya
kepada mereka, apa dampaknya baik itu dampak
positif maupun negatif.
Peneliti : Terimakasih pak atas waktu yang telah diberikan,
mungkin cukup itu dulu pak.
Narasumber : Iya sama-sama mas.
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A. Identitas
1. Nama : Agus Bintoro
2. Usia :  50 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : -
4. Jabatan : Kasi Pembangunan
5. Alamat : Palihan, Temon, Kabupaten Kulon Progo
6. Waktu dan tempat : 18 Januari 2016, pukul 12.43-13.10 di
Ruang Kantor Balai Desa Palihan
B. Wawancara
Peneliti : Permisi pak, mohon maaf, saya Akhmad
Sopanudin dari UNY yang mau mengadakan
penelitian di sini
Narasumber : O iya mas, silahkan apa yang bisa bantu.
Peneliti : Begiini tadi saya sudah ijin sama Kepala Desa
untuk meminta data warga yang terdampak pak.
Narasumber : Oh iya nanti saya coba carikan dulu.
ini data-data warga yang terdampak.
Peneliti : O iya pak, untuk lahan yang terdampak itu hak
milik atau hak pakai ya?
Narasumber : Ya itu hak milik mas, kalau hak pakai kan
seperti yang digunakan oleh PLN seperti yang
untuk tower.
Narasumber : Terus untuk masyarakat yang terdampak itu
semuanya atau tidak ya pak?
Peneliti : Tidak mas, yang terdampak langsung ada dukuh
Ngringgit, nanti saya tuliskan saja mas.
Peneliti : Maaf pak, sebenarnya masyarakat yang
terdampak pembangunan bandara itu mempunyai
hak milik berupa sertifikat atau tidak ya?
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Narasumber : Ya mereka punya mas, tapi masyarakat yang
menolak itu kan punya tapi tidak luas lahanya,
bahkan hanya berapa meter saja.
Peneliti : Oh begitu ya pak, kalau jumlah warga sendiri
yang menolak pembangunan bandara berapa ya
pak?
Narasumber : Hanya sedikit koh mas, ada 15% warga yang
menolak pembangunan bandara. Yang menolak
secara logika mas, kalau dipikr-pikir kan mereka
tahu hukum. ketika mengajukan penolakan di
PTUN itu kan artinya mereka tahu hukum. Tapi
setelah kalah di MA atau Kasasi kan tetap mereka
tetap menolak. Ketika diajak dialog, mereka tidak
mau mengerti koh, pokoknya tidak. Sebenarnya
ya kasihan juga, soalnya kan besok semisal yang
menolak tetap kalah secara hukum kan hanya sia-
sia. Tapi bagaimana lagi ya, secara manusiawi ya
kasihan, mau membantu tapi ya bagaimana, serba
salah. Itu kan program pemerintah di mana itu
sudah melalui tahapan-tahapan yang ada.
Peneliti : Alasan masyarakat yang menolak itu apa pak?
Narasumber : Alasanya selama ini mereka hanya bisa bertani,
tanahnya subur, akan kehilangan mata
pencaharian mereka, dan rumah mereka. Ketika
diajak berdialog atau berdebat mengenai tanah
sebenarnya mereka bingung kok, soalnya tanah
mereka ada yang luas tanahnya di bawah 1000
m2, saya kan tahu ada yang hanya punya tanah
dengan luas 165 m2. Kalau luasnya hanya segitu
dan hanya untuk ditempati, terus apa yang
mereka pertahankan? Terus yang Kragon II, ada 5





orang yang punya 164 m2, 165 m2, 174 m2, itu ya
ikut demo seperti Pak “SA”, “E”, malah pak “S”
belum punya tanah. Terus pak “SM” yang
sekarang menjadi ketua WTT sebenarnya anggota
BPD sini tapi malah menolak bandara.
Seharusnya dia juga ikut menyuarakan ikut
mendukung bandara, bukan malah menolak.
Tapi meskipun mereka menolak tetap kami
lakukan pendataan untuk mengantisipasi besok
kalau-kalau untuk keperluan relokasi. Tapi malah
mereka mengata-ngatain perangkat desa
“pamong matane pada picek”.
Peneliti : O iya pak, dari warga yang menolak apakah ada
yang punya lahan luas pak?
Narasumber : Ya ada mas, beberapa ada yang memang punya
lahan agak banyak kaya pak “TU” di Kragon II
ini memiliki luas lahan di atas 5000 m2 ada, pak
“SYT” ini juga agak luas soalnya punya di dua
tempat. Tapi kalau pak “SYT” ini menerima.
Tapi kalau saya amati, orang yang di balik layar
sepertinya pak “H” yang rumahnya dekat masjid.
Padahal dia tani juga tidak pernah.
Peneliti : Tapi dia punya lahan pak?
Narasumber : Iya punya, tapi gayanya jan. Tapi kalau sudah
kumpul sama pamong gak mau diskusi atau
komunikasi.Sebenarnya saya ingin mengajak
dialog dari hati kehati, tapi sudah sulit soalnya
mereka sudah beranggapan bahwa kami ini
agenya Angkasa Pura. Padahal sebenarnya kami
sendiri seperti saya ini kan untuk gajinya dari
hasil pengelolaan tanah kas desa, nanti kalau
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semisal untuk relokasi bandara kan juga
bagaimana. Kalau untuk ganti ruginya saya dan
teman-teman kan berwujud uang sebesar rp.
1.860.000,00 atau berapa, nah selama ini kan
untuk pemasukanya yang terbesar dari tambak.
Nah untuk ganti ruginya nanti kan seperti apa kan
belum tahu, masyarakat itu kurang memahami
pamong dampaknya bagi kami seperti apa.
Kalau sebenarnya secara logika kan dengan
adanya bandara nanti masyarakat lebih makmur,
bukan malah takut kehilangan pekerjaan dan
sebagainya karena dimanjakan oleh lahan
pertanian. Di sini pasti besok bakal rame, tapi kan
tergantung dari pandangan masyarakatnya besok.
Tanggapanya masyarakat yang kontra
pembangunan bandara bakalnya gagal.
Coba saja mas langusung tanyakan ke masyarakat
kemauan dan jalan pemikiranya seperti apa.
Soalnya kalau kami yang tanya, mesti pemikiran
mereka pasti kami ini tugas dari angkasa pura
yang meminta mereka mau menerima bandara.
Peneliti : O iya pak, kalau menurut bapak tanggapan
mengenai pembangunan bandara di sini
bagaimana?
Narasumber : Kalau saya melihat akan tambah sejahtera, saya
lihat seperti Sleman kan masyarakatnya sekarang
bisa kita lihat banyak yang buka toko makanan,





Peneliti : O iya pak untuk sekarang ini dalam
pembangunan bandara mulai masuk tahap apa
ya?
Narasumber : Sekarang sedang masuk tahap pendataan tanah,
selama 14 hari ini kan dalam proses perbaikan
data bagi masyarakat yang protes karena luas
tanahnya tidak sesuai atau masih keliru.
Peneliti : Oh seperti itu ya pak, mungkin itu dulu pak,
apabila masih ada yang kurang besok saya tanya-
tanya lagi ke bapak.
Narasumber : Iya mas, kalau semisal masih ada yang kurang
besok menemui saya lagi.
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A. Identitas
1. Nama : Ngatijan
2. Usia :  53
3. Pekerjaan/Profesi : Perangkat Desa
4. Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Palihan
5. Alamat : Kragon II, Palihan, Temon, Kabupaten
Kulon Progo
6. Waktu dan tempat : 2 Maret 2016, pukul 12.50-13.20 di Ruang
Kantor Balai Desa Palihan
B. Wawancara
Peneliti : Selamat siang pak.
Narasumber : Selamat siang mas. Bagaimana mas ada yang
bisa saya bantu?
Peneliti : Begini pak, saya mau wawancara sama bapak,
berkaitan dengan pembangunan bandara.
Narasumber : O iya mas ada surat ijinya?
Peneliti : Iya pak kemarin sudah saya masukan ke sini,
sudah ketemu sama pak kepala desa dan pak
Bintoro juga.
Narasumber : O iya namanya siapa mas?
Peneliti : Saya Akhmad Sopanudin pak, dari UNY.
Narasumber : Ya silahkan nanti kalau bisa saya jawab, ya saya
jawab.
Peneliti : Begini pak, yang pertama berkaitan dengan
pembangunan bandara, kalau untuk Desa Palihan
berapa pedukuhan yang terdampak ya pak?
Narasumber : Kalau di Desa Palihan ada 9 pedukuhan yang
terdampak, yaitu Dukuh Palihan I, Palihan II,
Selong, Kragon I, Kragon II, Munggangan,
Ngringgit, Tanggalan, dan Mangsen.
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Peneliti : Kalau yang terdampak langsung atau benar-
benar habis lahanya untuk bandara dukuh mana
pak?
Narasumber : Munggangan, Ngringgit, Kragon II. Kalau
Kragon II malah tinggal menyisakan dua rumah.
Terus dukuh Tanggalan, kalau di sana
menyisakan sekitar 10 rumah, terus Kragon I
sepertiga wilayahnya habis. Terus untuk wilayah
yang lainya seperti Selong, tanahn PA, dan
Tegalan habis namun perumahan tidak terkena.
Peneliti : O iya pak, untuk ada isu pembangunan bandara
sendiri bapak tahunya dari mana dan mulai tahun
berapa rencananya.
Narasumber : Saya malah tahunya tidak langsung, tahunya
dari media masa, lewat internet. Malah tidak tahu
langsung dari sumbernya baik itu pemerintah
ataupun Angkasa Pura. Kemudian ada sosialisasi
yang yang dilakukan oleh tim gabungan Pemda,
BPN, Angkasa Pura I dan Intansi terkait. Kalau
untuk tahunya sendiri saya tahunya ya setelah ada
sosialisasi itu tahun 2014.
Peneliti : Untuk tempat sosialisasinya itu kemarin
dilaksanakan di mana pak?
Narasumber : Ya di balai desa Palihan ini.
Peneliti : Ketika itu sosialisasinya ada undanganya pak?
Narasumber : Iya waktu itu ada surat undangan bagi warga
yang terdampak. Surat undanganya langsung dari
pemerintah pusat bukan dari pemerintah desa,





Peneliti : Itu dari pemerintah daerah Kulon Progo, atau
Provinsi pak?
Narasumber : Iya itu dari pihak terkait, dari pemerintah Kulon
Progo, Provinsi, dan Angkasa Pura I.
Peneliti : O iya pak, tadi kan katanya ada sosialisasi,
waktu itu ada ketegangan tidak?
Narasumber : Ya lancar biasa saja, hanya tanya jawab. Baik
yang pro atau kontra diminta menanggapi juga
menanggapi dan menanyakan yang belum jelas
juga mereka tanya.
Peneliti : Tanggapan dari masyarakat seperti apa pak?
Narasumber : Ya setahu saya tanggapan dari masyarakat baik
mas.
Peneliti : O iya pak mohon maaf kalau boleh tahu, bapak
sendiri punya lahan yang terdampak?
Narasumber : Kebeulan saya tidak, tapi kalau terkena dampak
atau tidak, jelas saya terkena dampak tidak
langsung.
Peneliti : Begini pak, informasi yang berkembang kan ada
masyarakat yang pro dan kontra, itu benaar tidak
pak?
Narasumber : Iya itu benar, itu ada yang pro dan kontra itu kan
dinamika. Itu menurut saya lo.
Peneliti : Kalau yang bapak lihat hubungan di masyarakat
sekarang dengan adanya pembangunan bandara
ini seperti apa pak?
Narasumber : Ya ada miskomunikasi, artinya adanya salah
pengertian. Katakanlah kegotongroyongan
kurang, yang tadinya gotongroyong bekerjasama-
sama sekarang ini ada gap. Kalau dengan
kelompoknya mereka ok, kalau tidak dengan
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kelompoknya tidak mau bareng. Terutama bagi
yang kontra, kalau yang kontra dengan yang
kontra ok, tapi kalau dengan yang pro mereka
jaga jarak. Tapi kalau yang pro dengan yang
kontra ataupun dengan siapa tidak masalah.
Kalau ada hajatan di yang kontra diundang
mereka datang, kalau ada yang lelayu atau taziah
mereka juga datang tapi sebaliknya bagi yang
kontra.
Peneliti : Sampai saat ini pak?
Narasumber : Iya sampai saat ini.
Peneliti : Oh, pak ini kan seperti terjadi kelompok-
kelompok atau gap-gap di masyarakat. upaya
yang dilakukan dari pemerintah desa dengan
adanya hal tersebut seperti apa pak?
Narasumber : Ya sebelumnya sering dilakukan oleh
pemerintah desa, tetapi kurag dimengerti
terutama bagi yang kontra, bagi yang pro
sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena antara
yang pro dan kontra banyak yang pro. Yang pro
sekitar 80% dan yang kontra hanya sekitar 20%.
Misalnya dalam gotong royong kerja bakti, baik
yang kontra dan pro didatangi bersama-sama,
artinya harapanya untuk kerjasama bisa. Tapi
yang kontra tidak mau hadir. Tapi kalau yang
mendatangi atau menyuruh ketuanya mereka
datang, kalau kita kan sebagai pelayan
masayarakat ya kita netral artinya kita berada
ditengah-tengah mereka. Kita tidak membedakan
yang pro dan kontra, kita merangkul semua. Itu






makam, jalan, bedah rumah dan sebagainya. Itu
semua kan butuh gotongroyon. Kalau dari segi
keagamaan kan ada pengajian-pengajian di
masjid.
Kalau ada musyawarah desa mereka semua kan
diundang, tapi kebanyakan mereka yang kontra
tidak mau hadir, ya hadir tapi sedikit.
Peneliti : Itu yang kontra ikut WTT pak?
Narasumber : Iya mereka ikut WTT semua, ya ada yang tidak.
Kalau yang pro merdeka tidak ikut siapa-siapa.
Kalau yang pro kan ada permintaan juga. Ya
kalau dinalar ya masuk akal juga. Ada permintaan
ganti rugi, kompensasi PAG soalnya kan mereka
selama ini sudah mengurusi lahan itu dan
membuahkan hasil. Dan kompensasi ini kan
mereka tidak meminta besaranya berapa, kalau
banyak ya alhamdulillah, kalau sedikit ya tidak
apa-apa. Dan yang satu kemarin relokasi gratis,
atau bagimanalah kan mereka ada pemikiran ada
warga yang memang hanya punya luas tanah 5-50
m2. Kalau nanti relokasi membayar untuk ganti
ruginya kan belum cukup. Kan mereka memulai
kehidupan dari nol ibaratnya.
Peneliti : Kalau untuk permintaan warga yang pro sudah
disetujui pak?
Narasumber : Kalau yang untuk relokasi gratis kemarin
sepengertianku belum tapi kalau yang dua,
kompensasi dan ketenagakerjaan kemarin waktu
MOU sudah ok. Kalau pekerjaan kan disesuaikan
dengan skill masyarakat. Itu kemarin MOU
antara Bupati dan Angkasa Pura sudah
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mendapatkan titik terang. Terus untuk
kompensasi PAG sudah ada perhatian dari
Pakualaman. Sementara untuk relokasi gratis itu
belum masih dalam pengkajian di kejaksaan
tinggi.
Peneliti : O iya pak, tadi kan yang pro dalam
pembangunan bandara ini mengajukan beberapa
permintaan tadi. Kalau dari yang kontra itu
sendiri bagaimana pak?
Narasumber : Wah kalau itu saya kurang tahu, setahu saya
selama ini yang kontra menolak tanpa alasan,
kalau diajak musyawarah sulit. Setahu saya
menolak tanpa alasan.
Peneliti : Yang menolak itu punya lahan atau tidak pak?
Narasumber : Ya ada yang punya lahan ada yang tidak, ada
yang penggarap ada yang tidak. Ada yang
lahanya orangtua secara kepemilkan, ya ada yang
punya sendiri ya ada.
Peneliti : Begini pak, mohon maaf sebelumnya kebeulan
kan bapak tidak punya lahan terdampak, semisal
punya sikap bapak bagaimana?
Narasumber : Kalau saya secara pribadi cenderung mengikuti
program negara, sepanjang itu untuk
kepentinagan kesejahteraan masyarakat. Yang
penting, asalkan kami dan secara pribadi
diperhatikan. Ya mungkin saya kaya teman-
teman yang lain (pro bersyarat). Tapi apabila itu
untuk kepentingan umum dan sudah diatur dalam
undang-undang ya saya setuju.





Narasumber : Iya sama-sama mas, saya bisanya menjawab
seperti itu.
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Badan Pertanahan Negara Kulon Progo (BPN)
A. Identitas
1. Nama : Yusuf Bambang S.
2. Usia : 56 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : -
4. Jabatan : Kepala Seksi Hak Atas Kemilikan Tanah
dan Pendataan Tanah
5. Alamat : Kragon II, Palihan, Temon, Kabupaten
Kulon Progo
6. Waktu dan tempat : 11 dan 16 Maret 2016, pukul 13.37-11.45
WIB, dan pukul 10.20-11.20 WIB, di Ruang Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kulon Progo
B. Wawancara
11 Maret 2016/ Pukul 13.37-11.45 WIB
Peneliti : Selamat siang pak, mohon maaf begini pak, saya
mahasiswa dari UNY, tadi saya sudah menemui
Pak Heru. Saya sedang melakukan penelitian
berkaitan dengan pembangunan bandara pak.
Narasumber : Iya mas, ada yang bisa saya bantu untuk itu?
Peneliti : Begini pak, kalau bapak berkenan saya
mewawancarai bapak untuk jadi informan saya.
Narasumber : Iya silahkan, apabila nanti saya bisa atau tahu ya
saya jawab.
Peneliti : Iya pak terimaksih sebelumnya.
Begini pak, yang pertama berkaitan dengan
pembangunan bandara di Kulon Progo ini latar
belakang atau kronologinya bagaimana pak?
Narsumber : Ya begini mas, jadi latar belakang pembagnunan
bandara di Kulon Porgo dikareanakan salah
satunya yang pertama karena jumlah
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penumpangnya semakin banyak jadi over load,
yang kedua landasan Adisutjipto tidak mungkin
dikembangkan lagi, Adisutjipto hanya menampung
pesawat-pesawat yang bersayap dan berbadan
kecil. Yang ketiga bandara Adisutjipto merupakan
milik TNI Angkatan Udara. Untuk pengemban
kembali bandara Adisutjipto sebenarnya sudah
pernah dilakukan oleh Angkasa Pura, akan tetapi
karena lahanya yang yang kurang maka bandara itu
akan dipindahkan ke Kulon Progo.
Sebelum penetapan di Kulon Progo ini, Angkasa
Pura sudah melakukan studi uji kelayakan baik di
Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan di Kulon
Progo. Jadi secara teknis yang memenuhi
persyaratan untuk dibangun bandara di Kulon
Progo.
Peneliti : Oh ya pak, tadi kan sudah ditentukan
pembangunan bandara di Kulon Progo, apakah hal
itu sudah dianalisis mengenai dampak
lingkunganya, dampak sosialnya dan sebagainya?
Narasumber : Oh tentu sudah, itu melibatkan dari akademisi
Gadjah Mada dan Angkasa Pura, tentu sudah dikaji
dong mas.
Peneliti : Oh iya pak, sebelumnya untuk pembangunan
bandara ini mulai ada rencana tahun berapa ya
pak?
Narasumber : Itu sejak 2011 mas.
Peneliti : O iya pak dari masyarakat sendiri bagaimana?
Narasumber : Ya tanggapanya dari masyarakat positif. Karena
melihat dampak sosialnya menurut saya positif
mas. Dengan adanya bandara ini pertumbuhan
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ekonomi yang jelas akan berkembang mas.
Kemudian mereka-mereka yang masyarakat sekitar
juga akan menikmatinya mas, kan tujuan dari
pengadaan tanah ini salah satunya akan membuat
sejahtera masyarakat. Katakan saja dalam ganti
ruginya untuk masyarakat terdampak mereka bisa
memilih dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah
pengganti disekitar bandara, dan jaminan terhadap
anak cucu mereka diberikan peluang, kesempatan
untuk bekerja oleh Angkasa Pura. Jadi tidak ada
tujuan pemerintah untuk mensengsarakan
masyarakat.
Peneliti : Sebelumnya sudah diadakan sosialisasi pak
kepada masyarakat?
Narasumber : Ya sudah, yang jelas pada tahap pengadaan tanah
ini untuk kepentingan umum ada 4 tahapan mas.
Yang pertama adalah tahapan perencanaan oleh
Angkasa Pura, yang kedua persiapan dilakukan
oleh pemerintah provinsi, yang ketiga adalah
pelaksanaan pengadaan tanah oleh BPN atau
Kanwil, dan yang keempat penyerahan hasil
pengadaan tanah. Sekarang ini sudah masuk ke
tahapan yang ketiga.
Peneliti : Mohon maaf pak, untuk tahapan perencanaan ini
kan dari Angkasa Pura kan pak, kalau setahu bapak
perencanaanya seperti apa sih pak?
Narasumber : Ya yang jelas mereka menyiapkan dokumen-
dokumen perencanaan termasuk penganggaran,
termasuk maksud dan tujuan diadakanya
pembangunan bandara itu proposal. Proposal itu
diajukan ke Gubernur untuk diverifikasi, setelah
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lolos verifikasi maka Gubernur membentuk tim
persiapan atau petugas persiapan pembangunan
bandara. Yang bertugas untuk mensosialisaikan
pembangunan bandara ini, dan pendataan awal,
kemudian juga konsultasi publik. Konsultasi publik
itu artinya masyarakat setempat setuju atau tidak
pembangunan bandara di sini. Apabila mereka
sepakat atau setuju dilaksanakan pembangunan
bandara, maka Gubernur mengeluarkan IPL (Ijin
Penetapan Lokasi). Ijin Penetapan Lokasi itu oleh
Angkasa Pura diajukan ke  Kanwil BPN (Badan
Pertanahan Nasional), untuk proses pendataan
tanah. Nah itu yang sekarang ini dalam tahap
pendataan tanah.
Peneliti : Maaf pak untuk tugas BPN tadi dalam pengadaan
tanah?
Narasumber : Nanti mas sebentar sebelum ke situ, mas sudah
baca UU No 22 tahun 2012, Perpres 71, Perkaban
5, sudah baca belum?
Peneliti : Belum pak.
Narasumber : Mas harus baca dulu itu tadi, nah kalau sudah
besok diskusi lagi biara nyambung mas, paling
tidak mas baca itu dulu.
16 Maret 2016/ Pukul 13.37-11.45 WIB
Peneliti : Selamat pagi pak, ini saya Akhmad Sopanudin
yang kemarin sudah menemui bapak, meneruskan
pertanyaan kemarin.
Narasumber : Pagi mas, silahkan duduk. Sudah membaca UU-
nya kan mas, silahakan dilanjutkan pertanyaanya?
Peneliti : Iya pak sudah.
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Begini pak, mengenai UU No. 22 Tahun 2012,
berkaitan dengan tahap kosulatasi publik?
Narasumber : Sudah selesai.
Peneliti : Iya pak, namun kemarin saya baca di koran ada
sebagaian masyarakat yang masih menolak,
tanggapan bapak bagaimana?
Narasumber : Iya jadi begini, yang menolak di sini bukan
menolak IPL-nya, kalau IPL kan di konsultasi
publik. Namun menolak di sini adalah hasil
identifikasi dan inventarisasi subjek dan obejek
yang terkena bandara.Jadi hasil pendataan oleh
Satgas A, yang bertugas mengukur bidang-
perbidang luas tanah yang terkena pembangunan
bandara, membuat peta bidang tanah. Kemudian
Satgas B bertugas menginventarisasi dan
mengidentifikasi subjek ataupun objek para pihak
yang terdampak. Yang kedua kemarin tugasnya
adalah mengumpulkan dokumen-dokumen
kepemilikan. Dan tugas B yang berikutnya
bertugas membuat daftar nominatif. Kemudian
hasil peta bidang dan daftar nominatif itu
diserahkan ke ketua pelaksana. Kemudian ketua
pelaksana mengumumkan daftar nominatif dan
peta bidang di lokasi setempat, di desa, dusun, dan
di kecamatan, selama 14 hari. Itu memberi
kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang
keberatan. Selanjutnya Satgas A dan B melakukan
verifikasi keberatan, untuk dilakukan perbaikan
pendataan kembali.
Selanjutnya daftar nominatif maupun hasil
verifikasi tadi diserahkan ke Kanwil, nah itu yang
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dijadikan sebagai dasar penilaian oleh tim
Appraisal.
Peneliti : Begini pak, tadi kan di masyarakat ada yang
masih menolak dilakukanya pendataan, alasanya
mereka apa ya pak?
Narasumber : Itu agak ini, tadi alasanya sudah saya sampaikan
adanya penolakan itu maksudanya pada tahapan
sosialisasi, tahapan konsultasi publik, dan
pendataan. Mereka sudah lakukan keberatan itu.
jadi mereka sudah melakukan gugatan berkaitan
dengan IPL Gubernur, di tingkat PTUN mereka
menang, kemudian di tingkat Kasasi mereka kalah,
dan IPL dari Gubernur terus berjalan sampai saat
ini. Dan ini sudah dijelaskan ke mereka dan
mereka sebenarnya sudah tahu, tapi mereka tetap
ngeyel.Jadi sekarang ini sudah memasuki tahap
ketiga yaitu pendataan tanah dan verifikasi yang
dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN yang nantinya
diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Provinsi
DIY.
Untuk tahapan ketiga ini sudah memasuki
verivikasi yang sedang berlangsung dan sebagian
sudah selesai, yang meliputi 5 desa terdampak
yaitu Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan
Kebonrejo. Khusunya tiga desa Jangkaran,
Sindutan, dan Kebonrejo itu sudah selesai
verifikasinya, tinggal yang Glagah dan Palihan
banyak yang menolak. Itu kan WTT atau Wahana
Tri Tunggal yang menolak. Dan sebetulnya yang
menolak itu tidak banyak, kalau diprosentase
sekitar 10%, ya ada sekitar 100 orang lebih, begitu.
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Peneliti : Begini pak, tadi kan di PTUN gugatan
dimenangkan oleh warga yang menolak, dan di
Kasasi dimenangkan oleh IPL Gubernur, itu
jalanya seperti apa ya pak?
Narasumber : Itu mereka yang menggugat salah menafsirkan
mengenai Tata Ruangnya (RTRW) tidak sinkron
antara tingkat nasioanl, provinsi, dan daerah. Dan
mereka juga kurang tepat sebenarnya dalam
mengartikan pengembangan bandara, bukan berarti
bandara Adisujipto yang sudah ada. Sementara di
MA dimenangkan lebih kepada penafsiran RTRW
yang kurang tepat di PTUN ketika itu, sehingga di
MA akhirnya IPL dimenangkan oleh Gubernur,
dengan pertimbangan dan mengacu kepada UU
No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum.
Peneliti : O iya pak dalam hal pembangunan bandara di
Kulon Progo ini, PT. Angkasa Pura berperan
sebagai apa pak?
Narasumber : Angkasa Pura bertindak sebagai pihak yang
memerlukan tanah, dan pihak yang membiayai
pelaksanaanya. Jadi tim atau satgas A dan B itu
terdiri atas pihak-pihak terkait di lapangan seperti
mulai dari perangkat-perangkat desa, kecamatan,
pemerintah daerah Kulon Progo, dan BPN. Kalau
Satgas B memang itu murni dari BPN, akan tetapi
apabila ada hal yang memang sekiranya mendesak
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
Peneliti : Pak tadi kan disebutkan adanya tim penilai tanah,
itu satgas A atau B ya pak?
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Narasumber : Bukan itu tim penilai tanah sendiri, di luar
pelaksana. Jadi penilai pertanhan itu adalah
namanyan tim appraisel. Tim ini nantinya bertugas
menilai tanah dan mengadakan pelelangan tanah
dan jasa. Nah yang melaksanakan lelang itu ya tadi
yang membutuhkan tanah dalam hal ini Angkasa
Pura I. Kemudian hasil pelelangan tadi, yang
menentukan adalah ketua pelaksana Kepala Kantor
Wilyah BPN Provinsi DIY.
Adapun orang yang nantinya menjadi tim appraisel
(penilai pertanahan) yang selanjutnya disebut
penilaiadalah orang perseorangan yang melakukan
penilaian secara independen dan profesional yang
telah mendapat ijin praktek penilaian dari menteri
keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga
pertanahan untuk menghitung nilai harga objek
harga tanah. Jadi itu tidak masuk dalam tim
pelaksana, jadi dia bertindak bebas atau
independen.
Terus apa lagi mas?
Peneliti : Yang berkaitan dengan pasal lima pak, dalam UU
No. 22 Tahun 2012 (pihak yang berhak wajib
melepaskan tanahnya pada saat pengadaan tanah
untuk keperluan umum setelah pemberian ganti
rugi atau setelah putusan pengadilan yang telah
memperoleh hukum tetap), itu bagaimana pak
penjelasanya?
Narasumber : Kalau begitu saya tak cerita saja ya, tadi kan baru
daftar nominatif, peta bidang tanah, dan penilaian
tanah. Jadi hasil data nominatif, verifikasi, serta
peta bidang diserahkan oleh ketua pelaksana
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kepada tim appraisel untuk dinilai (ganti rugi)
tanah, dilakukan bidang-perbidang tanah. Nah apa
yang dinilai? yang dinilai adalah yang pertama
tanah, kemudian apa yang ada dipermukaan dan di
dalam tanah, yang ketiga bangunan, yang keempat
tanaman, dan yang kelima adalah benda-benda
yang berkaitan dengan tanah, dan yang terakhir
adala kerugian fisik langsung serta kerugaian non
fisik.
Adapun untuk ganti ruginya dapat dalam bentuk
atau meliputi: uang, dalam bentuk tanah pengganti,
pemukiman kembali, relokasi, keikutsertaan
saham. Tapi dalam kasus keikutsertaan saham
belum bisa, karena PT Angkasa Pura I belum
termasuk perusahaan tbk (terbuka).
Peneliti : O iya pak, dari masyarakat sendiri menginginkan
ganti ruginya dalam bentuk apa ya pak?
Narasumber : Nah ini belum tahu, kalau dari masyarakat sendiri
kebanyakan menginginkan dalam bentuk uang.
Kalau dari instansi yang memerlukan tanah,
menyarankan paling enak disarankan dalam bentuk
uang. Jadi dalam prinsipnya ganti kerugian itu
merupakan nilai penggantian wajar. Artinya adalah
untuk pengganitan untuk pemilik yang didasarkan
paada nilai pasar, atas nilai properti. Yang nantinya
akan beralihnaya hak milik lahan atau tanah.
Jadi setelah penilain terhadap tanah selesai yang
dilakukan oleh tim apprasil, selanjutnya hasilnya
itu diserahkan kepada ketua pelaksana (Kakanwil),
yang nantinya Kakanwil akan mengundang para
pihak bersangkuatan untuk mengadakan
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musyawarah. Dalam musyawarah itu nanti
membahas bentuk ganti kerugian (uang, tanah
pengganti, relokasi dll). Dalam proses ini juga
pihak yang masih keberatan masih diberi
kesempatan untuk mengajukan verifikasi lagi atau
perbaikan. Keberatan itu diajukan ke pengadilan
negeri dan seterusnya sampai ke MA nanti sebagai
hasil akhirnya atau keputusan akhirnya. Apabila
masih ada yang tidak setuju maka ganti ruginya
akan dititipkan di pengadilan negeri yang
bersangkutan, beda lagi dengan yang sudah setuju
maka ganti ruginya langsung diserahkan kepada
mereka.
Pada saat pembayaran ganti kerugian itu, para
pihak yang bersangkutan (masyarakat terdampak)
mereka harus menyerahkan dokumen-dokumen
misalnya sertifikat tanah kepada tim pelaksana.
Setelah semua selesai akan ditandatangani berita
acara berkaitan dengan pelepasan hak kepemilikan
tanah kepada pemrakasa bandara (Angkasa Pura I).
Terus apa lagi mas yang mau ditanyakan?
Peneliti :  Terus berkaitan dengan Pasal 34 berkaitan
dengan penetapan lokasi, dimana nilai ganti
kerugian ditetapkan pada saat penetapan loakasi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Pertanyaanya adalah bagaimana penentuan harga
tanah atau ganti kerugian terhadap lahan
terdampak?
Narasumber : Jadi begini mas, pembangunan bandara ini Ijin
Penetapan Lokasi (IPL) keluar ketika bulan Maret
2012, jadi semua transaksi jual beli tanah di
258
wilayah bandara tidak boleh lagi. Kecuali transaksi
jual tanah kepada Angkasa Pura I, jadi nilai atau
harga tanah dinilia pada saat transaksi sebelum IPL
keluar. Hal itu karena harga tanah dengan adanya
bandara ini pastinya terus akan naik, sehingga
transaksi jual beli tanah di sini tidak boleh
dilakukan lagi.
Begitu mas.
Peneliti : Oh begitu ya pak, iya pak mungkin itu dulu
pertanyaanya. Terimakasih atas waktunya.
Narasumber ; Iya sama-sama mas.
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PT. Angkasa Pura I
A. Identitas
1. Nama : Milda
2. Usia : 56 tahun
3. Pekerjaan/Profesi : -
4. Jabatan : Legal & General Affair Departement Head
5. Alamat : Jl. Raya Solo Km. 9,Yogyakarta
6. Waktu dan tempat : 10 & 18 Februari 2016, pukul 09.00-09.45
WIB dan pukul 08.30-09.15 WIB.
B. Wawancara
Peneliti : PT. Angkasa Pura I dalam pembangunan bandara
baru di Kulon Progo berperan sabagai apa?
Narasumber : PT. Angkasa Pura I ( persero) selaku pemrakarsa
berkewajiban yang bertugas:
1. Menyediakan lahan untuk pembangunan Bandar
Udara Baru di Kabupaten Kulon Progosesuai
dengan perundang-undangan.
2. Menyusun rancangan tekhnik terinci fasilitas
pokok bandar udara.
3. Menyusun AMDAL (Analisis Dampak
Lingkungan) terhadap pembangunan dan
pengoperasian bandar udara.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun
mengusulkan Izin Mendirikan Bangunan
Bandara.
Peneliti : Kenapa pembanguanan bandara baru mesti
dilaksanakan kembali?
Narasumber : Alasan kenapa dibutuhkan pembangunan bandara
baru karena:
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1. Kapasitas terminal bandara Adisutjipto dirancang
untuk menampung 1,2s.d 1,5 juta penumpang,
sedangkan jumlah per 2014 sudah mencapai 6,2
juta penumpang.
2. Kapasitas area parkir pesawat (apron) hanya
menampung 7+1 (apron baru) pesawat.
3. Kapasitas landas pacu tidak mampu menampung
pesawat berbadan besar.
4. Bandara Adisutjipto merupakan civil enclave
milik TNI AU.
5. Perlu adanya bandara baru yang representtative
agar mampu memenuhi kebutuhan penumpang
dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
wilayah sekitar.
6. Perlu adanya wilayah baru untuk pembangunan
bandara karena bandara Adisutjipto tidak dapat
dikembangkan lagi dilihat dari keterbatasan lahan
dan kendala alam (obstacle).
Peneliti : Apa yang menjadi dasar pembangunan bandara ini?
Narasumber : Ini merupakan keputusan dari Menteri
Perhubungan No KP 1164 Tahun 2013 tentang
Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten
Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
PT. Angkasa Pura 1 bertindak sebagai pemrakasa
(bertanggungjawab terkait rencana pembangunan
bandara baru di Yogyakarta). Padatahun 2014
terdapat beberapa perubahan terkait isi dari
Keputusan Menteri Perhubungan No KP 1164
Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara
Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah
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Istimewa Yogyakarta. Perubahan tersebut dijelaskan
dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP 836
Tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan
Menteri Perhubungan No 1164 Tahun 2013 tentang
Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten
Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perubahan keputusan tersebut bertujuan untuk
melengkapi Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbagan pada Bandar Udara Baru di Kabupaten
Kulon Progo serta perubahan mengenai Diktum ke-5
sehingga berbunyi PT. Agkasa Pura I (Persero)
selaku pemrakasa dalam jangka waktu 3 tahun wajib
melengkapi dokumen daerah lingkungan kerja,
daerah lingkugan kepentingan, dan batas kawasan
kebisingan untuk menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari lampiran keputusan ini.
Peneliti : Sejak kapan mulai ditetapkanya proses
pembangunan bandara ini?
Narasumber : Proses perencanaan pembangunan bandara baru ini
dimulai sejak bulan April 2012 dengan tahapan
pertama yang dilalui yaitu feasibility study.
Feasibility study adalah sebuah studi yang bertujuan
untuk menilai kelayakan implementasi dari sebuah
bisnis (pembangunan bandara baru). Tahapan
perencanaan tersebut mulai memasuki tahapan
persiapan pembangunan Bandar Udara Internasional
Yogyakarta sejak ditetapkanya keputusan dari
Menteri Perhubungan No KP 1164 Tahun 2013
tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di
Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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Peneliti : Kenapa pembangunan bandara ditempatkan di
Kulon Progo?
Narasumber : Sebelum penetapan lokasi pembangunan bandara,
terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.
Setidaknya ada 7 lokasi yang diusulkan yaitu;
Adisutjipto, Selomartani, Gading, Gadingharjo,
Bugel, Temon, Bulak Kayangan. Dari 7 lokasi
tersebut diputuskan bahwa kecamatan Temon yang
menjadi target lokasi pembangunan bandara baru
karena presentase tertinggi dari hasil penilaian studi
kelayakan menunjukan bahwa 81℅ kecamatan
Temon layak menjadi target lokasi pembangunan
bandara.
Peneliti : Apa yang menjadi hambatan dalam pembangunan
bandara baru in?
Narasumber : Hambatan atau kendalanya yaitu; pengukuran dari
BPN masih terkendala karena ada beberapa warga
yang menolak untuk diukur atau didata. Dampak
hukum pelaksanaan yang melebihi batas waktu yang
ditentukan oleh UU No 2 Tahun 2012 bagi
pengadaan tanah. Dan yang terakhir permohonan
insentif pajak untuk pihak yamg berhakdan PT.
Angkasa Pura I (Persero) sedang dalam proses
(dibantu oleh setwapres).
Peneliti : Untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa
yang dilakukan oleh AP I?
Narasumber : Adapun upaya yang dilakukan dalam
menyelesaikan permasalahan yang
menjadihambatandalampembangunanbandarabaruya




warga terkait, dan minta pendampingan hukum dari
Kejaksaan Tinggi.
Peneliti : Dalam pembangunan bandara ini Angkasa Pura
tugasnya seperti apa?
Narasumber : PT. Angkasa Pura I (Persero) tugasnya yaitu
membayar besaran ganti rugi yang telah ditentukan
jasa Penilai. Subyek ganti rugi dibayarkan secara
clean and clean.
Peneliti : Ganti rugi untuk masyarakat terdampak berapa
jumlahnya?
Narasumber : Untuk besaran ganti rugi belum dapat ditentukan
karena masih menunggu hasil penilaian dari jasa
penilai yang indpenden berdasarkan nilai nominativ
final yang telah dibuat oleh satgas A/B pada tahap
inventarisasi dan identifikasi.
Peneliti : Berapa taksiran biaya dalam pembangunan bandara
ini?
Narasumber : Taksiran biaya untuk pembanngunan Bandar Udara
Internasional di Yogyakarta sekitar rp.8,8 triliun.
Peneliti : Membutuhkan berapa lama dalam pembangunan
bandara ini?
Narasumber : Adapun pembangunan bandara ini apabila sudah
selesai proses ganti ruginya maka waktu yang
dibutuhkan sekitar 3 tahun.
Peneliti : Apa dampak dari pembangunan bandara ini?
Narasumber : Untuk dampak positifnya dari adanya
pembangunan bandara ini yaitu: Membuka lapangan
pekerjaan, memacu pertumbuhan ekonomi wilayah
Kulon Progo dan perekonomian masyarakat,
menarik investor untuk membuka usaha/ industri
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baru di Kulon Progo, dan meningkatkan Pendapatan
Asli Darah Kulon Progo.
Sementara untuk dampak negatifnya yang
ditimbulkan dari pembangunan bandara ini yaitu
sebagian lahan pertanian yang subur akan hilang,
adanya kebisingan ketika kontruksi bandara
berlangsung ataupun sesudah beroperasionalnya
bandara terebut, dll. Maka dari itu, rencana
pembangunan Bandar Udara Internasional
Yogyakarta akan dibuat dengan konsep airport city.
Konsep ini tidak hanya menjadikan bandara sebagai
tempat naik turun prnumpang semata, tapi juga
menjadikan bandara sebagai tempat kegiatan bisnis
di berbagai sektor, seperti logistik, properti, serta
lahan tanam tumbuh akan dinormalisasi kembali.
Narasumber : Konsep Corporate Sosial Responcibility sudah
disusun oleh PSPK UGM dan pelaksanaanya
bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kulon
Progo dalam memberdayakan masyarakat terdampak
dengan memberikan pelatihan alih profesi, seperti:
Pelatihan montir, tata boga, perbengkelan,
pertamanan, dan operator alat berat. Adapun untuk
tahun 2016 ini terdapat 72 paket pelatihan alih
profesi yang telah disiapkan untuk memperdayakan
masyarakat terdampak.
Peneliti : Beberapa yang menjadi hambatan dalam
pembangunan bandara salah satunya adalah terkait
dengan pembebasan lahan khususnya dari
masyarakat yang menolak. Kalau dari pihak
Angkasa Pura tindakan seperti apa yang dilakukan?
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Narasumber : Perlawanan dalam bentuk fisik merupakan
tanggungjawab dari petugas keamanan di lapangan,
sedangkan dalam bentuk hukum, PT. Angkasa Pura I
(Persero) didampingi oleh Tim Kejaksaan Tinggi
DIY dalam mengambil tindakan kepada masyarakat
selalu berdasarkan hukum atau UU yang berlaku.
Peneliti : Jasa Penilai yang telah dibuat oleh Satgas A dan B
terdiri dari siapa?
Narasumber : Satgas A atau B adalah tim yang bertugas dalam
pengukuran lahan warga terdampak dan berada di
bawah naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
DIY. Sedangkan Jasa Penilai (Apprasial) adalah
proses pekerjaan atau kegiatan seseorang penilai
dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas
nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud
ataupun tiadak berwujud yang berdasrkan hasil
analisis terrhadap fakta-fakta objektif dan relevan
dengan menggunakan metode, parameter dan
prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.
Dalam hal ini, Jasa Penilai (Appraisal) adalah
Konsultan Jasa Penilai yang bertugas untuk menilai
harga tanah, bangunan, dan tanaman berdasarkan
daftar nominatif yang ditetapkan oleh BPN selaku
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
Peneliti : O iya bu, berkaitan dengan alih profesi bagi
masayarakat terdampak, yang tadinya sebagai petani
nantinya seperti apa bu atau bagaimana
pemeberdayaan masayarakat terdampak?
Narasumber : Jadi pelatihan alih profesi yang dilaksanakan pada
tahun 2016 ini sudah merupakan aspirasi masyarakat
terdampak yang diambil dari studi PSPK
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UGM.Bidang-bidang penting yang bisa diakses oleh
masyarakat terdampak, terlampir (pra konstruksi dan
operasional). Pada tahap pra konstruksi, PT.
Angkasa Pura I akan menekankan kepada kontraktor
untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai
tenaga kerjanya sesuai dengan kriteria yang
dibutuhkan. Sebagai ilusttrasi, pada tahap
operasional bandara baru akan membutuhkan lebih
banyak tenaga kerja karena pada dasarnya 1000
penumpang membutuhkan ± 1000 tenaga
operasional bandara (jawaban detail terlampir).
Peneliti : Apakah dalam pembangunan bandara ini juga ada
invsetor asing yang terlibat di dalamnya bu?
Narasumber : Untuk saat ini belum memasuki tahap
pembangunan karena masih pada tahap persiapan
pembangunan bandara, oleh karena itu pada saat ini
belum ada investor yang ikut. Peluang investasi
untuk para investor akan ditentukan melalui proses
pelelangan.
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